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Kata Pengantar

ransformasi Kesehatan merupakan starting point Badan Kebijakan

Pembangunan Kesehatan (BKPK) dalam melaksanakan perumusan

dan pemberian rekomendasi kebijakan, advokasi, dan evaluasi kebi-

jakan. Berbagai potensi BKPK difokuskan dalam penjabaran pelak-

sanaan tugas di masing-masing Pusat Kebijakan (Pusjak) yang me-

nyesuaikan dengan enam pilar Transformasi Kesehatan, yakni Pusjak Kebijakan

Upaya Kesehatan pada Transformasi Layanan Primer dan Rujukan, Pusjak Sistem

Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Transformasi Ketahanan Kesehat-

an dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi

Kesehatan pada Transformasi Pembiayaan Kesehatan, serta Pusjak Kesehatan
Global dan Teknologi Kesehatan pada Transformasi Teknologi Kesehatan.

Pencapaian program dan kegiatan diukur dan dimonitor secara berkala untuk

menjamin akuntabilitas kinerja pada setiap komponen kegiatan yang telah diper-
janjikan berdasarkan perjanjian kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Badan
Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, BKPK me-
nyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan Kinerja ini menyajikan prestasi ker-
ja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan
Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun
2023, persentase rata-rata capaian seluruh Indikator Program dalam Perjanjian
Kinerja sebesar 114 % dengan realisasi anggaran tercapai sebesar 95,89 %.

Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi aktif yang diberikan dalam
penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. Semoga laporan kinerja ini dapat ber-
manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan refleksi untuk perbaikan dan
motivasi untuk peningkatan kinerja pada tahun 2024.

Jakarta, 7 Februari 2024

Syarifah Liza Munira
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan



Ringkasan Eksekutif A,

aporan Kinerja (LK) adalah dokumen

pertanggungjawaban tertulis sebagai

bentuk laporan yang akuntabel da-

lam pelaksanaan tugas, fungsi, dan

kewenangan penggunaan anggaran
yang menitikberatkan pada pengukuran Kinerja
suatu lembaga. Pada tahun 2023, Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan (BKPK) telah menetap-
kan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komit-
men pelaksanaan program dan kegiatan melalui
indikator kinerja dan dasar dalam melakukan moni-
toring dan evaluasi kinerja organisasi.

BKPK mengemban tugas melaksanakan pe-
rumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan
pembangunan kesehatan dan menyelenggarakan
fungsi penyusunan kebijakan teknis penguatan

kebijakan pembangunan kesehatan, pelaksanaan
analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan
pembangunan kesehatan, pelaksanaan integrasi
dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan
kesehatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penguatan kebijakan pembangunan kesehatan,
pelaksanaan administrasi Badan dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan
sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan
dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pada tahun 2023, BKPK memperoleh alokasi
anggaran sebesar Rp 837.810.082.000 dan berhasil
menyerap anggaran sebesar Rp 803,385,507,258
atau 95,89 % yang dijabarkan pada 10 (sepuluh) In-
dikator Kegiatan Program (IKP) berdasarkan doku-
men Perjanjian Kinerja, yaitu:




1.

2.

3.

4.
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Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan
layanan skrining kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pem-
biayaan kegiatan promotif preventif pada SPM
Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan
kerja sama pemerintah swasta (KPS) bidang ke-
sehatan

Persentase kebijakan teknis dalam penguatan ber-
bagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif
dan efisien

5. Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan

berbasis kajian dan bukti

6. Terbangunnya tata kelola kerja sama internasional

yang efektif
7. Nilai Reformasi Birokrasi
8. Nilai Kinerja Anggaran

9. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK
10. Persentase realisasi Anggaran BKPK

Hasil penilaian kinerja tahun 2023 atas Indikator Kegiatan Program (IKP) yang memiliki

10 indikator, yakni:

Persentase penduduk berisiko yang mendapat-
1 kan layanan skrining kesehatan, dengan target
60% dan capaian kinerja sebesar 87,1%.
2 Persentase kabupaten/kota yang memenuhi
pembiayaan kegiatan promotif preventif pada
SPM, dengan target 50% dan capaian kinerja sebe-
sar 62,8%.

Persentase kabupaten/kota yang melaksana-
3 kan Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) bi-
dang kesehatan, dengan target 50% dan capaian
kinerja sebesar 68,5%.

Persentase kebijakan teknis dalam penguatan

berbagai skema pembiayaan Kesehatan yang
efektif dan efisien, dengan target 100% dan capa-
ian kinerja sebesar 100%.

Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan
5 berbasis kajian dan bukti, dengan target 40%
dan capaian kinerja sebesar 48,83%.

Terbangunnya tata kelola kerja sama interna-
6 sional yang efektif, dengan target 1 dokumen
dan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen.

BKPK mempunyai empat indikator capaian out-
put bersama yang diampu oleh Sekretariat Jender-
al Kementerian Kesehatan, yaitu:

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi dengan tar-

1 get senilai 85 dan capaian kinerja senilai 89,50
2 Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan tar-
get senilai 93 dan capaian kinerja senilai 94,3

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
3 BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti BKPK
dengan target senilai 92,5 dan capaian kinerja se-
besar 97

Persentase realisasi Anggaran BKPK dengan
4 target 95 dan capaian kinerja sebesar 95,89

Keberhasilan dan kegagalan BKPK dalam men-
capai target kinerja dan anggaran tidak lepas dari
berbagai kendala yang muncul selama tahun 2023.
Selain itu, terdapat revisi pemanfaatan automatic
adjustment. Walaupun demikian, para pimpinan
berkomitmen untuk mendorong pencapaian kiner-
ja dengan mengupayakan berbagai strategi perce-
patan, koordinasi, dan komunikasi intensif lintas
program dan unit utama dalam melaksanakan tu-
gas dan fungsi Badan.

Laporan ini diharapkan menjadi masukan untuk
perbaikan di masa yang akan datang dan memacu
kinerja seluruh satuan kerja BKPK dalam melakukan
terobosan yang lebih inovatif di masa yang akan
datang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan
antara lain adalah melakukan identifikasi regulasi/
kebijakan di awal tahun; melaksanakan sosialisasi
untuk meningkatkan pemahaman terkait Indika-
tor Kinerja BKPK; serta melakukan pembinaan dan
pengawasan secara berkala terhadap rencana ki-
nerja tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan
dan seluruh pihak di lingkungan Badan.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

eraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kin-
erja Instansi Pemerintah menyebutkan
bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemer-
intah adalah ikhtisar yang menjelaskan
secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja
yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetap-
kan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Dae-
rah (APBN/APBD). Penyusunan LKj merupakan ben-
tuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good gov-
ernance).

Dalam upaya menjamin keberhasilan dan kes-
inambungan pembangunan kesehatan telah disusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kes-
ehatan (RPJP-K) tahun 2005-2025 sebagai penjaba-
ran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasi-
onal (RPJPN) tahun 2005-2025 yang merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem
Kesehatan Nasional (SKN). Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemban-
gunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa se-
tiap Kementerian perlu menyusun Rencana Strategis
(Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode tahun
2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN
2005-2025 sehingga merupakan periode pembangu-
nan jangka menengah yang sangat penting dan strat-

egis.

Agar arah kebijakan pelaku pembangunan bidang
kesehatan searah dengan tujuan pembangunan na-
sional, telah disusun Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2020-2024 yang merupakan doku-
men perencanaan yang memuat berbagai program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan
langsung oleh Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No-
mor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Men-
teri Kesehatan pada 7 Februari 2022 menyebutkan
bahwa organisasi BKPK terdiri dari lima Unit Eselon 2,

yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kes-
ehatan; Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembi-
ayaan dan Desentralisasi Kesehatan; serta Pusat Kebi-
jakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan LKj BKPK adalah:

1. Menyampaikan pertanggungjawaban capaian ki-
nerja Badan sebagai Unit Eselon | atas Perjanjian
Kinerja dengan Menteri Kesehatan yang telah
ditetapkan pada tahun 2023

2. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksa-
naan kegiatan dan program kerja dalam rangka
mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan
khususnya dan Kementerian Kesehatan pada
umumnya.

Tujuan penyusunan LKj BKPK adalah sebagai
berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur ke-
pada Menteri Kesehatan selaku pemberi mandat
atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
oleh Badan

2. Menjadi media untuk mengkomunikasikan pen-
capaian kinerja dan anggaran kepada pemangku
kepentingan dan masyarakat

3. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinam-
bungan bagi peningkatan kinerja Badan

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi
Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes, BKPK
bertugas melaksanakan perumusan dan pemberian
rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 211 peraturan itu, BKPK menyelenggara-
kan fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis penguatan kebi-
jakan pembangunan kesehatan
2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomen-
dasi kebijakan pembangunan kesehatan
3. Pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian
sasaran pembangunan kesehatan
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4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan
kebijakan pembangunan kesehatan
5. Pelaksanaan administrasi Badan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri Kesehatan
Kementerian  Kesehatan
melakukan transformasi sistem kesehatan yang di-
harapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan
yang nantinya dapat berimplikasi pada peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggin-
ya. Transformasi kesehatan merupakan upaya perbai-
kan sistem kesehatan yang berkelanjutan untuk men-
gatasi ketimpangan kesehatan, baik di dalam negeri
maupun antarnegara, yang dilaksanakan dengan
menjalin sinergi dengan seluruh pemangku kepentin-
gan termasuk masyarakat melalui enam pilar Transfor-
masi Kesehatan, yaitu:
1. Pilar 1: Transformasi Layanan Primer
Semua orang memiliki akses yang mudah ke lay-
anan primer seperti imunisasi, konsultasi dokter
umum, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi ma-
syarakat mengenai pola hidup sehat.
2. Pilar 2: Transformasi Layanan Rujukan
Setiap kota di Indonesia memiliki rumah sakit ruju-
kan untuk mengobati penyakit katastrofik.
3. Pilar 3: Ketahanan Kesehatan
Produksi lokal sediaan farmasi dan alat kesehatan
serta kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan.
4. Pilar 4: Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan intervensi kesehatan secara efektif
dan berkelanjutan untuk mencegah penyakit dan
menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau.
5. Pilar 5: SDM Kesehatan
SDM kesehatan dengan jumlah cukup dan merata
di seluruh Indonesia.
6. Pilar 6: Teknologi Kesehatan
Satu platform untuk semua masyarakat mengakses
dokumen kesehatan dan inovasi bioteknologi untuk
peningkatan kualitas layanan kesehatan masyara-
kat.

berkomitmen  untuk

Transformasi Kesehatan merupakan starting point
BKPK dalam melaksanakan perumusan dan pemberi-
an rekomendasi kebijakan, advokasi, dan evaluasi ke-
bijakan. Berbagai potensi BKPK difokuskan dalam pen-
jabaran pelaksanaan tugas di masing-masing Pusat
Kebijakan (Pusjak) yang menyesuaikan dengan enam
pilar Transformasi Kesehatan. Pusjak Kebijakan Upaya
Kesehatan pada pilar transformasi layanan primer dan
rujukan. Pusjak Sistem Ketahanan dan Sumber Daya
Kesehatan pada area transformasi ketahanan kes-
ehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
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Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
pada area transformasi pembiayaan kesehatan dan
desentralisasi kesehatan. Pusjak Kesehatan Global
dan Teknologi Kesehatan pada kebijakan transformasi
dan teknologi digital kesehatan dan kesehatan global,
termasuk kerja sama internasional.

Transformasi Kesehatan yang dicanangkan Ke-
menterian Kesehatan perlu didukung oleh perubahan
regulasi dan kebijakan yang dilandasi oleh bukti yang
kuat. Diperlukan langkah-langkah progresif sebagai
upaya penguatan kebijakan atau regulasi. BKPK ha-
dir untuk mengintegrasikan, menyinergikan, dan men-
gevaluasi kebijakan pembangunan kesehatan sehing-
ga menghasilkan kebijakan kesehatan yang baik dan
dapat diimplementasikan.

Transformasi BKPK, dari semula di ranah penelitian
menjadi kebijakan pembangunan kesehatan, diharap-
kan dapat menjawab tantangan gap dalam proses ke-
bijakan kesehatan di Indonesia dengan memperkuat,
mengawal, dan mengevaluasi kebijakan pembangu-
nan kesehatan. BKPK melalui keempat Pusat Kebi-
jakan, yang merupakan institusi think tank para analis
kebijakan, memiliki peran penting dalam penyusunan
rekomendasi kebijakan sebagai dasar pembentukan
regulasi untuk menjawab permasalahan kesehatan
yang. Analis kebijakan merupakan aset dan salah satu
potensi BKPK yang memiliki peran yang sangat krusial
dalam mengolah data dan informasi dengan analisa
yang lebih baik. Selain itu, para analis kebijakan juga
merupakan inisiator dalam melakukan kolaborasi
dan sinergi antar-pemangku kepentingan agar dapat
menghasilkan rekomendasi kebijakan kesehatan yang
tepat dan berkualitas.

Selain turut serta memberikan dukungan terhadap
Transformasi Kesehatan, BKPK juga melaksanakan
perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan,
advokasi, dan evaluasi kebijakan. Ruang lingkup ke-
bijakan BKPK dijabarkan dalam pelaksanaan tugas di
masing-masing Pusat Kebijakan (Pusjak) yang menye-
suaikan dengan enam pilar Transformasi Kesehatan
sebagai berikut:

1. Sekretariat BKPK: koordinasi pelaksanaan tugas

dan pemberian dukungan administrasi Badan

2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan: Pelaksanaan

analisis kebijakan, perumusan rekomendasi ke-
bijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi,
dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehat-
an masyarakat dan upaya kesehatan peroran-
gan (studi dan riset kesehatan, koordinator uji
klinis vaksin)

3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

dan Sumber Daya Kesehatan: Pelaksanaan
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PUSAT KEBIJAKAN

analisis kebijakan, perumusan rekomendasi ke-
bijakan, diseminasi, advokasi, integrasi, sinergi,
dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketah-
anan kesehatan dan sumber daya kesehatan
(pengelolaan laboratorium rujukan kesehatan)

. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi
Kesehatan: Pelaksanaan analisis kebijakan, peru-
musan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advo-
kasi, integrasi, sinergi, dan evaluasi kebijakan di
bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi
kesehatan (program pembiayaan dan jaminan
kesehatan)

. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi
Kesehatan: Pelaksanaan analisis kebijakan, peru-
musan rekomendasi kebijakan, diseminasi, advo-
kasi, integrasi, sinergi, dan evaluasi kebijakan di
bidang kesehatan global dan teknologi kesehat-
an (program kerja sama luar negeri)

Sebagai upaya untuk memperkuat pengawalan ke-
bijakan lintas sektor terkait, Menteri Kesehatan mem-
berikan tiga penugasan khusus dan Sekretaris Jende-
ral Kemenkes memberikan satu penugasan kepada
BKPK. Pertama, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/755/2022 Tentang Penetapan Ke-
pala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi
Kesehatan Sebagai Pelaksana Teknis Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan. Dalam Kepmenkes ini ditetap-
kan bahwa Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan
Desentralisasi Kesehatan sebagai pelaksana teknis
pembiayaan dan jaminan kesehatan. Tugas yang
dilaksanakannya mencakup penyiapan, pengemban-
gan, pelaksanaan, dan pembinaan kebijakan teknis
pembiayaan dan jaminan kesehatan secara kompre-
hensif, termasuk fasilitasi dan pendampingan dalam
pencapaian indikator kinerja sasaran strategis priori-
tas untuk keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
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yang efektif dan efisien.

Kedua, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/754/2022 tentang Penetapan Ke-
pala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi
Kesehatan Sebagai Pelaksana Kerja Sama Luar Neg-
eri dan Diplomasi Kesehatan. Keputusan ini mene-
tapkan Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan
Teknologi Kesehatan sebagai pelaksana kerja sama
luar negeri dan diplomasi kesehatan dengan tugas:

a. Pemetaan dan penjajakan kerja sama luar negeri

b. Fasilitasi hubungan kerja sama luar negeri dalam

kerangka koordinasi pelaksanaan kerja sama bi-
lateral, regional, dan multilateral

c. Diplomasi dan negosiasi dengan negara mitra,

organisasi internasional, dan entitas internasi-
onal lainnya

d. Penyusunan dokumen kerja sama luar negeri

dan kertas posisi

e. Monitoring evaluasi implementasi kerja sama luar

negeri

Ketiga, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/1160/2022 tentang Penetapan
Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Sebagai
Pelaksana Studi dan Riset Bidang Kesehatan. Kepu-
tusan ini menetapkan Kepala Pusat Kebijakan Upaya
Kesehatan sebagai pelaksana studi dan riset bidang
kesehatan dengan tugas:

a. Melaksanakan kegiatan kohort penyakit tidak

menular

b. Melaksanakan kegiatan Studi Status Gizi Indone-
sia (SSGI)

c. Melaksanakan kegiatan Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas)

Sementara itu, berdasarkan Surat Tugas Sekretaris
Jenderal Kemenkes Nomor UM.01.05/11I/3748/2022,
pengelolaan laboratorium pusat rujukan nasional se-
bagai bagian dari program transformasi sistem kes-
ehatan diamanahkan kepada Kepala Pusat Kebijakan
Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kes-
ehatan dengan tugas:

a. melakukan pengelolaan pemeriksaan sampel/
spesimen, pemeriksaan konfirmasi dan karakter-
istik lanjutan dari agen penyakit;

b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantapan
mutu eksternal laboratorium;

c. melakukan pemantauan dan pembinaan labora-
torium regional,

d. melakukan fasilitasi pengumpulan dan analisis
hasil pemeriksaan laboratorium untuk kebijakan
nasional;

e. melakukan pemeriksaan laboratorium dalam
rangka uji klinis;
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f. melakukan fasilitasi jejaring dan kerja sama an-
tarlaboratorium, baik nasional maupun internasi-
onal; dan

g. menyusun pelaporan terhadap penyelenggara-
an laboratorium pusat rujukan nasional.

Berdasarkan tugas tersebut dan menindaklanjuti
perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di
lingkungan Kementerian Kesehatan dan BKPK, maka
dalam proses perencanaan dan penganggaran satker
UPT Badan Litbangkes terkait laboratorium kesehatan
masyarakat berada di bawah ampuan Pusat Kebijakan
Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kes-
ehatan hingga keluarnya keputusan pimpinan terkait
mengenai pengalihan satker UPT Badan Litbangkes
ke Unit Eselon | di lingkungan Kemenkes.

UPT Badan Litbangkes yang dimaksud terdiri dari
dua Balai Besar; tiga Balai Penelitian dan Pengem-
bangan Kesehatan Kelas |; empat Balai Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan Kelas Il, serta dua Loka
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Mereka
adalah:

1. Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Pe-
nyakit Salatiga (B2P2 VRP Salatiga)

Balai Besar Litbang TOOT Tawangmangu (B2P2
TOOT Tawangmangu)

3. Balai Litbangkes Magelang

4. Balai Litbangkes Donggala

5. Balai Litbangkes Banjarnegara

6. Balai Litbangkes Tanah Bumbu
7
8
9

A

Balai Litbangkes Papua
Balai Litbangkes Baturaja
. Balai Litbangkes Aceh
10. Loka Litbangkes Pangandaran
11. Loka Litbangkes Waikabubak

D. Sumber Daya Manusia

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023
tentang Jabatan Fungsional banyak mewarnai per-
kembangan sumber daya manusia aparatur (SDM
aparatur) sepanjang tahun 2023, baik di tingkat nasi-
onal, Kementerian Kesehatan, maupun lingkup BKPK.
Kebijakan tersebut mengubah pengelolaan SDM
Aparatur, khususnya terkait dengan pengelolaan ja-
batan fungsional. Pemberlakukan peraturan ini men-
gakibatkan beralihnya para PNS yang menduduki ja-
batan pelaksana menjadi pejabat fungsional sehingga
mempengaruhi komposisi pegawai di BKPK.

Sampai dengan 31 Desember 2023, pegawai BKPK
berjumlah 926 pegawai. Jumlah ini mengalami penu-
runan sebanyak 96 pegawai dari data 31 Desember
2022. Berdasarkan jenis kelamin, para pegawai itu ter-
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diri dari 557 wanita dan 374 pria. Unit kerja Sekretariat
BKPK memiliki pegawai terbanyak dengan jumlah 163,
yang mayoritas pendidikannya adalah S1 dan S2. Se-
baran pegawai Badan Kebijakan Pembangunan Kese-
hatan di satker digambarkan pada Tabel 1.1.

Pada Desember 2023, jumlah pegawai Balai Besar
Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawa-
ngmangu menjadi O (lihat Tabel 1.1.). Ini karena sudah
ada transformasi UPT tersebut menjadi UPF RSUP Dr.
Sardjito yang berada di bawah Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan per 1 Maret 2023. Hal itu mem-

buat adanya penurunan jumlah pegawai di BKPK yang
cukup signifikan dibandingkan Desember 2022.

Mayoritas pegawai BKPK memiliki latar belakang
pendidikan sarjana (S1) sebanyak 383 pegawai (41%)
dan magister (S2) sebanyak 318 pegawai (34%) (lihat
Gambar 1.1.). Bila melihat pegawai berdasarkan pendi-
dikan, maka dalam indikator profesionalitas aparatur
sipil negara sudah baik karena secara jumlah total 719
pegawai (77%) berlatar belakang pendidikan S1 sam-
pai dengan S3.

Tabel 1.1.
Keadaan pegawai Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan per 31 Desember 2023

JENIS KELAMIN
NAMA SATUAN ORGANISASI
PRIA | WANITA

1 Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 71 92 163
2 Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan 24 61 85
3 Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan 35 77 12
4 Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan 26 58 84
5 Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan 37 47 84
6 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit

(B2P2VRP) 29 41 70
7 Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat

Tradisional (B2P2TOOT) 0] 0] 0
8 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas | Magelang 20 33 53
9 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas | Donggala 16 13 29
10 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas | Banjarnegara 19 26 45
1 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas Il Tanah Bumbu 16 15 31
12 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas Il Papua 9 20 29
13 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas Il Baturaja 24 27 51
14 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kelas Il Banda Aceh 10 20 30
15 Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak 16 14 30

Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pangandaran

DI
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Gambar 1.2.
Pendidikan pegawai di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
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Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan, BKPK telah ikut serta
dalam melakukan reformasi birokrasi, yang merupak-
an agenda pemerintah pusat, dengan melakukan pe-
nyederhanaan eselonisasilll dan IV. Dengan demikian,

BKPK hanya memiliki jabatan struktural Kepala Badan,
yang merupakan pimpinan unit organisasi, Sekretaris
BKPK, dan Kepala Pusat Kebijakan sebagai pimpinan
satuan unit kerja serta Kepala Subbagian Administasi
Umum di setiap unit eselon Il. Keadaan pegawai per 31
Desember 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3.
Keadaan Pegawai BKPK Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2023
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Per 31 Desember 2023, mayoritas jabatan pegawai
menduduki jabatan fungsional, yakni sebanyak 594
pegawai (64%), dan untuk jabatan pelaksana seban-
yak 304 pegawai (33%). Adapun yang menduduki ja-
batan struktural hanya 28 pegawai (3%), yang terdiri
dari jabatan pimpinan tinggi (4 pegawai) dan sisanya
merupakan jabatan administrasi (24 pegawai).

Sampai dengan 31 Desember 2023, sebanyak tiga
jabatan pimpinan tingga pratama belum memiliki peja-
bat definitif karena adanya mutasi. Jabatan tersebut
adalah:

1. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kese-

hatan

2. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desen-

tralisasi Kesehatan

3. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

E. Isu Strategis Organisasi

Isu strategis organisasi BKPK tahun 2023 adalah
terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ten-
tang Kesehatan yang mengamanatkan pembentukan
peraturan pelaksana agar tujuan pengaturan dalam
Undang-Undang Kesehatan dapat segera diimple-
mentasikan. Terdapat 105 substansi amanah yang
meliputi 99 delegasi pembentukan peraturan pemer-
intah, satu delegasi pembentukan peraturan presiden,
dan lima delegasi penyusunan peraturan menteri ke-
sehatan.

BKPK memiliki peran sebagai unit utama yang me-
lihat kebijakan pembangunan kesehatan dari sudut
pandang helicopter view dan ditugaskan menjadi
leader dalam proses identifikasi dan penyusunan kon-
sep peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kes-
ehatan. Sampai akhir 2023, pembahasan materi mua-
tan dari sembilan puluh sembilan substansi amanah
RPP Pelaksanaan UU Kesehatan, satu substansi ama-
nah Perpres, dan lima substansi amanah RPMK telah
dipaparkan kepada Menteri Kesehatan. Khusus untuk
rancangan peraturan pemerintah telah dibahas juga
secara paralel dalam pembahasan antarkementerian.

Selain itu, selama tahun 2023, pembahasan pe-
rubahan unit pelaksana tugas (UPT) BKPK, yang masih
menggunakan nomenklatur Litbang Kesehatan, men-
jadi isu lain yang menjadi isu strategis organisasi. Se-
banyak 10 UPT akan berubah menjadi Laboratorium
Kesehatan Masyarakat dan akan menjadi ampuan dari
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Perubahan
ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam segi sum-
ber daya manusia (SDM), anggaran, dan kebijakan
yang selama ini telah dilakukan BKPK.

Isu strategis berikutnya adalah terkait dengan per-
ubahan yang terjadi dalam pengelolaan manajemen

sumber daya manusia dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara. Kebijakan ini mengarahkan organisasi publik
untuk dapat mengembangkan modal manusia dalam
pengelolaannya sehingga akan tercipta organisasi
yang profesional.

F. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) BKPK
adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Pendahuluan menyajikan
penjelasan tentang latar belakang, maksud, tujuan, tu-
gas, fungsi, dan struktur organisasi serta isu strategis
dan sistematika penyusunan laporan.

Bab 2 Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan
tentang tujuan, sasaran, dan beberapa hal penting
dalam perencanaan dan Perjanjian Kinerja BKPK.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja. Bagian ini memuat
informasi mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kin-
erja, dan analisis akuntabilitas, termasuk menguraikan
secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, ham-
batan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi ser-
ta solusi yang digunakan dalam mengatasi hambatan
tersebut. Bab ini juga menggambarkan sumber daya
yang mendukung dalam pencapaian kinerja.

Bab 4 Penutup. Bab ini menguraikan simpulan ca-
paian organisasi BKPK serta keberhasilan, kegagalan,
permasalahan, dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja BKPK dan strategi pemecahan ma-
salah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
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BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

alam upaya menjamin keberhasilan
dan kesinambungan pembangunan
kesehatan telah disusun Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bi-
dang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-
2025 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025
yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di-
pisahkan dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Un-
dang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menga-
manatkan bahwa setiap kementerian perlu menyu-
sun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN). Periode tahun 2020-2024 merupakan ta-
hapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga meru-
pakan periode pembangunan jangka menengah yang
sangat penting dan strategis.

Agar arah kebijakan pelaku pembangunan bidang

kesehatan searah dengan tujuan pembangunan na-
sional, Kementerian Kesehatan telah menyusun Ren-
cana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024,
dokumen perencanaan yang memuat berbagai pro-
gram pembangunan kesehatan yang akan dilaksa-
nakan langsung oleh Kementerian Kesehatan.

Pada 17 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menan-
datangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Ta-
hun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Penerbitan
peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan
Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentu-
kan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri
Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-
2024. Hal itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pas-
al 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden
tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan Ke-
menterian Kesehatan adalah perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan ma-
syarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat ke-
sehatan, tenaga kesehatan, serta pencegahan dan

pengendalian penyakit.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan
kontribusi dalam tercapainya seluruh Nawacita, teru-
tama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia In-
donesia. Sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) yang
ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja adalah:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif,

Mandiri, dan Berdaya Saing

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

4. MencapaiLingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepriba-

dian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi,

Bermartabat, dan Tepercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Mem-

berikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif,

dan Tepercaya

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka

Negara Kesatuan

Visi dan Misi Kementerian Kesehatan 2020-2024
mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia,
yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”.
Untuk melaksanakan visi Presiden tersebut, Kemente-
rian Kesehatan menjabarkannya di bidang kesehatan,
yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif,
mandiri, dan berkeadilan. Sejalan dengan Visi dan Misi
Kementerian Kesehatan, pelaksanaan Visi dan Misi
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mengacu
kepada visi dan misi Presiden. Dalam upaya mendu-
kung tujuh misi pembangunan dan Nawa Cita, BKPK
berperan penting dalam penyediaan data kesehatan
yang komprehensif dan berkesinambungan sehingga
hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas
diharapkan dapat menjadi dasar untuk masukan kebi-
jakan program kesehatan bagi pembangunan kese-
hatan.

B. Sasaran Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kemenkes
Tahun 2020-2024, sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana
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Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024,
terdapat enam tujuan dan 15 sasaran strategis yang
akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam ku-
run waktu lima tahun. BKPK mendukung tujuan ke-4 ,
yaitu terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang
efektif, efisien dan berkeadilan, pada sasaran strate-
gis ke-10, yakni terpenuhinya pembiayaan kesehatan
yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preven-
tif; sasaran strategis ke-11, yakni menguatnya pembia-
yaan kesehatan nasional secara efektif, efisien, dan
berkeadilan untuk mencapai Universal Health Cove-
rage (UHC); tujuan ke 6, yakni terbangunnya tata ke-
lola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkuali-
tas dan efektif; serta sasaran strategis ke-16, yakni
meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti.

Indikator BKPK yang mewakili kinerja ini adalah:

1. Persentase cakupan kelompok berisiko yang

LAPORAN KINERJA I:
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mendapatkan layanan skrining kesehatan
2. Proporsiout of pocket (OOP) terhadap total be-
lanja kesehatan
3. Presentasi kebijakan yang berkualitas dan dapat
diimplementasikan
Untuk menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sa-
saran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka
ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Pro-
gram, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiat-
an dalam Dokumen Renstra Kemenkes 2020- 2024.
Indikator dan target Renstra Kemenkes 2020-2024
yang dicantumkan dalam dokumen LKj BKPK tahun
2022 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Ke-
menterian Kesehatan Tahun 2020-2024. Perencanaan
program BKPK pada dokumen Renstra Kemenkes ta-
hun 2022-2024, tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Perencanaan Kinerja Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
dalam Dokumen Renstra Kemenkes Revisi Tahun 2022-2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

IKP : BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA

| 2022 | 2022 ‘ 2022

T T T

1 Sasaran Program: Terpenuhinya 1
pembiayaan kesehatan pada kegiatan
promotif dan preventif dalam

Persentase penduduk berisiko 30 60 100
yang mendapatkan layanan
skrining kesehatan

mencapai UHC

2 Persentase kabupaten/kota 25 50 75
yang memenuhi pembiayaan
kegiatan promotif preventif
pada SPM

3 Persentase kabupaten/kota 25 50 100
yang melaksanakan Kerja Sama
Pemerintah Swasta (KPS)
bidang kesehatan

2 Sasaran Program : Meningkatnya 4
kebijakan kesehatan berbasis bukti

Persentase kebijakan teknis 100 100 100
dalam penguatan berbagai
skema pembiayaan kesehatan
yang efektif dan efisien

5 Jumlah pedoman dalam 1 - -
menyusun kebijakan

6 Persentase kebijakan 20 40 100
Kementerian Kesehatan
berbasis kajian dan bukti

7 Terbangunnya tata kelola 1 1 1
kerja sama internasional
yang efektif

manajemen Kementerian Kesehatan

3 Sasaran Program : Meningkatnya 8 Nilai Reformasi Birokrasi 94 96 98
koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan 9 Nilai Kinerja Anggaran 90 93 95

Keterangan:

ISS adalah Indikator Sasaran Strategis ; IKP adalah Indikator Kinerja Program; IKK adalah Indikator Kinerja Kegiatan
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C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Pertauran Menteri PAN dan RB Nomor
53 tahun 2014, definisi perjanjian kinerja adalah lembar/
dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan in-
stansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan
yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjan-
jian kinerja, terwujud komitmen penerima amanah dan
kesepakatan di antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi,
dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja BKPK merupakan dokumen kin-
erja yang diperjanjikan antara Menteri Kesehatan dan
Kepala BKPK yang berisi Indikator Kinerja Program
(IKP). Berdasarkan dokumen Renstra Revisi Kemenkes
Tahun 2022-2024, BKPK melaksanakan program ge-
nerik, yaitu meningkatnya kebijakan kesehatan berba-
sis bukti, dan Program Dukungan Manajemen. Selain
itu, BKPK juga membuat perjanjian kinerja antara Ke-
pala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan seba-
gai pimpinan unit kerja eselon | dan para kepala satuan
kerja yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK) yang jumlah indikatornya menyesuaikan dengan

tugas dan fungsi masing-masing kegiatan.

IKP yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BKPK
dipaparkan dalam Tabel 2.2. Sementara itu, sandingan
target IKP Badan Kebijakan Pembangunan Kesehat-
an pada dokumen PK dan Renstra Kemenkes Tahun
2022-2024 tercantum pada Tabel 2.3. Pada Tabel 2.3.
terlihat bahwa terdapat penyesuaian target IKP BKPK
yang tercantum pada dokumen Renstra Kemenkes
Tahun 2020-2024 yang diturunkan menjadi indikator
program dalam perjanjian kinerja.

Target indikator kinerja “meningkatnya kebijakan
kesehatan berbasis bukti” dicapai dari kinerja keg-
iatan dan satuan kerja BKPK. Dalam program “menin-
gkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti”, BKPK
memiliki empat kegiatan, yaitu 1) kegiatan perumusan
kebijakan upaya kesehatan; 2) kegiatan perumusan
kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber
daya kesehatan; 3) perumusan kebijakan pembiayaan
jaminan dan desentralisasi kesehatan; 4) kegiatan pe-
rumusan kebijakan kesehatan global dan teknologi ke-
sehatan. Teknis pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan
dan dilaksanakan oleh pusat kebijakan serta dibantu
oleh UPT di Lingkungan BKPK.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Program BKPK
dalam Perjanjian Kerja Tahun 2023

PROGRAM/SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

Terpenuhinya pembiayaan
kesehatan pada kegiatan promotif
dan preventif dalam mencapai UHC

Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan® 60
layanan skrining kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan 50
kegiatan promotif preventif pada SPM

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan 50

Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan

Meningkatnya kebijakan kesehatan
berbasis bukti

Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai 100
skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien

Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis 40
kajian dan bukti

Terbangunnya tata kelola kerja sama internasional 1
yang efektif

Meningkatnya koordinasi Nilai Reformasi Birokrasi 96
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan manajemen Nilai Kinerja Anggaran 93
Kementerian Kesehatan

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang 92,5

telah tuntas di tindaklanjuti Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan

Persentase realisasi Anggaran Badan Kebijakan 95
Pembangunan Kesehatan
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Tabel 2.3. Sandingan Target IKP 2022 dan 2023 pada PK BKPK
dan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024

TARGET TARGET
RENSTRA PK

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

2022 | 2023 | 2022 2023

Terpenuhinya pembiayaan kesehatan Persentase penduduk berisiko yang 30 60 30 60
pada kegiatan promotif dan preventif mendapatkan layanan skrining
dalam mencapai UHC kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang 25 50 25 50

memenuhi pembiayaan kegiatan
promotif preventif pada SPM

Persentase kabupaten/kota yang 25 50 25 50
melaksanakan Kerja Sama
Pemerintah Swasta (KPS) bidang

kesehatan
Meningkatnya kebijakan kesehatan Persentase kebijakan teknis dalam 100 100 100 100
berbasis bukti penguatan berbagai skema

pembiayaan kesehatan yang
efektif dan efisien

Jumlah pedoman dalam menyusun 1 - 1 -
kebijakan
Persentase kebijakan Kementerian 20 40 20 40

Kesehatan berbasis kajian dan bukti

Terbangunnya tata kelola kerja sama 1 1 1 1
internasional yang efektif

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Nilai Reformasi Birokrasi 94 96 94 85
tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan manajemen Kementerian Nilai Kinerja Anggaran 920 93 90 93
Kesehatan

Persentase Rekomendasi Hasil - - - 92,5

Pemeriksaan BPK yang telah tuntas
ditindaklanjuti BKPK

Persentase realisasi Anggaran BKPK - - - 95
Target indikator yang tercantum dalam dokumen acuan perencanaan tahunan. Secara rinci target indika-
Renstra merupakan indikator lima tahunan sehingga tor kinerja kegiatan pada BKPK dapat dilihat pada Ta-
perlu disusun target indikator kinerja per tahun sebagai bel 2.4.
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Tabel 2.4. Target Indikator Kinerja Kegiatan Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan Tahun 2023

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR
Kegiatan Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti
Perumusan
Kebijakan Upaya Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun 75
Kesehatan berbasis kajian dan bukti
Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian 75
dan bukti
Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang 75
disusun berbasis kajian dan bukti
Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi 80
kebijakan di bidang upaya kesehatan
Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan 50
Kegiatan Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya
Perumusan kesehatan berbasis bukti
Kebijakan Sistem
Ketahanan Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun 75
Kesehatan dan berbasis kajian dan bukti
Sumber Daya
Kesehatan Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis 75
kajian dan bukti
Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang 75
disusun berbasis kajian dan bukti
Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi 80
kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan
Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan 50
Perumusan Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan
Kebijakan
Pembiayaan Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T-1) 2
Jaminan, dan
Desentralisasi Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi 20
Kesehatan
Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya 1
Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan
berbasis bukti
Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun 75
berbasis kajian dan bukti
Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian 75
dan bukti
Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang 75
disusun berbasis kajian dan bukti
Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi 80
kebijakan di bidang pembiayaan
Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan 50
Terlaksananya Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining 60
penyiapan kesehatan
implementasi
pembiayaan Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN 12
dan jaminan
kesehatan Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi 75
dari hasil perhitungan provincial health account/ district health account (PHA/DHA)
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PROGRAM/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR

Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya 75
Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni
Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerja sama dengan 75
BPJS Kesehatan
Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan 75
pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas
Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah 75
dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit

Kegiatan Meningkatnya kebijakan kesehatan global dan teknologi kesehatan

Perumusan berbasis bukti

Kebijakan

Kesehatan Tersusunnya blueprint Pengelolaan kerja sama Internasional berdasarkan 1

Global dan kriteria negara dan lembaga

Teknologi

Kesehatan Jumlah dokumen kerja sama internasional, termasuk perjanjian dan prakarsa 10
hasil diplomasi kesehatan
Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun 75
berbasis kajian dan bukti
Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian 75
dan bukti
Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang 75
disusun berbasis kajian dan bukti
Persentase kebijakan kesetratan yang disusurberdasarkanrekomendast 80
kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan
Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi 50
kebijakan di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan

Kegiatan Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan

tata kelola

pelaksanaan Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan 90

Transformasi regulasi/pedoman

Kesehatan

Kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

dukungan

manajemen dan Nilai reformasi birokrasi BKPK 85

pelaksanaan

tugas teknis Nilai kinerja penganggaran BKPK 93

lainnya
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AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

apaian kinerja organisasi Badan Kebi-
jakan Pembangunan Kesehatan (BKPK)
meliputi capaian kinerja terhadap Indi-
kator Kinerja Program (IKP) yang
akan dijabarkan berdasarkan doku-
men Rencana Strategis Revisi Kementerian Kesehatan
2022-2024 dan dokumen Perjanjian Kinerja. Di dalam
dokumen Laporan Kinerja (LK]) ini juga akan dibahas
mengenai capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di
lingkungan BKPK.

1. Capaian Indikator Sasaran Strategis

a. Indikator Sasaran Strategis (ISS): Terciptanya sistem
pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien, dan ber-
keadilan dengan indikator kinerja yang dimiliki BKPK,
yakni:

1) Persentase cakupan kelompok berisiko
yang mendapatkan layanan skrining
kesehatan

Definisi operasional dari sasaran ini adalah persen-
tase cakupan kelompok berisiko peserta JKN sedang
dan berat yang mendapatkan layanan skrining kese-
hatan. Cakupan kelompok berisiko peserta JKN adalah
kelompok sasaran berdasarkan usia pada 14 layanan
skrining. Sumber data layanan skrining didapatkan
dari BPJS Kesehatan. Adapun 14 layanan skrining itu
meliputi hipotiroid kongenital, anemia, tuberkulosis,
hepatitis, diabetes melitus, hipertensi, jantung, stroke,
penyakit paru obstruksi kronis, thalasemia, kanker pa-
yudara, kanker leher rahim, kanker paru, dan kanker
usus. Layanan skrining dilakukan sesuai dengan Pe-
tunjuk Teknis Skrining.

Cara perhitungannya dilakukan melalui dua tahap:

1. Menghitung cakupan 14 layanan skrining de-

ngan cara menghitung jumlah cakupan pada se-

Tabel 3. 1.
Capaian ISS Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan
yang Efektif, Efisien, dan Berkeadilan Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA m CAPAIAN (%) CAPAIAN

kesehatan nasional secara

efektif, efisien belanja kesehatan

Terpenuhinya Pembiayaan Persentase cakupan 7,1 145,2
Kesehatan yang berkeadilan kelompok berisiko yang

pada kegiatan promotif mendapatkan layanan

dan preventif skrining kesehatan

Menguatnya pembiayaan Proporsi Out Of Pocket 24 30,6 72,5

(OOP) terhadap total

a. Persentase cakupan kelompok berisiko yang
mendapatkan layanan skrining kesehatan

b. Proporsi out of pocket (OOP) terhadap total be-
lanja kesehatan

Pencapaiannya dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan
Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dengan tar-
get, capaian, definisi operasional, dan cara perhitung-
an indikator sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 3.1.

tiap kelompok berisiko sedang dan berat yang
mendapatkan layanan skrining kesehatan dibagi
total populasi berisiko dikali 100.

2. Menghitung rerata cakupan 14 layanan skrining
dengan cara menghitung total cakupan 14 la-
yanan skrining dibagi 14.

Analisis Pencapaian Output
Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan telah
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mengeluarkan dua kebijakan untuk mengakomodasi
tambahan manfaat skrining pelayanan kesehatan,
yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelak-
sanaan Pelayanan Skrining Kesehatan dalam Rangka
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2023. Petunjuk teknis itu meliputi target popu-
lasi, pertanyaan kunci riwayat kesehatan, algoritma/
alur pelaksanaan skrining, dan tindak lanjut pemerik-
saan hasil skrining.

Belum terbitnya revisi Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan be-
lum dilakukannya revisi Peraturan BPJS Kesehatan
Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining
Riwayat Kesehatan dan Skrining Kesehatan Tertentu
Serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita
Penyakit Kronis JKN menyebabkan pelaksanaan dan
pengukuran capaian skrining pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan pada tahun 2023 masih mengacu
kepada regulasi yang ada. Skrining itu dilakukan oleh
BPJS Kesehatan dengan mengacu pada prosedur
pelayanan yang telah diatur dan dilaksanakan secara
selektif melalui hasil self assessment yang didapat-

Tabel 3. 2.
Pelaksanaan Skrining
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kan dari skrining riwayat kesehatan untuk menjaring
peserta dengan risiko menderita penyakit diabetes
mellitus dan hipertensi. Saat ini telah dilakukan pela-
yanan skrining kesehatan untuk empat penyakit, yaitu
diabetes melitus, hipertensi, kanker leher rahim dan
kanker payudara. Layanan itu meliputi skrining untuk:
1) Diabetes melitus melalui pemeriksaan gula da-
rah untuk peserta dengan skrining riwayat kes-
ehatan terindikasi risiko sedang dan tinggi
2) Hipertensi melalui pemeriksaan tekanan darah
untuk peserta dengan skrining riwayat kesehat-
an terindikasi risiko sedang dan tinggi
3) Kanker leher rahim melalui pemeriksaan inspeksi
visual asam asetat (IVA) atau papsmear
4) Kanker payudara melalui pemeriksaan payuda-
ra klinis (sadanis)

Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan mengenai
keempat penyakit tersebut, cakupan skrining hanya
bisa diukur untuk penyakit diabetes melitus dan hiper-
tensi. Adapun cakupan kanker leher rahim dan kanker
payudara tidak dapat diukur karena tidak tersedianya
skrining riwayat kesehatan untuk menentukan kelom-
pok peserta berisiko, meskipun terdapat data pemer-
iksaan IVA, pap smear, dan sadanis. Skrining riwayat
kesehatan saat ini baru memotret kelompok risiko un-

DIABETES MELITUS

Riwayat Kesehatan
Diabetes Melitus
dan Hipertensi

Rendah

35.547.224

Sedang Tinggi
268.746 4,588

HIPERTENSI

Rendah

33.401.332

Sedang
2.393.747

Tinggi
25.479

SUMBER : DATA BPJS
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Tabel 3. 3.
Pelaksanaan Skrining
Kesehatan Tertentu
Diabetes Melitus

Pemeriksaan GDP dan GDPP

JENIS PEMERIKSAAN TOTAL

264.414

dan Hipertensi

Pemeriksaan Tekanan Darah

1.875.568

SUMBER : DATA BPJS KESEHATAN

tuk empat penyakit, yaitu diabetes melitus, hipertensi,
ginjal kronik, dan jantung kronik. Tingkat risiko untuk
penyakit diabetes melitus dan hipertensi ditunjukkan
pada Tabel 3.1.

Berdasarkan skema skrining yang berlaku saat ini,
data skrining riwayat kesehatan dan data skrining lay-
anan kesehatan untuk perhitungan pencapaian indika-
tor ini hanya dapat mengukur 2 dari 14 layanan skrin-
ing, yakni:

1. Cakupan kelompok berisiko diabetes meli-
tus (DM)

Jumlah peserta dengan hasil skrining riwayat kes-
ehatan untuk risiko DM sedang dan tinggi sebanyak
273.334 orang. Jumlah peserta berisiko DM sedang
dan tinggi yang dilakukan skrining layanan kesehatan
pemeriksaan gula darah puasa (GDP) dan gula darah
post prandial (GDPP) sebanyak 264.414 orang sehing-
ga persentase cakupan peserta berisiko DM sedang
dan tinggi yang dilakukan skrining layanan kesehatan
pemeriksaan GDP dan GDPP sebesar 96,74%.

2. Cakupan kelompok berisiko hipertensi

Jumlah peserta dengan hasil skrining riwayat ke-
sehatan untuk risiko hipertensi sedang dan tinggi
sebanyak 2.419.226 orang. Jumlah peserta berisiko
hipertensi sedang dan tinggi yang dilakukan skrining
layanan kesehatan pemeriksaan tekanan darah se-
banyak 1.875.568 orang sehingga persentase caku-
pan peserta berisiko hipertensi sedang dan tinggi
yang dilakukan skrining layanan kesehatan pemerik-
saan tekanan darah sebesar 77,53%.

Dengan demikian, realisasi kinerja capaian indika-
tor persentase cakupan kelompok berisiko yang men-
dapatkan layanan skrining kesehatan pada tahun 2023
sebesar 87,1%, yang diperoleh dari rerata persentase
cakupan kelompok dari penyakit diabetes melitus dan
hipertensi.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Output

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan telah
mengeluarkan dua kebijakan untuk mengakomodasi

tambahan manfaat skrining pelayanan kesehatan,
yaitu
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehat-
an dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan da-
lam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Ke-
sehatan Nomor 3 Tahun 2023.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Penilaian kelompok berisiko berdasarkan self as-
sessment dan kriteria populasi sasaran untuk 14 penya-
kit sebagaimana yang dituangkan di Keputusan Men-
teri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2090/2023
belum dapat diimplementasikan karena BPJS Kes-
ehatan sebagai penyedia platform skrining riwayat
kesehatan masih menunggu terbitnya revisi Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kes-
ehatan dan revisi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Ke-
sehatan dan Skrining Kesehatan Tertentu serta Pen-
ingkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit
Kronis JKN.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan

Selain mendorong percepatan proses revisi Per-
aturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan revisi Per-
aturan BPJS Kesehatan Nomor 2 tahun 2019, Kemen-
terian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan sedang
membahas perbaikan dan penambahan indikator
kinerja FKTP dalam skema Kapitasi Berbasis Kinerja
(KBK) agar mencakup upaya pelaksanaan skrining
kesehatan oleh FKTP. FKTP akan mendapatkan pem-
bayaran kapitasi lebih besar jika dapat berkinerja
baik untuk memenuhi target pelaksanaan skrining 14
penyakit. Penambahan indikator ini diharapkan akan
mendorong pemenuhan target pelaksanaan skrining
bagi peserta JKN.

Kesiapan FKTP dalam pelaksanaan skrining kese-
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hatan juga menjadi isu penting dalam implementasi
skrining agar seluruh peserta dapat mengakses layan-
an ini. Untuk itu, diperlukan percepatan dalam pelak-
sanaan, di antaranya:

a. Pelaksanaan sosialisasi intens dan penyesuaian
regulasi untuk mendorong peran pemerintah
daerah memenuhi supply side (SDM, sarana
prasarana) pelaksanaan skrining dan pembentu-
kan jejaring untuk pelayanan kesehatan skrining

b. Penyesuaian sistem informasi bagi FKTP dan
peserta oleh BPJS Kesehatan untuk pelaksana-
an skrining riwayat kesehatan, penyesuaian
sistem informasi FKTP untuk pencatatan/ pel-
aporan pelayanan skrining kesehatan, dan pe-
nyusunan dashboard skrining sebagai tools mo-
nitoring skrining untuk pemangku kepentingan
terkait

c. Percepatan perbaikan skema kapitasi berba-
sis kinerja dengan menambahkan pelaksanaan
skrining sebagai indikator pembayaran

2019 | 2020 | 2021 | 2022

TBK/PDB (%) 3,1 3,6 4
CHE/PDB (%) 2,9 3,4 3,8
Belanja publik/PDB (%) 1,6 2,1 2,5

TBK/kapita (juta) 1,8 2,1

2017 2018 2019 2020 2020
Tanpa Dengan
Covid-19

Bl SKEMA KEMENKES
B LNPRT

Il SKEMA K/L LAIN
KORPORASI

Covid-19

Il SKEMA PEMDA [l SKEMA ASKES SOSIAL
I SKEMA PEMBIAYAAN RT
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2) Proporsi Out Of Pocket (OOP)
terhadap total belanja kesehatan

Definisi operasional indikator dari sasaran ini adalah
proporsi out of pocket (OOP) terhadap total belanja
kesehatan yang dihasilkan dari produksi National
Health Accounts (NHA) t-1. Cara Perhitungan indikator
adalah jumlah belanja OOP dibagi total belanja kese-
hatan dikali 100.

Analisis Pencapaian Output

Belanja kesehatan rumah tangga (OOP) dalam
kerangka NHA merupakan pengeluaran untuk barang
dan jasa kesehatan yang dikeluarkan rumah tangga,
yang tidak termasuk penggantian biaya dari pihak
ketiga (reimburse), bantuan subsidi (transfer), dan
belanja jaminan kesehatan (asuransi). Capaian tahun
2023 indikator proporsi OOP terhadap total belanja
kesehatan erat kaitannya dengan perhitungan belanja
OOP pada perhitungan NHA tahun 2022. Pada tahun
2023, produksi NHA 2022 telah menghasilkan total

Gambar 3.1.
Perbandingan Total Belanja
Kesehatan 2017-2022

_569,4

Py -y

2021 2021 2022
Tanpa Dengan Tanpa Dengan
Covid-19 Covid-19 Covid-19 Covid-19

I SKEMA ASKES SWASTA
0 TOTAL BELANJA KESEHATAN

Sumber: National Health Account, 2022 | TBK: Total Belanja Kesehatan | PDB: Produk Domestik Bruto
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belanja kesehatan sebesar Rp 569,4 triliun dan belanja
OOP sebesar Rp 173,9 triliun sehingga proporsi OOP
terhadap total belanja kesehatan sebesar 30,6%. Pro-
porsi OOP tahun 2023 sebesar 30,6%, belum menca-
pai target di tahun 2023 yang sebesar 24%.

Proporsi OOP terhadap belanja kesehatan tahun
2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2021 karena adanya penurunan belanja publik, yang
tidak lagi fokus pada penanggulangan COVID-19. Se-
baliknya, OOP meningkat sehubungan dengan telah
leluasanya masyarakat mengakses pelayanan kes-
ehatan dengan menggunakan biaya sendiri sehingga
belanja rumah tangga meningkat (lihat Gambar 3.1.).

Meskipun secara nominal dan proporsi OOP men-
galami peningkatan sekitar 1,76 persen dibandingkan
tahun 2021, tetapi pertumbuhan dari tahun ke tahun
sebenarnya cenderung melambat dibandingkan
dengan pertumbuhan belanja skema asuransi
kesehatan sosial, yang meningkat cukup sig-
nifikan sejak diimplementasikannya JKN pada
2014.

Selain karena penurunan belanja publik,
belum tercapainya target OOP pada
tahun 2023 yang bersumber dari
NHA 2022 juga disebab-
kan adanya peningkatan
belanja OOP, meskipun
tidak terlalu signifikan, sep-
erti peningkatan belanja OOP di
rumah sakit karena peningkatan utilisa-
si seiring dengan meredanya pandemi CO-
VID-19. Pola belanja OOP selalu didominasi pada
Q5 (kuintil 5) dan cenderung meningkat setiap tahun
karena dibukanya preferensi untuk jenis fasilitas ke-
sehatan, ruang rawat, obat, laboratorium, prosedur
medis, konsultasi, dll. Oleh karena itu, salah satu cara
untuk menurunkan belanja OOP adalah dengan me-
ningkatkan peran Asuransi Kesehatan Sosial dalam
memberikan peningkatan kualitas, peningkatan caku-
pan kepesertaan aktif program JKN, dan adanya kon-
tribusi asuransi kesehatan swasta.

Dihasilkannya angka belanja kesehatan agregat ta-
hun 2022 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak.
Saat ini, produksi NHA t-1 sesuai dengan lini masa, ke-
tika estimasi full figure akan didapatkan pada bulan
Agustus dan final NHA 2022 dirilis pada Desember
2023.

Beberapa aktivitas yang mendukung produksi be-
lanja kesehatan OOP dalam kerangka NHA t-1 adalah:

a. Pembaruan Nota Kesepahaman tentang Penye-

diaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data
dan Informasi Statistik antara Kemenkes dan
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BPS yang berlaku selama lima tahun terhitung
sejak 2023

b. Penyusunan SK Tim Reviewer dan SK Tim Tek-
nis pengolahan data yang mendukung produksi
NHA t-1, termasuk pengolahan data belanja
OOP

c. Triangulasi estimasi perhitungan belanja OOP
kepada BPS

Indikator terkait persentase OOP terhadap total
belanja kesehatan t-1 yang disusun pada tahun 2022
belum dapat memenuhi target. Selain itu, terdapat be-
berapa tantangan dalam penyusunannya, antara lain
adalah:

a. Angka OOP tidak bisa disajikan triwulanan atau

semesteran karena menunggu data Susenas

BPS yang baru diperoleh pada bulan Oktober

sehingga baru dapat disajikan di akhir tahun.

Data yang digunakan untuk menyusun agre-

gat OOP pada semester 1 tahun 2023 adalah
estimasi yang didiskusikan dengan BPS

b. Pembaruan angka OOP juga bergan-

tung pada belanja pada skema-ske-

ma lain (skema Kementerian Kes-

ehatan, K/L lain, subnasional,

Asuransi Kesehatan Sosial,

asuransi swasta, korpora-

si, dan LNPRT) sehingga

persentase akan berubah, na-

mun pembaruan angka OOP biasan-
ya tidak terlalu jauh

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan

Selain karena penurunan belanja publik yang mem-
pengaruhi total belanja kesehatan, belum tercapa-
inya target OOP pada tahun 2023 yang bersumber
dari NHA 2022 juga disebabkan adanya peningkatan
belanja OOP, meskipun tidak terlalu signifikan, seperti
peningkatan belanja OOP di rumah sakit karena pen-
ingkatan utilisasi seiring dengan meredanya pandemi
COVID-19. Pola belanja OOP selalu didominasi pada
Q5 dan cenderung meningkat setiap tahunnya karena
dibukanya preferensi untuk jenis fasilitas kesehatan,
ruang rawat, obat, laboratorium, prosedur medis,
konsultasi, dll. Oleh karena itu, untuk menurunkan be-
lanja OOP, salah satunya dengan meningkatkan peran
Asuransi Kesehatan Sosial dalam memberikan pen-
ingkatan kualitas, peningkatan cakupan kepesertaan
aktif program JKN, dan adanya kontribusi asuransi
kesehatan swasta.
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Tabel 3.4.
Capaian ISS Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan
yang Berkualitas dan Efektif Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kebijakan
kesehatan berbasis bukti
implementasikan

INDIKATOR KINERJA

TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

Persentase kebijakan yang
berkualitas dan dapat

3) Presentasi kebijakan yang berkualitas
dan dapat diimplementasikan

Pelaksanaan ISS merupakan tanggung jawab Sek-
retariat BKPK. Target dan capaian ISS disajikan pada
Tabel 3.4.

Definisi operasional indikatornya adalah persentase
jumlah kebijakan yang dikategorikan baik berdasarkan
penilaian IKK. Cara perhitungan indikatornya adalah
jumlah kebijakan yang dikategorikan baik berdasar-
kan penilaian IKK dibagi dengan jumlah kebijakan yang
menjadi sampel dikali 100%.

Analisa Pencapaian Output

Penilaian IKK dilakukan berdasarkan Surat Edaran
Kepala LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang
Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan. Populasi
pengukuran IKK tahun 2023 adalah peraturan men-
teri kesehatan (Permenkes) yang diterbitkan pada
tahun 2020-2022 yang memenuhi syarat, yakni tidak
mengatur internal dan belum dicabut atau digantikan
dengan Permenkes lain. Berdasarkan rumus sampel
YN + 1. Untuk pengisian instrumen, dibentuk tim un-
tuk setiap Permenkes yang terdiri dari Biro Hukum,
tim teknis unit pemrakarsa Permenkes, Pusjak BKPK
terkait, dan Sekretariat BKPK. Enumerator dari setiap
unit pemrakarsa mengunggah data dukung penilaian
IKK di situs web LAN (ikk.lan.go.id).

Sasaran strategis Renstra yang menjadi tanggung
jawab BKPK tersebut juga sejalan dengan Sasaran
strategis 1 Reformasi Birokrasi (RB) General yang
tertuang pada Roadmap Pelaksanaan Reformasi Bi-
rokrasi 2020-2024, khususnya pada sasaran regulasi
yang harmonis dan berbasis bukti dengan indikator
meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi. Ada-
pun target indikator sasaran tersebut pada level mikro
(instansional) adalah indeks kualitas kebijakan berkat-
egori minimal “baik”. Pada pelaksanaan RB General di
lingkungan Kementerian Kesehatan, BKPK dalam hal
ini Sekretariat BKPK, ditunjuk menjadi penanggung
jawab dalam pelaksanaan rencana aksi peningkatan
IKK Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan dua hal tersebut di atas, maka di ta-
hun 2023, Sekretariat BKPK memfasilitasi kembali
keikutsertaan Kementerian Kesehatan dalam pengu-
kuran IKK untuk regulasi yang diundangkan pada peri-
ode Juli 2020-Juni 2022. Adapun target nilai IKK yang
didapat diselaraskan antara target Renstra dan target
pada rencana aksi RB General.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk men-
capai target itu adalah:

1. Konsolidasi persiapan pengukuran IKK dengan

LAN berupa komunikasi dan konsultasi menge-
nai rencana pengukuran tahun 2023.

2. Sosialisasi hasil pengukuran IKK tahun sebelum-
nya (2022/2023) dan kick off pengukuran IKK
tahun berjalan (2023/2024). Pada kegiatan ini,
narasumber Kepala Pusat Pembinaan Analis Ke-
bijakan (Pusaka) LAN, selain menyampaikan ha-
sil IKK tahun sebelumnya, juga menyampaikan
insight mengenai hal-hal apa saja yang dapat
menjadi pembelajaran ataupun yang dapat di-
perbaiki untuk pengukuran IKK berikutnya.

3. Pendampingan kepada unit pemrakarsa regu-
lasi untuk pengisian matriks bantu identifikasi
bukti dukung populasi regulasi Kemenkes (4-12
September 2023). Hal ini, selain sebagai sarana
penyamaan persepsi mengenai instrumen IKK,
juga untuk melihat kelengkapan bukti dukung
yang ada pada masing-masing regulasi. Dari tu-
juh unit utama yang teridentifikasi sebagai unit
pemrakarsa regulasi 2020-2022, hanya dapat
dilakukan pendampingan pada lima unit, yaitu
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Tena-
ga Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Ke-
sehatan, dan BKPK sendiri. Adapun Direktorat
Jenderal P2P dan Direktorat Jenderal Farmal-
kes tidak dapat dilakukan pendampingan kare-
na waktu yang tidak memungkinkan.

4. Penentuan populasi dan sampel (13 September
2023). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan
konfirmasi regulasi yang benar-benar dapat
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menjadi populasi pengukuran IKK (masih ber-
laku dan belum ada revisi). Pada momen ini juga
dilakukan peng-input-an populasi regulasi ke
dalam sistem informasi ikk.lan.go.id untuk selan-
jutnya dilakukan sampling oleh sistem.

Desk self assessment untuk regulasi sampel IKK
LAN (14-16 September 2023). Proses ini meru-
pakan bagian dari pengukuran IKK K/L/D na-
sional, di mana sudah ada enam regulasi yang
terpilih menjadi sampel dan sudah ada tim enu-
merator dari unit pemrakarsa yang melakukan
pengisian instrumen pada sistem informasi IKK.
Pengisian instrumen dilakukan pendampingan
oleh LAN dan juga tim BKPK (Sekretariat dan
Pusjak) kepada tim enumerator.

Tabel 3.5. menggambarkan regulasi yang menjadi
sampel pengukuran IKK dan nilai IKK dari masing-ma-
sing regulasi.

Dengan demikian, IKK Kementerian Kesehatan un-
tuk sampel nasional 2023 mengalami peningkatan,
baik dari segi angka maupun kategori. Berdasarkan
Surat Kepala Pusat Kebijakan Analis Kebijakan (Pu-
saka) LAN Nomor 4193/D.1.2/HKM.02.2 Tanggal 11 De-
sember 2023, nilai IKK Kementerian Kesehatan memi-
liki skor 82,90 (sangat baik).

Beberapa faktor penghambat pencapaian target
adalah pelaksanaan pengukuran IKK bergantung ke-

pada timeline/jadwal yang ditentukan instansi lain
(Lembaga Administrasi Negara atau LAN) sehingga
sampai dengan akhir TW I, pengukuran IKK tahun
2023 belum dapat terlaksana. Selain itu, pendoku-
mentasian proses penyusunan pada beberapa regu-
lasi belum memadai sehingga bukti dukung yang dis-
ertakan dalam pengukuran belum maksimal.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pen-
capaian target adalah kerja sama serta dukungan
penuh dari LAN, unit teknis pemrakarsa (substansi
dan tim hukum), dan tim Biro Hukum Kementerian Ke-
sehatan sehingga penilaian dapat dilakukan dengan
maksimal dan tepat waktu.

Dengan masih terdapatnya beberapa permasala-
han tersebut, maka alternatif solusi yang dapat dilaku-
kan adalah penyiapan populasi dan sampel dilakukan
lebih di awal tahun sehingga cukup waktu untuk meng-
gali dan menyediakan data dan dokumen pendukung.

2. Capaian Indikator Kinerja Program
BKPK Tahun 2023
a. Capaian berdasarkan Renstra 2020-2024
Penetapan Indikator Kinerja Program (IKP) meru-
pakan ukuran keberhasilan kerja yang digunakan un-
tuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
BKPK sebagai unsur pendukung di Kementerian Kes-
ehatan yang bertugas melaksanakan perumusan dan
pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan ke-

Tabel 3.5.
Daftar Regulasi Sampel Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

u JUDUL REGULASI UNIT ES. 2 PEMRAKARSA m

Peraturan Menteri Kesehatan No. 80/2020 tentang Direktorat Mutu Pelayanan 76.88
Komite Mutu Rumah Sakit Kesehatan (Baik)

2 Peraturan Menteri Kesehatan No.85/2020 tentang Sekretariat BKPK 88.74
Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, (Sangat Baik)
dan Data

3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9/2021 tentang Pusat Kesehatan Haji 75.93
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji (Baik)

di Arab Saudi

4 Peraturan Menteri Kesehatan No. 34/2021 tentang Direktorat Pengelolaan 86.59
Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik dan Pelayanan Kefarmasian | (Sangat Baik)

5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 11/2022 tentang Direktorat Usia Produktif 80.16
Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja dan Lanjut Usia (Sangat Baik)

6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 14/2022 tentang Direktorat Pendayagunaan 85.47
Program Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Tenaga Kesehatan (Sangat Baik)
Indonesia Lulusan Luar Negeri di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
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sehatan. Sesuai dokumen Renstra Revisi Tahun 2022-
2024, BKPK melaksanakan tiga program, yaitu:

1.

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN dengan
sasaran terpenuhinya pembiayaan kesehatan
pada kegiatan promotif dan preventif dalam
mencapai UHC. Indikator kinerjanya adalah a)
persentase penduduk berisiko yang mendapat-
kan layanan skrining kesehatan, b) persentase
kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan
kegiatan promotif preventif pada Standar Pelay-
anan Minimal (SPM), dan c) persentase kabu-
paten/kota yang melaksanakan Kerja Sama dan
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a) persentase kebijakan teknis dalam penguatan
berbagai skema pembiayaan kesehatan yang
efektif dan efisien, b) persentase kebijakan Ke-
menterian Kesehatan berbasis kajian dan bukti,
dan c) terbangunnya tata kelola kerja sama in-
ternasional yang efektif.

. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran

meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan manaje-
men Kementerian Kesehatan dengan indikator
kinerja Nilai Reformasi Birokrasi dan nilai kinerja
anggaran.

Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan.

2. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
dengan sasaran meningkatnya kebijakan kese-
hatan berbasis bukti. Indikator kinerjanya adalah

Perbandingan capaian IKP untuk tiga program itu
untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 disajikan dalam Ta-
bel 3.6.

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Program Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Terpenuhinya pembiayaan 1
kesehatan pada kegiatan
promotif dan preventif
dalam mencapai UHC

Persentase penduduk 30 471 60 87,1 100 30
berisiko yang
mendapatkan layanan
skrining kesehatan

2 Persentase kabupaten/ 25 39,3 50 62,8 75 25
kota yang memenuhi
pembiayaan kegiatan
promotif preventif
pada SPM

3 | Persentase kabupaten/ 25 42,5 50 68,5 100 25
kota yang
melaksanakan Kerja
Sama Pemerintah
Swasta (KPS) bidang
kesehatan

2 | Meningkatnya kebijakan 4
kesehatan berbasis bukti

Persentase kebijakan 100 100 100 100 100 100
teknis dalam penguatan
berbagai skema

pembiayaan kesehatan
yang efektif dan efisien

5 | Jumlah pedoman dalam 1 1 - - - 1
menyusun kebijakan

6 | Persentase kebijakan 20 9,67 40 48,83 | 100 20
Kementerian Kesehatan
berbasis kajian dan bukti

7 | Terbangunnya tata 1 1 1 1 1 1
kelola kerja sama
internasional yang
efektif

- PVUUAW/CNCIN 23



m AKUNTABILITAS KINERJA

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3 | Meningkatnya koordinasi 8

Nilai Reformasi Birokrasi 94 87,5 85 89,5 87 94

pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian 9
dukungan manajemen

Kementerian Kesehatan

Nilai Kinerja Anggaran 90 95,53 93 94,3 95 90

Pada tahun 2022, ada tiga indikator yang melebihi
dari target. Dua tidak mencapai target, yaitu persen-
tase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis ka-
jian dan bukti serta pelaksanaan program Dukungan
Manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jen-
deral Kementerian Kesehatan. Adapun dua indikator,
persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN berdasarkan
dokumen Renstra Revisi Tahun 2022-2024 telah me-
lampaui dari target yang ditetapkan. Adapun pada
program Kebijakan Pembangunan Kesehatan, seluruh
indikator tercapai dengan dua indikator sesuai target
dan satu melebihi dari target sebagaimana tampak
pada Tabel 3.8.

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET | CAPAIAN % CAPAIAN
Pelayanan Terpenuhinya Persentase penduduk berisiko 60 87,1 145
Kesehatan pembiayaan yang mendapatkan layanan
dan JKN kesehatan pada skrining kesehatan

kegiatan promotif

kesehatan

dan preventif Persentase kabupaten/kota yang 50 62,8 126
dalam mencapai memenuhi pembiayaan kegiatan
UHC promotif preventif pada SPM

Persentase kabupaten/kota 50 68,5 137

yang melaksanakan Kerja Sama
Pemerintah Swasta (KPS) bidang

telah tuntas di tindak lanjut BKPK dan persentase re-
alisasi anggaran BKPK, belum tercantum dalam PK.
Pada 2023, seluruh indikator tercapai dengan enam
indikator melebihi target dan dua sesuai target. Pada
tahun 2024 diharapkan seluruh indikator tercapai se-
suai dengan target akhir Renstra.

Pada Tabel 3.7. terlihat bahwa capaian IKP
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Tabel 3.8.
Capaian Indikator Kinerja Program Kebijakan Pembangunan
Kesehatan Tahun 2023

PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

Kebijakan Meningkatnya
Pembangunan | kebijakan
Kesehatan kesehatan

berbasis bukti

Persentase kebijakan teknis
dalam penguatan berbagai
skema pembiayaan kesehatan
yang efektif dan efisien

Persentase kebijakan 40 48,83 122
Kementerian Kesehatan berbasis
kajian dan bukti

yang efektif

Terbangunnya tata kelola 1 1 100
kerja sama internasional

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2023

PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

pemberian dukungan
manajemen Kementerian
Kesehatan

Dukungan Meningkatnya koordinasi Nilai Reformasi Birokrasi 89,50 105,29
Manajemen pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan Nilai Kinerja Anggaran 93 94,3 101,4

Indikator kinerja Program Dukungan Manajemen
juga melampaui target. Program ini dilaksanakan oleh
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai
dengan definisi operasional yang tercantum pada do-
kumen Renstra Revisi Tahun 2022-2024 , yaitu hasil
penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian
Kesehatan pada tahun berjalan. Program ini akan di-
turunkan untuk menggambarkan kontribusi kinerja
masing-masing eselon | di lingkungan Kementerian
Kesehatan (cross cutting), termasuk BKPK. Kinerja
mengenai nilai RB dan NKA eselon | tercantum pada
IKK BKPK.

b. Capaian Indikator Kinerja Program dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan bentuk komit-
men pelaksanaan program dan kegiatan BKPK dalam
mengembangkan inovasi hasil-hasil penelitian ke
dalam indikator kinerja. Program BKPK berfokus pada
empat indikator yang tercantum pada dokumen Per-
janjian Kinerja. Sebagaimana penjelasan pada Bab 2,
IKP BKPK yang tercantum pada Renstra dan PK BKPK
telah sinkron dan sesuai sehingga IKP pada Renstra

adalah IKP yang diperjanjikan di dalam PK.

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja BKPK tahun 2023 mengacu pada
Pedoman Monev BKPK serta SOP Pengumpulan Data
Kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membanding-
kan antara target indikator kinerja dan capaiannya de-
ngan menggunakan berbagai instrumen catatan hasil
evaluasi (CHE) untuk internal BKPK, pengisian e-monev
Bappenas dan SMART DJA serta matriks sandingan
Renstra-Renja-RKP-RKAKL dari Biro Perencanaan dan
Anggaran Kementerian Kesehatan. Pengukuran kinerja
dilakukan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan de-
ngan melibatkan Tim Kerja Program dan Anggaran pa-
da substansi Evapor, seluruh satker di lingkungan BKPK
daninstansiinternal Kemenkes seperti Biro Perencanaan
dan Anggaran serta eksternal terkait seperti Bappenas
dan Kementerian Keuangan. BKPK secara rutin melaku-
kan pertemuan sinkronisasi dan integrasi laporan triwu-
lanan secara internal untuk mengetahui progres kinerja
dengan menggunakan matriks yang difokuskan pada
pencapaian target, kendala yang dihadapi, dan tindak
lanjut yang dilakukan untuk mengatasi kendala.
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Tabel 3.10.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tiga Program dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

Pelayanan Terpenuhinya Persentase penduduk berisiko
Kesehatan pembiayaan yang mendapatkan layanan
dan JKN kesehatan pada skrining kesehatan
kegiatan promotif
dan preventif Persentase kabupaten/kota yang 50 62,8 126
dalam mencapai memenuhi pembiayaan kegiatan
UHC promotif preventif pada SPM
Persentase kabupaten/kota yang 50 68,5 137
melaksanakan Kerja Sama
Pemerintah Swasta (KPS) bidang
kesehatan
Kebijakan Meningkatnya Persentase kebijakan teknis 100 100 100
Pembangunan | kebijakan dalam penguatan berbagai skema
Kesehatan kesehatan pembiayaan kesehatan yang
berbasis bukti efektif dan efisien
Persentase kebijakan Kementerian 40 48,83 122
Kesehatan berbasis kajian
dan bukti
Terbangunnya tata 1 1 100
kelola kerja sama internasional
yang efektif
Program Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi 85 89,50 105,29
Dukungan koordinasi
Manajemen pelaksanaan Nilai Kinerja Anggaran 93 94,3 101,4
tugas, pembinaan
dan pemberian
dukungan
manajemen
Kementerian
Kesehatan
Persentase Rekomendasi Hasil 92,5 97 104,86
Pemeriksaan BPK yang telah
tuntas ditindaklanjuti BKPK
Persentase realisasi Anggaran 95 95,89 100,93
BKPK

3. Capaian Kinerja

Capaian kinerja IKP BKPK tahun 2023 berdasarkan
pelaksanaan tiga program, yakni Program Pelayanan
dan JKN, Program Kebijakan Pembangunan Kesehat-
an, dan Program Dukungan Manajemen. Pada tahun
2023, dari seluruh target indikator untuk tiga program
itu, delapan melebihi target dan dua mencapai target
yang ditetapkan PK, sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel 3.10.

Rincian masing-masing pencapaian IKP itu dipapar-
kan di bawah ini.

1. Persentase Penduduk Berisiko yang
Mendapatkan Layanan Skrining Kesehatan

Definisi operasional indikator ini adalah persentase
penduduk berisiko yang merupakan sasaran peserta
JKN yang beresiko yang mendapatkan layanan skrin-
ing kesehatan. Formulasi perhitungan indikator ini
dengan menghitung jumlah penduduk sasaran peser-
ta JKN beresiko yang mendapatkan layanan skrining
kesehatan dibagi total jumlah penduduk yang menjadi
sasaran peserta JKN dikali 100.

Ada 14 layanan skrining dalam program ini yaitu
skrining untuk hipotiroid kongenital, anemia, tuberku-
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losis, hepatitis, diabetes melitus, hipertensi, jantung,
stroke, penyakit paru obstruksi kronis (ppok), talase-
mia, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker
paru, dan kanker usus. Layanan skrining dilakukan
sesuai dengan Petunjuk Teknis Skrining.

Cara Perhitungan

Penghitungan dilakukan melalui dua tahap:

1) Menghitung cakupan 14 layanan skrining, de-
ngan cara sebagai berikut: Jumlah cakupan
pada setiap kelompok berisiko sedang dan
berat yang mendapatkan layanan skrining kes-
ehatan dibagi total populasi berisiko dikali 100.

2) Menghitung Rerata cakupan 14 layanan skrining,
dengan cara sebagai berikut: Total cakupan 14
layanan skrining dibagi 14

Ada 14 layanan skrining dalam program ini. Capai-
annya disajikan dalam Tabel 3.11.
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Penyakit Kronis JKN menyebabkan pelaksanaan dan
pengukuran capaian skrining pada tahun 2023 masih
mengacu kepada regulasi yang ada. Skrining terse-
but dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan mengacu
pada prosedur pelayanan yang telah diatur dan dilak-
sanakan secara selektif melalui hasil self assessment
yang didapatkan dari skrining riwayat kesehatan un-
tuk menjaring peserta dengan risiko menderita pe-
nyakit diabetes mellitus dan hipertensi.

Untuk saat ini, telah dilakukan pelayanan skrining
kesehatan empat penyakit, yaitu diabetes melitus,
hipertensi, kanker leher rahim, dan kanker payudara.
Namun, dari data BPJS Kesehatan 2023, yang bisa
diukur hanya cakupan skrining untuk diabetes meli-
tus dan hipertensi. Kanker leher rahim dan kanker pa-
yudara tidak dapat diukur karena tidak tersedianya
skrining riwayat kesehatan untuk menentukan kelom-
pok peserta berisiko. Skrining riwayat kesehatan saat
ini baru memotret kelompok risiko untuk empat pe-

Tabel 3.11.
Capaian Persentase Penduduk Berisiko yang Mendapatkan
Layanan Skrining Kesehatan

SASARAN

Terpenuhinya pembiayaan
kesehatan pada kegiatan
promotif dan preventif dalam
mencapai UHC

INDIKATOR TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

Persentase penduduk berisiko 60 87,1
yang mendapatkan layanan
skrining kesehatan

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan mener-
bitkan dua kebijakan untuk mengakomodasi tam-
bahan manfaat skrining pelayanan kesehatan, yaitu
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelak-
sanaan Pelayanan Skrining Kesehatan dalam Rangka
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
3 Tahun 2023. Petunjuk teknis pelaksanaan skrining
pelayanan kesehatan JKN mengatur mengenai tar-
get populasi, pertanyaan kunci riwayat kesehatan,
algoritma/alur pelaksanaan skrining, dan tindak lanjut
pemeriksaan hasil skrining.

Belum terbitnya revisi Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta be-
lum dilakukannya revisi Peraturan BPJS Kesehatan
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining
Riwayat Kesehatan dan Skrining Kesehatan Tertentu
serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita

nyakit, yaitu diabetes melitus, hipertensi, ginjal kronik,
dan jantung kronik.

Berdasarkan skema skrining yang berlaku saat ini,
data skrining riwayat kesehatan dan data skrining lay-
anan kesehatan untuk perhitungan pencapaian indika-
tor ini hanya dapat mengukur 2 dari 14 layanan skrin-
ing, yakni:

1. Cakupan kelompok berisiko diabetes melitus (DM)

Jumlah peserta dengan hasil skrining riwayat kes-
ehatan untuk risiko DM sedang dan tinggi sebanyak
273.334 orang. Jumlah peserta berisiko DM sedang
dan tinggi yang dilakukan skrining layanan kesehatan
pemeriksaan gula darah puasa (GDP) dan gula darah
post prandial (GDPP) sebanyak 264.414 orang sehing-
ga persentase cakupan peserta berisiko DM sedang
dan tinggi yang dilakukan skrining layanan kesehatan
pemeriksaan GDP dan GDPP sebesar 96,74%.

2. Cakupan kelompok berisiko hipertensi
Jumlah peserta dengan hasil skrining riwayat ke-
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sehatan untuk risiko hipertensi sedang dan tinggi
sebanyak 2.419.226 orang. Jumlah peserta berisiko
hipertensi sedang dan tinggi yang dilakukan skrining
layanan kesehatan pemeriksaan tekanan darah se-
banyak 1.875.568 orang sehingga persentase caku-
pan peserta berisiko hipertensi sedang dan tinggi
yang dilakukan skrining layanan kesehatan pemerik-
saan tekanan darah sebesar 77,53%.

Dengan demikian, rerata persentase cakupan un-
tuk dua penyakit tersebut sebesar 87,13%.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk men-
capai output antara lain melalui dua kebijakan Ke-
menterian Kesehatan untuk mengakomodasi tam-

Faktor Penghambat Pencapaian Output
Penilaian kelompok berisiko berdasarkan self as-
sessment serta kriteria populasi sasaran untuk 14
penyakit sebagaimana yang dituangkan di Keputus-
an Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENK-
ES/2090/2023 belum dapat diimplementasikan ka-
rena BPJS Kesehatan sebagai penyedia platform
skrining riwayat kesehatan masih menunggu terbitnya
revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan
revisi Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan
Selain mendorong percepatan proses revisi Per-

Tabel 3.11a.
Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Diabetes Melitus dan Hipertensi

JENIS PENYAKIT TINGKAT RISIKO TOTAL

Diabetes melitus Rendah 35.547.224
Sedang 268.746
Tinggi 4.588
Hipertensi Rendah 33.401.332
Sedang 2.393.747
Tinggi 25.479
SUMBER : DATA BPJS
Tabel 3.11b.

Pelaksanaan Skrining Kesehatan Tertentu Diabetes Melitus dan Hipertensi

JENIS PEMERIKSAAN TOTAL

Pemeriksaan GDP dan GDPP

264.414

Pemeriksaan Tekanan Darah

1.875.568

SUMBER : DATA BPJS KESEHATAN

bahan manfaat skrining pelayanan kesehatan, yaitu
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelak-
sanaan Pelayanan Skrining Kesehatan dalam Rangka
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3
Tahun 2023.

aturan Presiden Nomor 82 Tahun dan revisi Peraturan
BPJS Kesehatan Nomor 2 tahun 2019, Kementerian
Kesehatan bersama BPJS Kesehatan sedang mem-
bahas perbaikan serta penambahan indikator kinerja
FKTP dalam skema Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)
agar mencakup upaya pelaksanaan skrining kesehat-
an oleh FKTP. FKTP akan mendapatkan pembayaran
kapitasi lebih besar jika dapat berkinerja baik untuk
memenuhi target pelaksanaan skrining pada 14 pe-
nyakit. Penambahan indikator diharapkan akan men-
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dorong pemenuhan target pelaksanaan skrining bagi
peserta JKN.

Kesiapan FKTP dalam pelaksanaan skrining kes-
ehatan juga menjadi isu penting dalam implementasi
skrining agar seluruh peserta dapat mengakses skrin-
ing. Untuk itu, diperlukan percepatan dalam pelaksa-
naan, di antaranya:

a. Pelaksanaan sosialisasi intens dan penyesuaian
regulasi untuk mendorong peran pemerintah
daerah memenuhi supply side (SDM, sarana
prasarana) pelaksanaan skrining dan pembentu-
kan jejaring untuk pelayanan kesehatan skrining

b. Penyesuaian sistem informasi bagi FKTP dan
peserta oleh BPJS Kesehatan untuk pelaksa-
naan skrining riwayat kesehatan, penyesuaian
sistem informasi FKTP untuk pencatatan/ pel-
aporan pelayanan skrining kesehatan dan
penyusunan dashboard skrining sebagai tools
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ber daya yang tidak sama di setiap pemerintah dalam
melaksanakan keenam urusan tersebut, maka untuk
menyamakannya diatur dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM). SPM bertujuan untuk memastikan keter-
sediaan layanan tersebut bagi seluruh warga negara.

Untuk memastikan pemenuhan SPM, Kementerian
Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ke-
sehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang
Kesehatan. Peraturan ini memuat perubahan dari in-
dikator SPM yang sebelumnya ditetapkan berdasar-
kan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/
MENKES/SK/IX/2008. SPM baru ini memuat 12 jenis
pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Ka-
bupaten/Kota, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

pelayanan antenatal;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

Tabel 3.12.
Capaian Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Pembiayaan
Kegiatan Promotif Preventif pada SPM

SASARAN

INDIKATOR

TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

Terpenuhinya pembiayaan
kesehatan pada kegiatan
promotif dan preventif dalam

mencapai UHC pada SPM

Persentase kabupaten/kota 50 62,8 126
yang memenuhi pembiayaan
kegiatan promotif preventif

monitoring skrining untuk pemangku kepentin-
gan terkait

c. Percepatan perbaikan skema kapitasi berba-
sis kinerja dengan menambahkan pelaksanaan
skrining sebagai indikator pembayaran

2. Persentase Kabupaten/Kota yang
Memenuhi Pembiayaan Kegiatan
Promotif Preventif pada SPM

Definisi operasional indikator pada program ini ada-
lah persentase kabupaten/kota yang sudah memenuhi
12 layanan SPM sesuai perhitungan Siscobikes den-
gan menghitung Jumlah kabupaten/kota yang sudah
memenuhi 12 layanan SPM sesuai perhitungan Sisco-
bikes dibagi total jumlah kabupaten/kota dikali 100.

Analisis Pencapaian Output

Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pe-
merintahan Daerah, kesehatan adalah satu dari enam
urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pela-
yanan dasar. Karena kondisi dan kemampuan sum-

4. Pelayanan Kesehatan balita;

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan

dasar;

Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

Pelayanan kesehatan penderita diabetes

mellitus;

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan
jiwa berat;

11. Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulo-
sis; dan

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terin-
feksi HIV.

©® N

Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis
dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kese-
hatan Nasional (JKN) karena implementasi SPM akan
memperkuat sisi promotif -preventif sehingga diha-
rapkan akan berdampak pada penurunan jumlah ka-
sus kuratif yang harus ditanggung JKN.
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Untuk mempermudah perhitungan SPM bidang
Kesehatan, Pusjak PDK telah mengembangkan tools
Siscobikes (Sistem Informasi Costing Biaya Kesehat-
an) untuk memperkuat performance based budget-
ing (anggaran berbasis kinerja). Siscobikes digunakan
oleh daerah untuk memudahkan dalam menghitung
perencanaan pembiayaan SPM bidang kesehatan,
baik di tingkat pusat kesehatan masyarakat (puskes-
mas) maupun dinas kesehatan sesuai dengan peran-
nya masing-masing.

Sejak tahun 2020, telah dilaksanakan advokasi dan

layanan SPM bidang kesehatan. Namun, karena keter-
batasan, tidak semua dinas kesehatan provinsi dapat
menganggarkannya. Selain menggunakan anggaran
dekonsentrasi, dinas kesehatan provinsi menggunak-
an APBD untuk dapat menyelenggarakan kegiatan
pendampingan tersebut.

Pada tahun 2023 Pusjak PDK telah melakukan
pendampingan perhitungan layanan SPM bidang ke-
sehatan di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Selatan
(17 kabupaten/kota), Banten (8), Bengkulu (10), Su-
lawesi Barat (6), Maluku (11), Jawa Tengah (35), Jawa

Gambar 3.1.

Sebaran Kabupaten/Kota yang Telah Melakukan Perhitungan SPM
Bidang Kesehatan dengan Siscobikes Hingga Tahun 2023

sosialisasi serta pendampingan perhitungan SPM bi-
dang kesehatan, baik melalui daring maupun luring,
dengan output berupa perhitungan perencanaan ke-
butuhan pembiayaan SPM kesehatan kabupaten/kota
pada 12 layanan SPM bidang kesehatan menggunakan
Siscobikes. Hingga tahun 2023, sebanyak 32 kabu-
paten/kota telah menghasilkan perhitungan perenca-
naan SPM bidang kesehatan yang menggunakan Sis-
cobikes. Berdasarkan data tersebut, capaian indikator
ini sebesar 62,8%, melebihi target yang telah ditetap-
kan sebesar 50%.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Output

Seperti pada tahun sebelumnya, Pusjak PDK me-
lalui anggaran dekonsentrasi 2023 telah mengako-
modasi dinas kesehatan provinsi agar dapat melak-
sanakan kegiatan pendampingan dalam perhitungan

Pulau Pulau Pulau
Sumatera Jawa

Kalimantan

B i
B Ol

Pulau NTB Pulau
dan Bali Papua

Pulau Kep. Maluku
Sulawesl dan Malut

SUMBER : LAPORAN KABUPATEN/KOTA YANG MEMENUHI PEMBIAYAAN
KEGIATAN PROMOTIF PREVENTIF PADA SPM TAHUN 2023

Timur (38), Aceh (23), dan Kalimantan Barat (14).

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Belum adanya regulasi yang mewajibkan kabupat-
en/kota melakukan perencanaan pembiayaan SPM bi-
dang kesehatan melalui aplikasi Siscobikes.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan
a. Melakukan advokasi dan sosialisasi untuk men-
dorong komitmen daerah terhadap pelaksana-
an SPM bidang kesehatan
b. Percepatan proses revisi Permenkes Nomor
4 Tahun 2019 terkait SPM Kesehatan dengan
memasukkan opsi kebijakan yang mewajibkan
kabupaten/kota untuk melakukan perencanaan
pembiayaan SPM
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3. Persentase Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah
Swasta Bidang Kesehatan

Definisi operasional indikator ini adalah persen-
tase kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah
yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta
(KPS) sesuai pedoman kemitraan pemerintah swasta
Kementerian Kesehatan dengan menghitung jumlah
kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah yang
melaksanakan KPS dibagi total kabupaten/kota de-
ngan kapasitas fiskal rendah dikali seratus persen.

Analisis Pencapaian Output

Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 adalah mening-
katkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan de-
ngan menekankan pada penguatan pelayanan kese-
hatan dasar dan meningkatkan upaya promotif dan

LAPORAN KINERJA | &
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Kemenkes

penyedia layanan kesehatan (provision) dan pembi-
ayaan kesehatan (financing) sehingga dapat men-
goptimalkan semua unsur dan sumber pembiayaan
kesehatan.

Kemitraan pemerintah dan swasta bukanlah hal
yang baru di Indonesia. Kementerian Kesehatan telah
mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
40 Tahun 2018 tentang kemitraan di bidang infrastruk-
tur kesehatan yang disebut Kerja Sama Pemerintah
dan Badan Usaha (KPBU) yang membuka jalan untuk
memperluas potensi kemitraan antara pemerintah dan
swasta dalam penyediaan layanan kesehatan di Indo-
nesia. Pemanfaatan sektor swasta adalah salah satu
keputusan strategis yang diambil Kementerian Kes-
ehatan untuk mengatasi kesenjangan layanan yang
terjadi antar-wilayah dan kepulauan di Indonesia.

Hasil pemetaan KPS menunjukkan bahwa, 393 dari

Tabel IIl. 15.
Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kerja sama
Pemerintah Swasta (KPS) Bidang Kesehatan

SASARAN

INDIKATOR

TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

Sasaran Program:
Terpenuhinya pembiayaan
kesehatan pada kegiatan promotif

dan preventif dalam mencapai UHC kesehatan

Persentase kabupaten/kota 50 68,5 137
yang melaksanakan Kerja sama
Pemerintah Swasta (KPS) bidang

preventif yang didukung inovasi dan penggunaan tek-
nologi. Namun, ketersediaan pelayanan pada FKTP,
FKRTL, dan laboratorium masih tidak merata atau ada
disparitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Peran penguatan pelayanan kesehatan tidak han-
ya dijalankan oleh pelaku dari sisi pemerintah, tetapi
juga pelaku dari sektor privat (swasta), terutama bagi

Gambar 3.2.

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
KPS Bidang Kesehatan Menurut
Kapasitas Fiskal Tahun 2023

55.1 I

Sangat Rendah

514 kabupaten/kota (76,5%) melakukan KPS dengan
ruang lingkup kemitraan secara umum di bidang in-
frastruktur maupun noninfrastruktur. Adapun kabu-
paten/kota dengan kapasitas fiskal rendah yang
melakukan KPS bidang kesehatan sebanyak 87 dari
127 kabupaten/kota (68,5%). Berdasarkan data terse-
but maka target indikator sebesar 50% telah tercapai.

96.2 94.4

Sedang Tinggi

68.5

Rendah Sangat Tinggi
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Tabel 3.13
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan KPS Bidang Kesehatan
Menurut Kapasitas Fiskal

KAPASITAS FISKAL
KABUPATEN/ KOTA

Sangat Rendah (N=127)

KPS
BIDANG KESEHATAN

70 (55,1%)

Rendah (N=127)

87 (68,5%)

Sedang (N=127)

109 (85,8%)

Tinggi (N=79)

76 (96,2%)

Sangat Tinggi (N=54)

Total Kabupaten/kota = 514

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Output

Pemetaan KPS bidang kesehatan, baik infrastruktur

maupun noninfrastruktur, dilakukan dengan:

a. Memberikan templat data terstruktur melalui
surat resmi kepada unit kerja di lingkungan Ke-
menterian Kesehatan

b. Mengumpulkan data dari program, baik di
tingkat pusat maupun dinas kesehatan kabu-
paten/kota, pengisian survei online oleh dinas
kesehatan kabupaten/kota

c. Penelusuran data secara elektronik.

d. Konfirmasi lapangan di provinsi Sumatera Se-
latan (Kab. Lahat dan Kota Prabumulih) dan
Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Tengah dan
Kab. Lombok Timur)

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Beberapa beberapa hambatan pada pemetaan

KPS bidang kesehatan, baik infrastruktur maupun
noninfrastruktur adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah belum memiliki pedoman/
petunjuk teknis/peraturan khusus tingkat dae-
rah yang mengatur dan mendukung implemen-
tasi KPS bidang kesehatan.

b. Pemerintah daerah belum memahami terkait
implementasi Permenkes Nomor 27 tahun 2022
sehingga belum tampak pembagian peran yang
jelas dalam kemitraan pemerintah dengan swas-
ta yang dimaksud.

c. Belum adanya nota kesepahaman (MoU) atau
perjanjian kerja sama yang mengikat dan be-
lum ada keberlanjutannya di setiap kerja sama.
Kemitraan yang berjalan masih ada yang belum
memiliki MoU atau perjanjian kerja sama berupa
kesepakatan nonkontraktual. Kemitraan den-

51(94,4%)

393 (76,5%)

gan NGO/mitra pembangunan bersifat turunan
yang sudah ada MoU dari pusat (Kementerian
Kesehatan) dan sebagian masuk ke dalam dana
hibah.

d. Belum adanya inventarisasi KPS di daerah kare-
na mekanisme kerja sama tidak mengikat an-
tarsektor yang bermitra.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan

Dalam upaya percepatan implementasi kemitraan
pemerintah dengan swasta untuk mendukung pembi-
ayaan dan pelayanan kesehatan, maka perlu:

a. Segera untuk mengesahkan Rancangan KMK
Komite Pengelola Kemitraan Pemerintah den-
gan Swasta sebagai tindak lanjut amanah yang
tercantum dalam pasal 10 dan 11 Permenkes No-
mor 27 Tahun 2022.

b. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan KPS
untuk memudahkan pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan kebijakan sesuai Per-
menkes Nomor 27 Tahun 2022.

c. Menyediakan sarana untuk informasi mengenai
kebutuhan program yang perlu dikerjasamakan,
baik infrastruktur maupun noninfrastruktur.

d. Pengembangan dashboard KPS yang terinte-
grasi dengan platform ”"SATU SEHAT” untuk
memantau dan menginventarisasi adanya KPS,
baik di pusat maupun daerah.

4. Persentase Kebijakan Teknis dalam
Penguatan Berbagai Skema Pembiayaan
Kesehatan yang Efektif Dan Efisien

Definisi Operasional indikator ini adalah persentase
kebijakan teknis (berupa PP, Perpres, Perda, Per-
menkes, Kepmenkes, Edaran Menkes, Edaran Eselon
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1, dll.) dalam penguatan berbagai skema pembiay-
aan kesehatan yang efektif dan efisien dengan cara
penghitungan capaian jumlah kebijakan (PP, Perpres,
Perda, dll.) dalam penguatan berbagai skema pembi-
ayaan kesehatan yang efektif dan efisien dibagi total
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Kemenkes

Pendanaan Kesehatan

c. Pembahasan bersama rancangan peraturan
pelaksanaan skrining kesehatan dalam Program
JKN dengan lintas unit di Kemenkes (Direktur
P2PM, Direktur P2PTM, Direktur Kesmas, Direk-

Tabel 3.13
Capaian Persentase Kebijakan Teknis dalam Penguatan Berbagai Skema
Pembiayaan Kesehatan yang Efektif dan Efisien

SASARAN

Meningkatnya kebijakan
kesehatan berbasis bukti

INDIKATOR TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

Persentase kebijakan teknis 100 100 100
dalam penguatan berbagai

skema pembiayaan kesehatan
yang efektif dan efisien

jumlah rancangan kebijakan teknis dikali 100. Indikator
ini tercantum dalam dokumen PK dan juga merupakan
IKP BKPK sesuai dengan dokumen Renstra Kemenkes
tahun 2020-2024.

Analisis Pencapaian Output
Berdasarkan definisi operasional dan cara perhitung-
annya, maka pencapaian terhadap target dari indika-
tor ini adalah rancangan regulasi dan kebijakan yang
disusun dan dikerjakan oleh Pusat Kebijakan Pembiay-
aan dan Desentralisasi pada tahun 2023, yakni:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehat-
an dalam Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan
c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Tek-
nis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan
dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Stan-
dar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penye-
lenggaraan Program Jaminan Kesehatan
d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
MENKES/2070/2023 tentang Petunjuk Teknis
Uji Coba Pelaksanaan Inovasi Pembiayaan Pro-
gram Penanggulangan Tuberkulosis di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Output
a. Sosialisasi Permenkes 3 Tahun 2023 kepada
FKTP dan FKRTL
b. Public hearing RPP UU Kesehatan terkait Bab

tur Giziki, Direktur Yankes Primer, Pusjak UK)
dan BPJS Kesehatan

d. Pembahasan bersama rancangan peraturan
petunjuk teknis uji coba inovasi pembiayaan
program tuberkulosis dengan lintas unit di Ke-
menkes (Ditjien P2P), Tim Task Force Inovasi
Pembiayaan Program Tuberkulosis, dan pakar.

Faktor Penghambat Pencapaian Output

Pencapaian kegiatan ini berkaitan dengan proses
penyusunan rancangan peraturan yang membutuhkan
pembahasan dan diskusi yang intensif dan produktif
serta membutuhkan waktu yang intens dalam proses
pembahasannya.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan

Berkoordinasi intensif dengan para pihak yang ter-
libat dalam proses penyusunan rancangan peraturan
baik lintas program, lintas unit, lintas K/L, dan para
pakar agar proses pembahasan rancangan peraturan
berjalan dengan baik dan lancar.

5. Persentase Kebijakan Kementerian
Kesehatan Berbasis Kajian dan Bukti

Definisi operasional indikator ini adalah persentase
kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kemen-
terian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi
hasil kajian dengan cara penghitungan capaian jumlah
kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kemen-
terian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang
dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian dibagi de-
ngan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dike-
luarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelum-
nya (T-1) dikali 100.
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Tabel 3.14.
Persentase Kebijakan Kementerian Kesehatan Berbasis Kajian dan Bukti

SASARAN

Meningkatnya kebijakan
kesehatan berbasis bukti
kajian dan bukti

Persentase kebijakan
Kementerian Kesehatan berbasis

INDIKATOR TARGET | CAPAIAN

% CAPAIAN

40 48,83 122

Pada tahun 2023 sudah tercapai 21 regulasi yang
disusun berdasarkan kajian dari 43 regulasi, yang arti-
nya realisasi output-nya 48,83 dan capaian kinerjanya
sebesar 122%.

Kegiatan untuk Mencapai Output

Tahapan yang dilakukan untuk mencapai IKP terse-
but adalah identifikasi kebijakan/regulasi tahun 2022,
identifikasi hasil rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/
NA/NU yang dikoordinasikan BKPK, reviu kesesuaian
substansi hasil rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/
NA/NU terhadap kebijakan/regulasi yang dikeluarkan
oleh Kementerian Kesehatan. Dari 43 target regu-
lasi yang telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi,
pada tahun 2023 ditemukan 21 regulasi yang disusun
berdasarkan hasil kajian/bukti tahun 2022. Keduapu-
luh satu regulasi tersebut adalah:

1. Naskah kajian/pertimbangan sebagai pengganti
naskah akademik terhadap pedoman teknis
analisi kebijakan Kementerian Kesehatan: Kajian
KMK Pedoman Anjak di Lingkungan Kementeri-
an Kesehatan

2. Naskah kajian/pertimbangan sebagai pengganti
naskah akademik terhadap mekanisme kerja
analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan
di lingkungan BKPK: Kajian KKB Pedoman Me-
kanisme Kerja Analisis dan Penyusunan Reko-
mendasi Kebijakan di Lingkungan BKPK

3. Naskah Kajian Juknis Penyaluran Banper Uji
Klinik Vaksin Covid-19: KKB No. 22 Tahun 2022
tentang Juknis Penyaluran Banper Uji Klinik Vak-
sin Covid-19

4. Naskah Kajian Revisi Juknis Penyaluran Ban-
per Uji Klinik Vaksin Covid-19: KKB No. 715 Ta-
hun 2022 tentang Juknis Penyaluran Banper Uji
Klinik Vaksin Covid-19

5. Naskah Kajian Pedoman Pelaksanaan Layanan
Jejaring Integrasi SI NONA dalam Formulasi Ke-
bijakan Pembangunan Kesehatan di Lingkungan
BKPK: KKB No. 7598 tentang Pedoman Pelaksa-
naan Layanan Jejaring Integrasi S| NONA

6. Rekomendasi Kebijakan Surveilans Perilaku dan
Kesehatan Lingkungan (Surveilans Kualitas Air

10.

.

12.

. Telaah

Minum-Rumah Tangga): analisis Permenkes
Nomor 492 tahun 2010 dan Permenkes Nomor
736 tahun 2010 terkait surveilans KAM-RT guna
mendorong dibuatkannya regulasi tata laksana
surveilans KAM-RT sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masing-masing daerah
Rekomendasi Kebijakan Kesehatan Jiwa Ma-
syarakat: percepatan regulasi
pelaksana terkait promotif-preventif kesehatan
jiwa, berupa analisis perlunya turunan dari Un-
dang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Pedoman Upaya Promotif Preventif Kesehatan
Jiwa di Masyarakat

revisi. KMK No. HK.01.07/MENK-
ES/4842/2021 tentang Jejaring Laboratorium
Surveilans Genom Virus SARS CoV-2

Telaah revisi KMK No. HK.01.07/MENK-
ES/4842/2021 tentang Penyelenggaraan Labo-
ratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)

Policy Brief Fitofarmaka Potensial Masuk Jami-

penyusunan

nan Kesehatan Nasional: Pencantuman fitofar-
maka dalam regulasi standar pelayanan kes-
ehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer
dan rujukan dan Penguatan regulasi fitofarmaka
dalam standar pelayanan farmasi di fasilitas
pelayanan kesehatan primer dan rujukan: Revisi
Permenkes No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan
Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer, Permenkes No. 26 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Men-
teri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Policy Brief Kemandirian Bahan Baku Obat Un-
tuk Indonesia Berdaya: Penyusunan regulasi
interkoneksi program antar kementerian dan
lembaga dalam penyusunan roadmap BBO dan
mewujudkan ekosistem pengembangan ba-
han baku obat dapat mendukung percepatan
pemenuhan kebutuhan BBO produksi dalam
negeri: revisi Inpres Nomor 6 Tahun 2016
Rekomendasi Kebijakan Upaya Pemenuhan Ke-
butuhan 10 Alat Kesehatan Terbesar by Value
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

by Volume Produksi Dalam Negeri: revisi Inpres
No. 2 Tahun 2022 untuk mengatur pengadaan
tidak hanya 1 sektor pemerintah saja, tetapijuga
pihak swasta

Policy Brief Urgensi Pembaruan Mekanisme
Perencanaan Sdm Kesehatan: Revisi Permenkes
Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Per-
encanaan Kebutuhan SDMK, mengidentifikasi
model perencanaan SDMK yang tepat dengan
merevisi pedoman perencanaan SDMK, melaku-
kan integrasi data Kemenkes dan KemenPAN-
RB dan Kemendikbud, serta penyusunan Reg-
ulatory Impact Analysis (RIA), dan monitoring
data perencanaan daerah melalui proses verifi-
kasi dan validasi yang terstandar.

Policy Brief “Urgensi Standar Insentif Dokter
Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri pada Pro-
gram Adaptasi di Fasyankes”: Revisi Permenkes
Nomor 14 Tahun 2022 untuk memberi peluang
dokter Sp. WNI LLN mendapatkan tambahan in-
sentif dari daerah

Policy Brief Menuju Belanja Kesehatan yang
Lebih Efektif: Konsolidasi Pembiayaan Kesehat-
an untuk Meningkatkan Konsolidasi Pembiayaan
Kesehatan untuk Meningkatkan Sinergi Penye-
lenggaraan Pelayanan Kesehatan: analisis revisi
Permenkes RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Pedoman Kemitraan Pemerintah dengan swasta
di Bidang Noninfrastruktur Kesehatan, perlunya
turunan berupa Juknis KPS

Rekomjak Urgensi Pembentukan Komite Pen-
gelola Kemitraan Pemerintah dengan Swasta
(KPS) dalam Upaya Percepatan Implementasi
Kemitraan Pemerintah dengan Swasta untuk
Mendukung Pembiayaan dan Pelayanan Kese-
hatan: Penyusunan Permenkes RI Nomor 27 Ta-
hun 2022 tentang Pedoman Kemitraan Pemer-
intah dengan swasta di Bidang Noninfrastruktur
Kesehatan

Policy Brief Penguatan Peran Daerah dalam
Pengembangan Kompetensi Kepala Puskesmas:
Revisi PMK Nomor 44 Tahun 2016 Pedoman
Manajemen Puskesmas, PMK Nomor 43 Tahun
2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, PMK
No.10 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi
Teknis Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kes-
ehatan

Policy Brief Strategi Penguatan Pencatatan
dan Pelaporan Kasus TB Fasyankes kepada
Pemerintah Pusat dan Daerah: revisi lampiran
Permenkes No. 14 tahun 2021 pada poin Sistem
Manajemen Usaha

I BKPK 2023
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19. Kajian Surveilans Berbasis Digital: Kesiapan Sur-

veilans Berbasis Masyarakat yang Terintegrasi
dalam Transformasi Pelayanan Kesehatan Prim-
er: Revisi Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 ten-
tang Surveilans Kesehatan dengan memperjelas
peran, tugas, fungsi, hak kewajiban sumber
daya manusia (tenaga epidemiologi dan sistem
informasi serta kader) sebagai ujung tombak
surveilans berbasis masyarakat

20.Policy Brief Pentingnya Revisi Regulasi Ter-

21.

kait Perluasan Penerapan Aplikasi Peduli Lind-
ungi: Revisi Kepmenkes No. HK.01.07/MENK-
ES/6811/2021, penambahan peraturan BSSN
nomor 8 tahun 2020 dan nomor 4 tahun 2021
pada dasar hukum yang digunakan. Penjelasan
mekanisme fitur persetujuan berbagi data dan
hak pengguna aplikasi dari data yang digunak-
an.

Policy Brief Pentingnya Strategi Komunikasi dan
Penguatan Regulasi dalam Pemanfaatan Per-
luasan Fitur Aplikasi PeduliLindungi di Tengah
Masyarakat: Revisi Kepmenkes HK.01.07/MENK-
ES/6811/2021 dengan menambahkan pengem-
bangan aplikasi PL tidak hanya untuk COVID-19,
pencantuman hak dan kewajiban pengguna,
penambahan penjelasan fitur berbagi data

Faktor Penghambat dalam Mencapai Target

a.

Transformasi/perubahan  organisasi Badan
Litbangkes ke BKPK pada tahun 2022 efektif
berjalan pada pertengahan tahun (bulan Juli-
Desember) menyesuaikan dengan perubahan
Renstra Kemenkes di tahun 2022

Arahan pimpinan terhadap konsekuensi ad-
anya transformasi/perubahan organisasi belum
mencakup di seluruh lingkungan Kementerian
Kemenkes, perubahan baru berdampak di inter-
nal BKPK. Sementara perubahan IKK-IKP BKPK
mencakup Kementerian Kesehatan.

Pemecahan Masalah dan Upaya Tindak lanjut

a.

Penguatan koordinasi di internal BKPK terma-
suk dengan seluruh Pusat Kebijakan, terutama
terhadap perubahan renstra yang berdampak
pada perubahan IKK-IKP BKPK, dimana peran
Pusat Kebijakan dalam menghasilkan rekomen-
dasi kebijakan/kajian/analisis/NA/NU menjadi
tusi utama.

. Berkontribusi memberikan masukan pada pe-

nyusunan Surat Edaran SOP Pembentukan Per-
aturan Perundang-undangan di lingkungan Ke-
menterian Kesehatan dalam rangka mendukung
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Meningkatnya kebijakan
kesehatan berbasis bukti

terlaksananya tusi utama BKPK untuk meng-
hasilkan rekomendasi kebijakan/kajian/analisis/
NA/NU yang menjadi evidence-based setiap
penyusunan regulasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan.

Masukan BKPK terhadap substansi SE SOP, yai-
tu menambahkan alur mekanisme penyusunan
regulasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
yang meliputi:

a) Pembahasan konsep peraturan oleh unit
teknis pengusul bersama dengan pakar, pe-
mangku kepentingan, dan lintas unit.

b) Kajian/analisis pentingnya dikeluarkannya
peraturan yang dikoordinasikan oleh BKPK.
Dalam penyusunan kajian/analisis tersebut,
BKPK melibatkan unit pemrakarsa, lintas unit
terkait, pakar dan pemangku kepentingan
terkait;

c) Jika memerlukan izin prakarsa, maka penyia-
pan analisis untuk pendukung surat izin pra-
karsa diproses pada tahap ini.

d) Dalam penyiapan naskah analisis, disertai
dengan benchmarking aturan dengan mini-
mal guideline WHO/guideline internasional
lainnya dan/atau 2 (dua) negara lain, sesuai
dengan kebutuhan.

e) Penyiapan naskah analisis yang akan digu-
nakan perancang untuk melakukan penyar-
ingan/uji kelayakan peraturan.

2. Konsekuensi dari terbitnya SE Sekjen tersebut
maka setiap unit utama yang mengusulkan reg-
ulasi akan mengirimkan surat permohonan ka-
jian/rekomendasi kebijakan (rekomjak)/analisis
yang digunakan sebagai evidence-based peny-
usunan regulasi yang diusulkan. Surat permoho-
nan ini akan ditindaklanjuti oleh Pusat Kebijakan
di lingkungan BKPK sesuai dengan tusi masing-
masing, dengan menyusun rekomjak/kajian/
analisis/NA/NU sesuai substansi yang dibutuh-
kan sehingga target IKP dapat tercapai.

6. Terbangunnya Tata Kelola Kerja Sama
Internasional yang Efektif

Definisi operasional dari Indikator Kinerja Program
Terbangunnya Tata Kelola Kerja Sama Internasional
yang Efektif adalah tersusunnya dan terimplemen-
tasinya dokumen blueprint pengelolaan kerja sama
kesehatan global tahun 2022 sebanyak 1 dokumen
dan pada tahun 2023-2024 berupa Annual Review
Blueprint. Cara perhitungannya yaitu melalui jumlah
dokumen blueprint pengelolaan kerja sama kesehatan
global yang disusun dan diimplementasikan.

Analisis Pencapaian Kinerja

Indikator kinerja terkait terbangunnya tata kelola
kerja sama internasional yang efektif telah tercapai
sesuai target (100%), yaitu tersusunnya blueprint pen-
gelolaan kerja sama internasional berdasarkan kriteria
negara dan lembaga. Pada tahun 2023, blueprint pen-
gelolaan kerja sama internasional telah berhasil di re-

Tabel 3.15.
Terbangunnya Tata Kelola Kerja Sama Internasional yang Efektif

SASARAN

yang efektif

INDIKATOR TARGET | CAPAIAN

Terbangunnya tata kelola 1 1 100
kerja sama internasional

% CAPAIAN

Analisis Penunjang Keberhasilan

1.

Telah diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Nomor HK.02.01/11I/19069/2022 ten-
tang Standar Prosedur Operasional Pembentu-
kan Peraturan Perundang-Undangan di lingkun-
gan Kementerian Kesehatan pada akhir Oktober
2022, sehingga dalam setiap penyusunan reg-
ulasi kajian/analisisnya dikoordinasikan oleh

BKPK.

viu dan disusun sehingga blueprint tersebut diharap-
kan dapat menjadi panduan bagi para pihak terkait di
Kementerian Kesehatan dengan tujuan untuk menen-
tukan agenda kunci, menetapkan tujuan dan sasaran,
membuat prioritas dan menyusun strategi, serta ren-
cana aksi dalam kerja sama internasional hingga tahun
2024 mendatang.

Sebagai upaya Indonesia dalam mewujudkan trans-
formasi sistem kesehatan berdasarkan pilar Transfor-
masi Kesehatan, maka dibutuhkan kesiapan dan ke-
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mampuan dalam pemanfaatan sumber daya baik dari
dalam negeri maupun melalui peran proaktif Indonesia
dalam kerja sama internasional dengan melakukan op-
timalisasi kerja sama internasional bidang kesehatan.
Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Ke-
sehatan sebagai salah satu unit di bawah BKPK ditun-
juk untuk menyelenggarakan pengelolaan Kerja Sama
Luar Negeri di Kementerian Kesehatan. Salah satu
indikator kinerja Pusjak KGTK adalah untuk membuat
blueprint pengelolaan kerja sama internasional ber-
dasarkan kriteria negara dan lembaga.

Blueprint merupakan sebuah rancangan, penyu-
sunan yang dirumuskan untuk tujuan memberikan
arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam suatu
organisasi, komunitas atau lembaga secara ber-
kesinambungan. Dengan adanya blueprint, setiap
kegiatan akan memiliki kesesuaian dengan tuntutan,
tantangan dan kebutuhan, karena di dalam cetak biru
terdapat suatu kerangka kerja yang terperinci sebagai
landasan dalam pembuatan kebijakan.

Sistematika di dalam blueprint dimulai dengan
memetakan dan mengkaji kerja sama internasional
yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,
baik dari sisi kebijakan yang diambil, proses yang di-
jalankan dengan menggunakan pilar transformasi Kes-
ehatan sebagai kerangka kerjanya serta manfaat yang
diraih dari kerja sama tersebut. Selanjutnya akan di-
lakukan analisis untuk menentukan agenda kunci yang
dinilai penting sebagai kerangka objektif agenda nasi-
onal yang perlu diperjuangkan dalam setiap kebijakan
kerja kesehatan global selanjutnya.

Adapun output yang dihasilkan dari dokumen blue-

print antara lain adalah:

a) Data situasi kerja sama internasional yang ada
saat ini beserta analisisnya.

b) Pemetaan mitra kerja sama baik kerja sama mul-
tilateral, bilateral, dan regional antara Kemen-
terian Kesehatan dengan negara mitra mau-
pun organisasi internasional melalui pemetaan
mitra kerja sama, sehingga didapatkan infor-
masi mengenai stakeholders, area kerja sama,
sumber daya, karakteristik, dan kapasitas, pilar
transformasi kesehatan yang didukung dari se-
tiap mitra, serta daya ungkitnya bagi pemban-
gunan Kesehatan.

c) Agenda kunci terpilih sebagai acuan dalam
pelaksanaan kerja sama internasional yang me-
liputi
® Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja

sama global;
® Optimalisasi kerja sama global untuk men-
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dorong pencapaian tujuan transformasi kes-
ehatan;

® Optimalisasi kerja sama global untuk mening-
katkan kapasitas dalam negeri; dan

® Meningkatkan kapasitas SDM dan institusi
pelaksana kerja sama internasional di Ke-
menterian Kesehatan.

d) Kerangka kerja strategis (strategic framework)
kerja sama luar negeri yang berisi rencana aksi
dalam mencapai tujuan agenda kunci.

Capaian tersebut diperoleh dengan melakukan
annual review terhadap blueprint pengelolaan kerja
sama internasional berdasarkan kriteria negara dan
lembaga. Hasil review pada tahun 2023 mendapatkan
4 agenda kunci internasional berdasarkan kerangka
kerja strategis kerja sama internasional bidang kes-
ehatan, antara lain:

1) Agenda 1: Meningkatkan peran indonesia dalam di-
plomasi kesehatan global

Berkontribusi pada penguatan ketahanan kesehatan

global melalui diplomasi kesehatan, negosiasi, pem-

bangunan mekanisme tata kelola dan aliansi, dan

pembinaan hubungan antar negara.

2) Agenda 2: Meningkatkan kapasitas dalam negeri
dalam pelaksanaan kerja sama internasional bi-
dang Kesehatan, melalui:

a. Reformasi struktur organisasi;

b. Penguatan sistem administrasi, teknologi infor-
masi, pemantauan dan evaluasi kerja sama in-
ternasional bidang Kesehatan; dan

c. Pendidikan dan pelatihan pelaku diplomasi Kes-
ehatan.

3) Agenda 3: Optimalisasi kerja sama bidang kese-
hatan pada level bilateral, regional, dan multilateral
Pemetaan target, prioritas, dan area kerja sama dan
meningkatkan koordinasi kerja sama internasional
bidang kesehatan antar negara atau lembaga mul-
tilevel serta melalui penyaluran hibah luar negeri.

4) Agenda 4: Optimalisasi kerja sama global untuk
mendorong pencapaian tujuan Transformasi Kes-
ehatan, melalui:

a. Revitalisasi struktur dan jejaring layanan kese-
hatan primer serta laboratorium kesehatan ma-
syarakat;

b. Peningkatan imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 je-
nis vaksin (tambahan: HPV, PCV, Rotavirus);

c. Percepatan penurunan stunting;
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Peningkatan kesehatan ibu dan anak;

e. Perluasan deteksi dini penyakit penyebab ke-
matian tertinggi di setiap sasaran usia

f.  Pemerataan layanan rujukan melalui optimalisa-
sijejaring RS nasional untuk penyakit katastropik
utama (jantung, kanker, stroke, ginjal);

g. Strategi kemandirian farmasi, alat kesehatan,
dan respon darurat;

h. Transformasi pembiayaan kesehatan untuk me-
mastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif,
dan efisien;

i. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi
SDM Kesehatan;

j. Integrasi dan pengembangan sistem data kese-
hatan; dan

k. Investasi dan kerja sama untuk pengembangan
produk kesehatan dan perbaikan layanan.

Berdasarkan hasil reviu tersebut, Pusjak KGTK
telah melaksanakan amanah yang telah diagenda-
kan di dalam dokumen blueprint pengelolaan kerja
sama internasional. Namun hal tersebut masih belum
sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah ditarget-
kan sehingga perlu evaluasi dan penajaman kembali
terhadap target dan outcome di tahun 2024 agar
dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai
Target

Terdapat dua kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai target Indikator Kinerja Program Pusjak
KGTK, yakni:

a) ldentifikasi Kerja Sama per Negara dan per Mitra

Identifikasi mitra kerja sama dalam blueprint ini
mempertimbangkan karakteristik dan kapasitas se-
tiap mitra serta dampaknya terhadap pembangunan
kesehatan dan pencapaian tujuan transformasi kes-
ehatan. Kerja sama per negara dan per mitra terbagi
dalam skala prioritas berdasarkan manfaatnya yakni
tangible, semi-tangible dan intangible.

Pusjak KGTK melakukan identifikasi per negara dan
per mitra berdasarkan kategori tersebut agar kerja
sama dan strategi pendekatan yang dilakukan kepada
negara dan mitra dapat lebih terarah dan lebih maksi-
mal sehingga mengeluarkan output yang lebih besar.
Hal tersebut tercermin pada salah satu indikator kiner-
ja KGTK pada tahun 2023 untuk meningkatkan jumlah
dokumen kerja sama internasional termasuk perjanjian
dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan. Jumlah doku-
men kerja sama internasional yang ditargetkan adalah
sebanyak 10 dokumen, hasil identifikasi kerja sama per

negara dan per mitra berdasarkan manfaatnya, diket-
ahui jumlah dokumen kerja sama internasional terma-
suk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan
mencapai 65 dokumen, sudah tercapai lebih dari 100%
dari target.

Bila dilihat dari aspek hibah dan pinjaman luar neg-
eri, pada tahun 2022 terdapat 27 donor hibah luar
negeri yang berkontribusi dalam kerja sama hibah
dengan Kemenkes. Jumlah tersebut meningkat pada
tahun 2023 karena Kemenkes menambah kerja sama
hibah dan teknis dengan mitra luar negeri melalui ske-
ma bilateral dan multilateral pada tahun 2023.

b) Konsultasi Teknis Pakar

Konsultasi dengan pakar pemetaan kerja sama luar
negeri telah dilakukan guna memperoleh masukan
yang membangun telah dilaksanakan. Selain pakar,
blueprint juga telah disusun dan didiskusikan bersama
dengan perbantuan tenaga dari mitra luar negeri un-
tuk mendapatkan point of view dan masukan yang be-
ragam baik dari sisi pemerintah Indonesia dan negara/
mitra.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian
Target

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target
IKP Pusjak KGTK selama tahun 2023, antara lain:

1) Kebijakan dan komitmen pemerintah terhadap
transformasi kesehatan dan ketahanan kes-
ehatan;

2) Sejarah kerja sama internasional bidang kes-
ehatan yang kuat dan panjang;

3) Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan di-
plomasi global kesehatan;

4) Pengelolaan penyelenggaraan Kerja Sama Luar
Negeri (KSLN) yang terstruktur;

5) Aset (man, money, methods, material) yang ada
saat ini untuk penyelenggaraan kerja sama in-
ternasional bidang kesehatan;

6) Potensi SDM yang berkompeten di bidang kes-
ehatan global;

7) Deklarasi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) untuk mencapai The 2030 Agenda for
Sustainable Development;

8) Peran Kementerian Luar Negeri sebagai Eselon
2 yang membawahi pelaksanaan kerja sama in-
ternasional di Kemkes;

9) Potensi dana atau hibah eksternal untuk peny-
elenggaraan kerja sama internasional bidang
kesehatan;

10) Kerja sama yang telah terjalin baik dengan neg-
ara lain, organisasi regional, dan lembaga inter-
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nasional membuka peluang untuk pertukaran
pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya
kesehatan; dan

11) Kedudukan Indonesia dalam kerja sama region-
al dan multilateral.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Beberapa faktor yang menjadi kendala atau peng-

hambat dalam pencapaian target IKP Pusjak KGTK,
antara lain:

1) Terbatasnya tenaga kerja yang memiliki kom-
petensi dalam bidang diplomasi kesehatan dan
kerja sama internasional menjadi hambatan
dalam menjalankan program-program Kkerja
sama dengan efektif

2) Belum adanya mekanisme pemantauan pelak-
sanaan kerja sama luar negeri yang terintegrasi
di lingkungan Kementerian Kesehatan

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan
Untuk menghadapi kendala atau penghambat ter-
sebut dalam pencapaian target Indikator Kinerja Pro-
gram, antara lain:
1) Peningkatan kompetensi tenaga kerja dalam
diplomasi kesehatan dan kerja sama internasio-
nal, salah satunya melalui webinar peningkatan
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kapasitas diplomasi kesehatan global di ling-
kungan Kementerian Kesehatan bekerja sama
dengan P2KASN

2) Pengembangan mekanisme pemantauan yang
efektif, sehingga kerja sama internasional di bi-
dang kesehatan dapat berperan secara optimal
dalam menjaga kesehatan global dan mencapai
tujuan Transformasi Kesehatan yang diinginkan

7. Nilai Reformasi Birokrasi

Capaian Program Dukungan Manajemen meru-
pakan sumbangsih kepada nilai RB Kementerian Ke-
sehatan. Definisi operasional indikator Nilai Reformasi
Birokrasi Unit Eselon | adalah hasil penilaian Kemen-
terian PANRB atas pelaksanaan RB General dan RB
Tematik di lingkungan Kementerian Kesehatan. Cara
perhitungan menggunakan hasil penilaian Kement-
erian PANRB.

Pelaksanaan RB General, BKPK menjadi penang-
gung jawab untuk subindikator IKK, di mana Lembaga
Administrasi Negara (LAN) menjadi instansi pembina
untuk penilaian IKK. Pada tahun 2023, IKK Kementerian
Kesehatan ditargetkan 71, namun setelah mendapat-
kan penilaian dari LAN melebihi target, yaitu 82,90.
Adapun untuk Kementerian Kesehatan pada tahun
2023, target Nilai Reformasi Birokrasi adalah 85, se-
mentara setelah melakukan penilaian adalah 89,5.

Tabel 3.16.
Indikator Nilai Reformasi Birokrasi

PROGRAM

SASARAN INDIKATOR | TARGET | CAPAIAN

% CAPAIAN

Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan | Nilai
Dukungan tugas, pembinaan dan pemberian Reformasi
Manajemen dukungan manajemen Kementerian Birokrasi
Kesehatan
Tabel 3.17.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran

PROGRAM

Dukungan
Manajemen

Meningkatnya koordinasi

pemberian dukungan manajemen
Kementerian Kesehatan

SASARAN INDIKATOR | TARGET

pelaksanaan tugas, pembinaan dan

CAPAIAN | % CAPAIAN

Nilai Kinerja 93 94,3 101,4
Anggaran
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Gambar 3.2.a
Nilai Kinerja Anggaran

Faktor Penghambat

Permasalahan yang terjadi adalah perubahan road
map RB nasional sesuai Kemenpan RB Nomor 3 Ta-
hun 2023 sehingga perlu perubahan road map RB
Kemenkes, Penyusunan Rencana Aksi RB General dan
RB Tematik masih dalam proses pembahasan dengan
Kemenpan RB.

Upaya Tindak lanjut

Tidak lanjut yang akan dilakukan adalah sedang
disusun road map RB Kementerian Kesehatan dan
melakukan monitor dan koordinasi dengan Biro OSDM
Kemenkes terkait evaluasi penilaian RB.

8. Nilai Kinerja Anggaran

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diper-
oleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplika-
si SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan
dari:

a. Aspek Implementasi, yang memperhitungkan
realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan
RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditar-
getkan di dalam RKA-K/L secara tahunan;

b. Aspek Manfaat, yang memperhitungkan pen-
capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indika-
tor Sasaran Program/Indikator Kinerja Program
(IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang
ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L
secara tahunan; dan

c. Aspek Konteks, yang memperhitungkan rel-
evansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja
dengan dinamika masalah yang coba dipecah-
kan melalui intervensi program.

Nilai Kinerja

99.13
94.3

Sangat Baik

89.46

Capaian Sasaran Rata-rata NKA

Strategis Eselon

Faktor Penghambat Pencapaian Target

a. Penginputan untuk level RO dilakukan di aplikasi
SAKTI modul komitmen sehingga terdapat per-
bedaan dalam mekanisme penginputan capa-
ian output antara penanggung jawab monev
dengan operator SAKTI modul komitmen

b. Kurangnya monitoring dan sinkronisasi dalam
proses penginputan sehingga terjadi revisi/per-
baikan capaian output di aplikasi SAKTI modul
komitmen

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasala-
han dengan menyamakan persepsi dalam penginpu-
tan, melakukan koordinasi dengan operator SAKTI
sebelum penginputan, monitoring data di aplikasi
SMART DJA setelah dilakukan penginputan di SAKTI
serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan
Roren dan DJA.

9. Persentase Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas
Ditindaklanjuti BKPK

Definisi operasional rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti adalah rekomen-
dasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam
Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK) dan/
rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil
verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan
lengkap.

Cara perhitungan adalah jumlah kumulatif rekomen-
dasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditinda-
klanjuti dibagi dengan jumlah kumulatif rekomendasi
hasil pemeriksaan dikali 100%.
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Tabel 3.18.
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
yang Telah Tuntas ditindaklanjuti BKPK

PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET | CAPAIAN | % CAPAIAN

Dukungan Meningkatnya koordinasi Presentasi rekomendasi 104,86
Manajemen pelaksanaan tugas, pembinaan | hasil pemeriksaan

dan pemberian dukungan Badan Pemeriksa
manajemen Kementerian Keuangan yang telah
Kesehatan tuntas ditindaklanjuti

RINCIAN HASIL CAPAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
PER 31 DESEMBER 2023

Sail0c AWBl DENSASArKkan seiurun saigo P
Penanggung Ri
Jowenka LHP TEMUAN SARAN  Nilal Awal(Rp) LHF TEMUAN SARAM Seforan Diterima LHF TEMUAN SARAN Usulan TPTD (Rp)  Nilal Akhir (Rp) (%)

PEIIEE TL LHP PKPT 2008-2023

Progress Tindak Lamjut Saldo AKHIR

Progress

1 | PRPT 2008 - 2020 - 33 133 245 155.703.718.012 31 130 242 155.564.147.152 2 3 3 220.571.760 - 58, TEY:
2 | PKPT 2021 Inapaktorat I 5 18 a 125843 048.606 E) 18 23 125.943.048 606 - - - - - 100,00%,
3 | PKPT 2022 (LK 2021) I 1 5 17 21.399.301.034 - 4 15 21.336.102.797 1 1 2 - 63 388.237 B8, 24%
4 | PKPT Z023 (4 LHP Baru)| ins| rat il = - - - . - = v - - - =
5 | PKPT 2023 (LK 2022 Inspektorat I 1 2 2 - - 1 2 2 - - 10,00%

Total Saldo 287 303.136.188.552 302.843.288.555 229.5T1.760 :

BADAN KEBLIAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kantor Pusat |

Puszat Kebijakan Pembiayaan dan 5

Desentralisas| Kesehatan 12 &7 = ] 153.590.347.358 17 Gd 5] 153.590.347 .358 2 3 3 = L 96,BB%
2 Eet Badan KPK 2% 58 110 1288 B34.050 25 56 108 1.050 262 200 1 2 2 320.571.760 = 88, 1B%

Kantor Daerah / Satker Vertikal

1 Loka Litbangkes Walkabubak | 2| 2 | 4 ! 500.538.400 I 1 | 1 | 2 l 437.351.163 | 1 | 1 { zl - 63.288.237 50,00%

Catatan:

1. Satuan Kerja diatas merupakan Satuan kerja yang masih memiliki salso atas LHP BPK RI

2. Satuan Kerja yang tidak masuk kedalam rincian diatas merupakan Satuan kerja yang tidak memiliki saldo atas LHP BPK RI dengan
progress TL LHP BPK mencapai 100%

Kegiatan untuk Mencapai Target hak Kemenkes berupaya berkoordinasi dengan
a. Penyusunan dokumen instansi terkait.
b. Penyerahan dokumen/desk ke tim Itjen b. Satker berusaha menghubungi salah satu staf
c. Penandatanganan Berita Acara dari Itjen perusahaan via aplikasi chat dan mendatangi
d. Update matrik/rekap TL LHP hasil desk dengan kantor perusahaan tersebut.

ltjen Desk dengan BPK
e. Update matrik/rekap TL LHP hasil desk dengan 10. Persentase Realisasi Anggaran

BPK Definisi operasionalnya adalah persentase jumlah

Faktor Penghambat Pencapaian Target anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk

Saldo rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ada pencapaian kinerja organisasi. Cara perhitungan Jum-

yang masih proses/belum bisa tuntas karena : lah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran
a. Dokumen tindak lanjut dikeluarkan oleh instansi keseluruhan dikali 100.

lain yang di luar kuasa Kementerian Kesehatan,
seperti peraturan presiden dan peraturan men-
teri keuangan

b. Perusahaan rekanan dengan Loka Litbangkes
Waikabubak yang sudah tidak beroperasi lagi

Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan
a. Agar peraturan tersebut bisa terselesaikan, pi-
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Tabel 3.19.
Persentase Realisasi Anggaran

SASARAN INDIKATOR
Dukungan Meningkatnya koordinasi Persentase Realisasi 95 95,85 100,89
Manajemen pelaksanaan tugas, pembinaan | Anggaran

dan pemberian dukungan
manajemen Kementerian
Kesehatan

Kegiatan mencapai target:
a. Pengumpulan data dan informasi
b. Penyusunan laporan realisasi anggaran
c. Penyampaian realisasi anggaran

Faktor Penghambat

Pagu awal anggaran bantuan pemerintah dalam
bentuk uang terkait Kegiatan Uji Klinik Vaksin Merah
Putih (UK VMP) yang dilaksanakan oleh Universitas Air-
langga senilai Rp54.957.629.000,- tidak dapat optimal.
Realisasi kegiatan tersebut hanya Rp22.921.574.000,-.

Upaya Tindak Lanjut

Upaya yang dilakukan dalam rangka mengopti-
malkan realisasi anggaran dan memenuhi kebutuhan
alat pada laboratorium di lingkungan BKPK, sisa ang-
garan UK VMP dialihkan untuk pengadaan alat labo-
ratorium sebesar Rp21.458.961.000,- kepada 3 satker
UPT BKPK, yaitu Balai Litbangkes Magelang senilai
Rp10.538.220.000,-, Loka Litbangkes Waikabubak
senilai Rp9.550.375.000,-, dan Balai Litbangkes Aceh
senilai Rp1.370.366.000,-.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan
Unit Eselon 1 di Kementerian Lainnya

Program kebijakan merupakan salah satu sumber
inovasi yang diperlukan untuk terus bergerak maju. Di
dalam instansi kementerian dan lembaga, bidang ke-
bijakan pada umumnya sangat spesifik untuk menye-
suaikan kebutuhan penguasaan teknologi dan inovasi.
Di Kemenkes, BKPK merupakan unit yang secara khu-
sus melaksanakan perumusan kebijakan. Berdasarkan
penelusuran, kementerian yang memiliki badan kebi-
jakan ditemukan hanya empat instansi tapi hanya satu

instansi, yaitu Badan Kebijakan Fiskal, yang sudah ada
lebih awal dibandingkan dengan beberapa badan ke-
bijakan yang lahir baru tahun 2022 yanyg rierupakan
transformasi dari badan penelitian. Capaian Indikator
Kinerja Program BKPK tahun 2023 tidak dapat diper-
bandingkan dengan unit eselon | sejenis di kementeri-
an lain karena belum ada capaian kinerja tahun 2023
yang sudah resmi terbit.

B. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian target indikator kinerja program meru-
pakan sumbangsih dari pelaksanaan kegiatan generik
perumusan kebijakan di unit kerja BKPK dan kegiatan
khusus per Pusat Kebijakan. Berikut ini adalah tabel in-
dikator, definisi operasional, cara perhitungan dan tar-
get untuk indikator generik yang ada di seluruh Pusat
Kebijakan.
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Tabel 3.20.

Indikator, Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Target

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN TARGET
1 Persentase keputusan Persentase keputusan atau Jumlah keputusan atau peraturan 75
atau peraturan di atas peraturan di atas peraturan di atas menteri yang disusun sesuai
peraturan Menteri yang Menteri yang disusun sesuai | dengan kaidah penyusunan formulasi
disusun berbasis kajian dengan kaidah penyusunan kebijakan (pedoman standardisasi
dan bukti formulasi kebijakan proses formulasi kebijakan) dibagi
(pedoman standarisasi seluruh keputusan atau peraturan
proses formulasi kebijakan) di atas menteri pada tahun
yang sama dikali 100
2 Persentase keputusan Persentase keputusan atau Jumlah keputusan atau peraturan 75
atau peraturan Menteri peraturan Menteri yang Menteri yang disusun sesuai dengan
yang disusun berbasis disusun sesuai dengan kaidah penyusunan formulasi kebijakan
kajian dan bukti kaidah penyusunan formulasi | (pedoman standardisasi proses
kebijakan (pedoman formulasi kebijakan) dibagi seluruh
standardisasi proses keputusan atau peraturan Menteri
formulasi kebijakan) pada tahun yang sama dikali 100
3 Persentase keputusan Persentase keputusan atau Jumlah keputusan atau peraturan 75
atau peraturan di bawah peraturan di bawah di bawah peraturan Menteri yang
peraturan Menteri yang peraturan Menteri yang disusun sesuai dengan kaidah
disusun berbasis kajian disusun sesuai dengan penyusunan formulasi kebijakan
dan bukti kaidah penyusunan formulasi | (pedoman standardisasi proses
kebijakan (pedoman formulasi kebijakan) dibagi seluruh
standardisasi proses keputusan atau peraturan di bawah
formulasi kebijakan) peraturan Menteri pada tahun yang
sama dikali 100
4 Persentase kebijakan Persentase kebijakan atau Jumlah kebijakan atau regulasi yang 80
kesehatan yang disusun regulasi yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Kementerian
berdasarkan rekomendasi | oleh Kementerian Kesehatan | Kesehatan pada tahun sebelumnya
kebijakan di bidang yang dirumuskan dari (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi
Kesehatan global dan rekomendasi hasil kajian hasil kajian yang dihasilkan BKPK
teknologi kesehatan yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah
kebijakan atau regulasi yang
dikeluarkan Kementerian Kesehatan
pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100
5 Persentase kabupaten/ Persentase kabupaten/kota Jumlah kabupaten/kota yang 50
kota yang mengadopsi yang melaksanakan melaksanakan kebijakan Transformasi
kebijakan Transformasi kebijakan Transformasi Kesehatan dibagi seluruh kabupaten/
Kesehatan Kesehatan pada satu tahun kota dikali 100
anggaran

Berikut adalah penjabaran capaian kiner-
ja masing-masing kegiatan di lingkungan

BKPK:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan

Upaya Kesehatan

Kegiatan ini dikelola oleh Pusat Kebijak-
an Upaya Kesehatan (Pusjak UK) di Ling-
kungan BKPK. Hasil kinerja kegiatan kebi-
jakan upaya kesehatan berbasis bukti pada
tahun 2023 adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.21
Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Kebijakan
Upaya Kesehatan Berbasis Bukti Tahun 2023

SASARAN INDIKATOR @ CAPAIAN | % CAPAIAN

Meningkatnya kebijakan upaya
kesehatan berbasis bukti

Persentase keputusan atau 75 100 133
peraturan di atas peraturan
Menteri yang disusun berbasis
kajian dan bukti

Persentase keputusan atau 75 100 133
peraturan Menteri yang disusun
berbasis kajian dan bukti

Persentase keputusan atau 75 100 133
peraturan di bawah peraturan
Menteri yang disusun berbasis
kajian dan bukti

Persentase kebijakan kesehatan 80 100 125
yang disusun berdasarkan
rekomendasi kebijakan di bidang
Upaya Kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang 50 100 200

mengadopsi kebijakan
Transformasi Kesehatan

Kegiatan meningkatnya kebijakan upaya kesehatan
berbasis bukti dari lima indikator itu seluruhnya terca-
pai melebihi target. Bagian berikut adalah penjabaran
masing-masing indikator kinerja kegiatan kebijakan
upaya kesehatan berbasis bukti yang akan menjelas-
kan proses kegiatan, kendala, dan tindak lanjut suatu
indikator.

a. Persentase keputusan atau peraturan
di atas peraturan Menteri yang disusun
berbasis kajian dan bukti

Indikator Persentase Keputusan atau Peraturan di
atas Peraturan Menteri yang Disusun Berbasis Kajian
dan Bukti, tercapai sebesar 133%, dengan capaian
100% dari target 75%. Dari hasil reviu menggunakan
instrumen Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
dan Indikator Kinerja Program (IKP) Renstra Kemenkes
terhadap 1keputusan atau peraturan di atas peraturan
Menteri mempunyai skor sama dengan atau lebih be-
sar dari 65. Regulasi/kebijakan terkait bidang Upaya
Kesehatan di atas Menteri hanya ada Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indi-
kator kinerja ini adanya dukungan dari Tim Kerja Hu-
kum dan Strategi Kebijakan Sekretariat BKPK yang su-
dah membantu memfasilitasi dalam mencapai target
indikator kinerja Pusjak Upaya Kesehatan.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Dalam mencapai target indikator kinerja kendala
yang dihadapi yaitu pencapaian target bergantung
pada hasil identifikasi keputusan atau peraturan di
atas Menteri yang terkait dengan upaya Kesehatan.

Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan

Tindak lanjut yang dilakukan untuk menghadapi
kendala tersebut adalah melakukan koordinasi dan
komunikasi dengan tim kerja Hukum dan Strategi Ke-
bijakan.

b. Persentase Keputusan atau Peraturan
Menteri yang Disusun Berbasis Kajian
dan Bukti

Indikator Persentase Keputusan atau Peraturan
Menteri yang Disusun Berbasis Kajian dan Bukti ter-
capai sebesar 133%, dengan capaian 100% dari target
75%. Dari hasil reviu menggunakan instrumen Pengu-
kuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator
Kinerja Program (IKP) Renstra Kemenkes terhadap 5
regulasi terkait bidang Upaya Kesehatan, yaitu per-
aturan atau keputusan menteri kesehatan dan Surat
Edaran Menteri Kesehatan adalah semua mempunyai
skor sama dengan atau lebih besar dari 65. Faktor ke-
berhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja
ini adanya dukungan dari Tim Kerja Hukum dan Strate-
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gi Kebijakan Sekretariat BKPK yang sudah membantu
memfasilitasi dalam mencapai target indikator kinerja
Pusjak Upaya Kesehatan.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Pencapaian target indikator kinerja ini menghadapi

beberapa kendala, sebagai berikut:

a) Unit utama belum memahami cara mengisi in-
strumen penilaian sehingga agak susah memin-
ta unit utama untuk mengisi instrumen

b) Tidak mudah meminta data dukung yang
berkaitan dengan keputusan atau peraturan
terkait karena satu peraturan atau keputusan
melibatkan beberapa unit utama teknis

Upaya Tindak Lanjut yang dilakukan
a) Berkoordinasi dengan unit utama terkait
b) Melakukan pendampingan unit teknis dalam
pengisian instrumen sehingga bisa menyamak-
an persepsi dalam mengisi
c. Persentase Keputusan atau Peraturan di Bawah
Peraturan Menteri yang Disusun Berbasis Kajian
dan Bukti

Indikator Persentase Keputusan atau Peraturan di
Bawah Peraturan Menteri yang Disusun Berbasis Ka-
jian dan Bukti tercapai sebesar 133%, dengan capaian
100% dari target 75%. Dari hasil reviu menggunakan
instrumen Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
dan Indikator Kinerja Program (IKP) Renstra Kemenkes
terhadap 7 regulasi terkait bidang Upaya Kesehatan,
yaitu peraturan di bawah menteri kesehatan, seperti
keputusan atau surat edaran dirjen adalah semua
mempunyai skor sama dengan atau lebih besar dari 65
(kategori baik). Faktor keberhasilan dalam pencapaian
target indikator kinerja ini adanya dukungan dari Tim
Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan Sekretariat BKPK
yang sudah membantu memfasilitasi dalam mencapai
target indikator kinerja Pusjak Upaya Kesehatan.

Faktor Penghambat Pencapaian Target
a) Unit utama belum memahami cara mengisi in-
strumen penilaian sehingga agak susah memin-
ta unit utama untuk mengisi instrumen
b) Tidak mudah meminta data dukung yang
berkaitan dengan keputusan atau peraturan
terkait karena satu peraturan atau keputusan
melibatkan beberapa unit utama teknis

Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan
a) Berkoordinasi dengan unit utama terkait
b) Melakukan pendampingan unit teknis dalam
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pengisian instrumen sehingga bisa menyamakan per-
sepsi dalam mengisi

d. Persentase Kebijakan Kesehatan yang
Disusun Berdasarkan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Upaya Kesehatan

Indikator Persentase Kebijakan Kesehatan yang
Disusun Berdasarkan Rekomendasi Kebijakan di bi-
dang Upaya Kesehatan, tercapai sebesar 125%, den-
gan capaian 100% dari target 80%. Terdapat 1 kebi-
jakan yang dihasilkan Kemenkes pada T-1 yaitu Tahun
2022, yang disusun berdasarkan 1 rekomendasi ke-
bijakan di bidang Upaya Kesehatan mempunyai skor
sama dengan atau lebih besar dari 65, yaitu SE Ditjen
P2P No. HK.02.02/11/252/2022 tentang Vaksinasi Cov-
id-19 Dosis Lanjutan (Booster) berdasarkan rekomen-
dasi kebijakan hasil penelitian vaksin booster homolog
dan heterolog pada vaksinasi primer Sinovac, Astra-
Zeneca, dan Pfizer.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indi-
kator kinerja ini adanya dukungan dari Tim Kerja Hu-
kum dan Strategi Kebijakan Sekretariat BKPK yang su-
dah membantu memfasilitasi dalam mencapai target
indikator kinerja Pusjak Upaya Kesehatan.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Dalam pencapaian target kinerja pada indikator
ini, mengalami kendala, yaitu dalam menelusuri kajian
atau rekomendasi kebijakan serta data dukung yang
berkaitan termasuk pengawalan proses rekomendasi
kebijakan hingga menjadi regulasi. Upaya tindak lanjut
yang dilakukan yaitu menelusuri kembali kajian atau
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait upaya
kesehatan.

e. Persentase Kabupaten/Kota yang Men-
gadopsi Kebijakan Transformasi
Kesehatan

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Men-

gadopsi Kebijakan Transformasi Kesehatan, tercapai
sebesar 186%, dengan capaian 93% dari target 50%.
Pusjak Upaya Kesehatan berada pada area kebijakan
di Pilar Transformasi Layanan Primer dan Pilar Trans-
formasi Layanan Rujukan. Dari hasil analisis Sinergi
Kebijakan Transformasi Kesehatan Pusat dan Daerah,
diperoleh bahwa:

1. Sebanyak 363 dari 387 atau 93% kabupaten/
kota menyatakan telah mengadopsi minimal
satu kebijakan dalam Pilar Transformasi Lay-
anan Primer

2. Sebanyak 363 dari 387 atau 93% kabupaten/
kota menyatakan telah mengadopsi minimal
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satu kebijakan dalam Pilar Transformasi Layan-
an Rujukan

Sehingga persentase rata-rata dari kedua pilar
tersebut adalah sebesar 93%.

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target indi-
kator kinerja ini adanya dukungan dari Tim Kerja Pem-
binaan Wilayah Sekretariat BKPK yang sudah mem-
bantu memfasilitasi dalam mencapai target indikator
kinerja Pusjak Upaya Kesehatan.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem
Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan
Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dikelola oleh
Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan (Pusjak SKK & SDK). Hasil
kinerja Pujak SKK & SDK semester | tahun 2023 disaji-
kan pada Tabel 3.22.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan

Tabel 3.22.
Kegiatan Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan

SASARAN INDIKATOR KINERJA @ CAPAIAN | % CAPAIAN

Meningkatnya Kebijakan Sistem
Ketahanan Kesehatan dan
sumber daya kesehatan
berbasis bukti

Persentase keputusan atau
peraturan di atas peraturan
Menteri yang disusun berbasis
kajian dan bukti

Persentase keputusan atau
peraturan Menteri yang disusun
berbasis kajian dan bukti

75

100

133

Persentase keputusan atau
peraturan di bawah peraturan
Menteri yang disusun berbasis

75

100

133

dan bukti

kajian dan bukti Persentase

keputusan atau peraturan

di bawah peraturan Menteri

yang disusun berbasis kajian

Persentase kebijakan kesehatan 80 100 125
yang disusun berdasarkan
rekomendasi kebijakan di bidang
Sistem Ketahanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan

Persentase kabupaten/kota 50 97,5 195
yang mengadopsi kebijakan
Transformasi Kesehatan

Faktor Penghambat Pencapaian Target
Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indi-
kator terkait yaitu kabupaten/kota belum memahami
cara mengisi instrumen penilaian sehingga jumlah ka-
bupaten/kota yang mengisi instrumen tidak maksimal.

Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan

Tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi ken-
dala adalah melakukan pendampingan kepada kabu-
paten/kota dalam mengisi instrumen sehingga dapat
menyamakan persepsi dalam mengisi instrumen.

Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan seluruh Indi-
kator telah melampaui target. Bagian berikut adalah
penjabaran masing-masing indikator kinerja bidang
upaya kesehatan masyarakat yang akan menjelaskan
faktor keberhasilan dan kegagalan pencapaian suatu
indikator.

a. Persentase Keputusan atau Peraturan
di Atas Peraturan Menteri yang Disusun
Berbasis Kajian dan Bukti

Capaian kinerja indikator Persentase keputusan
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atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disu-
sun berbasis kajian dan bukti melebihi dari target
yang ditetapkan di dokumen Perjanjian Kinerja sebe-
sar 100%. Faktor keberhasilan tercapainya IKK 1 yaitu
karena dilaksanakannya monitoring tindak lanjut taha-
pan progress capaian secara rutin per bulan dan per
triwulan oleh seluruh tim perencana, tim kerja, dan
para Analis Kebijakan Utama (AKAU). Adapun kinerja
anggaran IKK 1 mencapai 95,65% dibandingkan den-
gan pagu yang tersedia. Hal tersebut dapat disimpul-
kan bahwa capaian kinerja Pusat Kebijakan Sistem
Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
melebihi target dan sudah mencapai target sesuai PK .

Faktor Penghambat Pencapaian Output
a) Minimnya informasi terkait penentuan kaitan
regulasi terhadap ldentifikasi Rekomendasi Ke-
bijakan yang dihasilkan berdasarkan bukti dan
hasil identifikasi
b) Pencapaian target IKK sangat bergantung den-
gan hasil identifikasi dan keberadaan keputusan
atau peraturan tersebut yang terkait dengan
Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan & Sum-
ber Daya Kesehatan sehingga jika tidak ditemu-
kan kebijakan terkait Pusjak SKK & SDK maka
proses analisis tidak dapat dilaksanakan

Upaya Tindak Lanjut Mengatasi Masalah

a) Kebijakan tertulis antar-pimpinan BKPK den-
gan unit utama lainnya terkait dengan informasi
regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan yang melibatkan Biro Hukum Ke-
menterian Kesehatan dan Tim Kerja Hukum dan
Strategi Kebijakan BKPK dalam mengidentifika-
si seluruh regulasi yang dikeluarkan Kemenkes
untuk dijadikan populasi capaian IKK Pusjak SKK
dan SDK

b) Mencari bukti bukti pendukung keterlibatan
Pusjak SKK dan SDK dalam forum uji publik la-
hirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17
Tahun 2023

Keberhasilan IKK 1 dapat dilihat dari mulai terlibat-
nya ASN Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehat-
an dan Sumber Daya Kesehatan dalam menghadiri
rapat-rapat uji publik tentang pelaksanaan Undang-
Undang Kesehatan seperti substansi penggolongan
obat bahan alam, substansi perencanaan tenaga kes-
ehatan, pemerataan dan keterjangkauan pembekalan
kesehatan serta praktik kefarmasian dan penggolon-
gan obat, pendayagunaan (pengaturan penempatan
WNI WNA)
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b. Persentase keputusan atau Peraturan
Menteri yang Disusun Berbasis Kajian dan
Bukti

Pada tahun 2023 Pusat Kebijakan Sistem Ketah-
anan Kesehatan & Sumber Daya Kesehatan berkon-
tribusi dalam terbitnya 10 regulasi peraturan atau
Keputusan Menteri tersebut dan sudah dilakukan self
assesment terhadap regulasi tersebut dengan kriteria
baik atau dengan nilai lebih dari sama dengan 65

Faktor Penghambat Pencapaian Target
a) Minimnya informasi terkait penentuan kaitan
regulasi terhadap Identifikasi Rekomjak yang di-
hasilkan berdasarkan bukti dan hasil identifikasi
b) Pencapaian target IKK sangat bergantung den-
gan hasil identifikasi dan keberadaan keputusan
atau peraturan tersebut yang terkait dengan
Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan & Sum-
ber Daya Kesehatan sehingga jika tidak ditemu-
kan kebijakan terkait Pusjak SKK & SDK maka

proses analisis tidak dapat dilaksanakan

Upaya Tindak Lanjut Mengatasi Masalah

a) Melibatkan Biro Hukum Kementerian Kesehatan
dan Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
BKPK dalam mengidentifikasi seluruh regulasi
yang dikeluarkan Kemenkes untuk dijadikan
populasi capaian IKK Pusjak SKK dan SDK

b) Mengikutsertakan para unit-unit utama sebagai
pemrakarsa regulasi di dalam pertemuan focus
group discussion (FGD) dan konsinyering

Analisis Keberhasilan

1) Keberhasilan IKK 2 dapat dilihat dari upaya dari
seluruh pegawai khususnya para tim kerja di
lingkungan Pusjak SKK dan SDK dalam berkoor-
dinasi dengan unit-unit utama di lingkungan Ke-
menkes

2) Dukungan perangkat manajemen dari Sekre-
tariat Badan Kebijakan khususnya dari tim kerja
Hukum dan Strategi Kebijakan Pembangunan
Kesehatan dalam pendampingan identifikasi
regulasi

3) Sub-bagian administrasi umum dalam memfasil-
itasi pertemuan dengan unit unit utama

c. Persentase Keputusan atau di Bawah
Peraturan Menteri yang Disusun Berbasis
Kajian dan Bukti

Pada tahun 2023 Pusat Kebijakan Sistem Ketah-
anan Kesehatan & Sumber Daya Kesehatan berkontri-
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busi dalam terbitnya 3 regulasi peraturan atau kepu-
tusan di bawah peraturan menteri tersebut dan sudah
dilakukan self assessment terhadap regulasi tersebut
dengan kriteria baik atau dengan nilai lebih dari 65.
Untuk faktor penghambat, upaya tindak lanjut yang
dilakukan sama dengan penjelasan pada indikator
Persentase Keputusan atau Peraturan Menteri yang
Disusun Berbasis Kajian dan Bukti.

d. Persentase kebijakan kesehatan yang
Disusun Berdasarkan Rekomendasi Kebi-
jakan di Bidang Sistem Ketahanan Kes-
ehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Persentase kebijakan kesehatan yang disusun ber-
dasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem
Kesehatan memiliki capaian 100% dari target 80%,
Hasil identifikasi terdapat peraturan dan tersusun dari
Rekomijak di bidang SKK dan SDK pada tahun 2022
adalah 2 peraturan yang memenuhi kriteria.

Faktor Penghambat Pencapaian Target
a) Minimnya informasi terkait penentuan kaitan
regulasi terhadap identifikasi Rekomjak yang di-
hasilkan berdasarkan bukti dan hasil identifikasi
b) Pencapaian target IKK sangat bergantung den-
gan hasil identifikasi dan keberadaan keputusan

atau peraturan tersebut yang terkait dengan
Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan & Sum-
ber Daya Kesehatan sehingga jika tidak ditemu-
kan kebijakan terkait Pusjak SKK & SDK maka
proses analisis tidak dapat dilaksanakan.

Upaya tindak lanjut mengatasi masalah dengan
melibatkan Biro Hukum Kementerian Kesehatan dan
Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan BKPK dalam
mengidentifikasi seluruh regulasi yang dikeluarkan Ke-
menkes untuk dijadikan populasi capaian IKK Pusjak
SKK dan SDK.

e. Persentase Kabupaten/Kota yang
Mengadopsi Kebijakan Transformasi Kes-
ehatan

Secara strategis pemerintah daerah berperan san-
gat penting untuk menyukseskan seluruh program
yang ada di pusat (Kementerian Kesehatan). Untuk
itu, perlu sinergi dan implementasi dari strategi yang
telah dibuat oleh pusat di daerah masing-masing .
Sesuai dengan Transformasi Kesehatan, maka pada
IKK 5 ini Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan diberikan mandat untuk
mengawal capaian adopsi kebijakan tingkat kabupat-
en/kota untuk pilar Transformasi Kesehatan.

Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi
kebijakan transformasi kesehatan

Definisi Operasional

Input Tools

Instrumen

Kebijakan
Transformasi

Hasil Evaluasi
Capaian adopsi

kab/kota terlcait
/ Kesehatan Pusat -

Daerah™
(dizuvaun oleh BKPK)

6 Pilar Transformasi
Kesehatan

Output

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan

kebijakan transformasi kesehatan
pada satv tahun anggaran

Cara Perhitungan

Jumiah kabupaten/kota yang
melaksanakan kebijakan
fransformasi kesehatan

Seluruh kabupaten/kota

Lapoaran Hazil Analiziz Kabupaten/kota melakzanakan transformasi kesehatan
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Dari skema di atas, untuk mendapatkan data jumlah
kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Trans-
formasi Kesehatan dilakukan dengan menyerahkan
kuesioner ke kabupaten/kota. Dalam surat edaran
yang dikeluarkan Sekretaris BKPK Nomor PR.05.03/
H.I/7563/2023 tanggal 24 Oktober 2023, Pusjak
Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Ke-
sehatan sebagai narahubung dalam penyampaian
instrumen kebijakan Transformasi Kesehatan untuk 9
provinsi di 116 kabupaten/kota. Namun, dalam melihat
pemetaan pilar Transformasi Kesehatan, yaitu ketah-
anan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang
diadopsi kabupaten/kota, Pusjak Sistem Ketahanan
Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan ditugaskan
untuk memonitor seluruh 514 kabupaten/kota. Setelah
dilakukan analisis atas jawaban kuesioner dari seluruh
kabupaten/kota, diperoleh jumlah kabupaten/kota
yang memberikan tanggapan adalah 387 kabupaten/
kota.

Analisa Keberhasilan

Beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian

target indikator kinerja kegiatan di antaranya adalah:

a) Terkumpulnya kuesioner sinergi kebijakan
Transformasi Kesehatan dari 116 kabupaten/
kota.

b) Tersusunnya laporan Capaian Sinergi Kebi-
jakan Transformasi Kesehatan Daerah dengan
capaian persentase daerah yang memberikan
tanggapan untuk pilar Transformasi Ketahanan
Kesehatan sebesar 95,3 % dan Sumber Daya
Kesehatan sebesar 99,7 %.

Faktor Penghambat Pencapaian Target
a) Penyampaian kuesioner evaluasi sinergisme
kebijakan Transformasi Kesehatan pusat dan
daerah capaian adopsi kebijakan tingkat kabu-
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paten/kota ke seluruh kabupaten kota baru di-
laksanakan pada bulan Oktober 2023 dikarena-
kan belum optimalnya sinkronisasi kegiatan di
pusjak SKK dan SDK dalam menuntaskan IKK 5

b) Umpan balik dari dinas kesehatan kabupaten/
kota terhadap pengisian kuesioner capaian
adopsi membutuhkan waktu sehingga analisis
terhadap capaian IKK 5 menjadi terlambat

¢c) Masih banyak dinas kesehatan kabupaten/kota
yang belum sepenuhnya menjawab dengan
benar perihal pengisian kuesioner

Upaya Tindak lanjut yang Dilakukan

a) Melakukan konsinyasi/pertemuan dengan 116
dinas kesehatan kabupaten/kota yang menjadi
pengampu Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan baik luring mau-
pun daring dalam membahas instrumen adopsi
pilar Transformasi Kesehatan

b) Melakukan koordinasi antar-satuan kerja di unit
BKPK dalam melakukan analisis capaian per
pilar Transformasi Kesehatan dengan tujuan
mensinkronkan data per pilar Transformasi Kes-
ehatan dengan masing masing kabupaten/kota
yang diampu

c) Berkoordinasi dengan tim kerja Pembinaan
Wilayah Setbadan sebagai koordinator sub-
stansi IKK 5

3. Terlaksananya Penyiapan
Implementasi Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan

Kegiatan ini dikelola oleh Pusat Kebijakan Pembi-
ayaan Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak
PDK) dengan beberapa indikator kinerja pada Tabel
3.23. Untuk kegiatan ini, seluruh indikator capaian out-
put-nya melebihi target.
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Tabel 3.23.
Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Penyiapan Implementasi Pembiayaan
dan Jaminan Kesehatan Tahun 2023

SASARAN INDIKATOR KINERJA ﬁ CAPAIAN | % CAPAIAN

Terlaksananya penyiapan
implementasi pembiayaan dan
jaminan kesehatan

Persentase peserta JKN yang 60 87,1 145
berisiko yang mendapatkan
layanan skrining kesehatan

Persentase belanja kesehatan 12 13,2 10
promotif preventif dalam JKN

Persentase provinsi dan 75 79,7 106,3
kabupaten/kota yang
menghasilkan rekomendasi dari
hasil perhitungan Provincial Health
Account/ District Health Account
(PHA/DHA)

Persentase kabupaten/kota yang 75 100 133
memberikan insentif pelaksanaan
Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) bersumber APBD murni

Persentase asuransi kesehatan 75 100 133
swasta yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang 75 89,9 120
melakukan kemitraan pembiayaan
pemerintah dan swasta dalam
penanganan 9 penyakit prioritas

Persentase kabupaten/kota yang 75 79,6 106
melakukan kemitraan pembiayaan
pemerintah dan swasta dalam

upaya skrining 14 penyakit

Bagian berikut adalah penjabaran masing-masing
indikator kinerja kegiatan ini yang akan menjelaskan
faktor keberhasilan dan kegagalan pencapaian suatu
indikator.

a. Persentase Peserta JKN yang Berisiko
yang Mendapatkan Layanan Skrining
Kesehatan

Merupakan indikator untuk pendukung capaian ISS.
Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian, permasala-
han dan pemecahan masalahnya telah dijelaskan pada
sub-bagian Indikator Sasaran Strategis (ISS).

b. Persentase Belanja Kesehatan Promotif
Preventif dalam JKN

Definisi operasionalnya adalah persentase belanja
kesehatan promotif preventif program JKN. Sumber
data dari NHA. Cara perhitungan dengan menghitung
jumlah belanja kesehatan promotif preventif program

JKN dibagi total belanja kesehatan JKN dikali 100.

Analisis Pencapaian

Penyusunan NHA pada tahun 2023 merupakan
gambaran belanja kesehatan di Indonesia pada tahun
2021 atau T-1, hal ini perlu dilakukan agar pemanfaatan
NHA sesuai dengan waktu perencanaan pengangga-
ran kesehatan di Indonesia. Belanja kesehatan Indone-
sia umumnya terus meningkat dari tahun ke tahun na-
mun pada tahun 2022 mengalami penurunan karena
belanja publik menurun dikarenakan tidak lagi fokus
pada penanggulangan COVID-19. Pada tahun 2022
total belanja kesehatan Indonesia mencapai Rp 569,4
triliun atau mengalami penurunan cukup tajam seban-
yak 16% dari total belanja kesehatan dengan COVID-19
pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, total belanja kesehatan dari pro-
gram JKN sebesar Rp 123,7 triliun atau sebesar 21,7%
dari total belanja kesehatan. Belanja JKN ini mening-
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kat karena peningkatan utilisasi akibat berakhirnya
pandemi COVID-19. Belanja kesehatan dalam layanan
primer program JKN yang termasuk promotif preven-
tif dengan provider FKTP sebesar 13,2% (Rp 16,1 triliun)

Gambar 3.3.

Gambaran Belanja

dalam Layanan Primer
Program JKN yang
Termasuk Promotif Preventif
Tahun 2019-2022

2019

Il MANAJEMEN & ADMINISTRASI

dari total belanja program JKN. Berdasarkan dari data
tersebut maka capaian target indikator ini telah me-
lebihi target dari yang telah ditetapkan, yaitu capaian
13,2% dari target 12% (110%).

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target
Data capaian indikator ini berasal dari produksi NHA
t-1. Persentase belanja kesehatan promotif preventif
dapat dihitung apabila data full klaim JKN dari BPJS
Kesehatan sudah diperoleh. Berikut aktivitas kegiatan
yang dilaksanakan untuk mencapai berikut
1. Menyusun Juknis interoperabilitas data dengan
BPJS Kesehatan
2. Melakukan triangulasi data dengan BPJS Kes-
ehatan

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Proses perhitungan belanja kesehatan promotif
preventif dalam JKN menunggu data full klaim JKN
dari BPJS Kesehatan yang baru diberikan ke Pusjak
PDK di bulan Agustus. Data tersebut dikirimkan oleh
BPJS Kesehatan melalui SIPK (Sistem Informasi Pem-
biayaan Kesehatan), namun terdapat kendala tek-
nis dalam sistem dalam menerima data, yaitu proses
download yang lama karena limitasi kecepatan proses
download. Untuk mengatasi kendala tersebut, DTO
berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk menam-
bah batasan kecepatan proses download.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan
Dalam upaya mengatasi hambatan dalam pelaksa-
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naan perhitungan belanja kesehatan promotif preven-
tif, Pusjak PDK akan berkoordinasi dengan DTO ter-
kait perbaikan SIPK agar proses interoperabilitas data
lebih baik.

122,2

2020 2021 2022
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c. Persentase Provinsi Dan Kabupaten/
Kota yang Menghasilkan Rekomendasi
dari Hasil Perhitungan Provincial Health
Account/District Health Account (PHA/
DHA)

Definisi Operasional Persentase seluruh provinsi
dan persentase kabupaten/kota yang menghasilkan
rekomendasi dari hasil perhitungan PHA dan hasil
perhitungan DHA pada provinsi dan kabupaten/kota
dengan kapasitas fiskal tinggi dan sedang. Terdapat 3
tahap dalam menghitung capaian indikator, yaitu:

1. Jumlah provinsi yang menghasilkan rekomen-
dasi dari hasil perhitungan PHA dibagi total
provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi dan se-
dang yang sudah melakukan perhitungan PHA
dikali 100

2. Jumlah kabupaten/kota yang sudah menghasil-
kan rekomendasi dari hasil perhitungan DHA
dibagi total kabupaten/kota kapasitas fiskal
tinggi dan sedang yang sudah melakukan per-
hitungan DHA dikali 100

3. Rerata dari persentase provinsi yang meng-
hasilkan PHA dan persentase kabupaten/kota
yang menghasilkan DHA dibagi 2

Analisis Pencapaian

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia
telah mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/
kota agar mampu melaksanakan perannya dengan
baik. Dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional
(SKN), terdapat subsistem pembiayaan kesehatan
yang perlu ditelusuri dan dicatat dengan instrumen
terstandarisasi untuk mendapatkan gambaran aliran



dana kesehatan dari berbagai sumber secara sistema-
tik, komprehensif, konsisten, dan berkelanjutan. Pada
tingkat nasional, pemerintah pusat menggunakan in-
strumen National Health Account (NHA), sedangkan di
tingkat daerah health accounts berupa District Health
Account (DHA) di tingkat kabupaten/kota dan Provin-
cial Health Account-partial (PHA-p) di tingkat provinsi.

Pelaksanaan PHA-p dan DHA ini juga dalam rangka
mendukung Transformasi Sistem Kesehatan khusus-
nya pilar 4 Transformasi Sistem Pembiayaan Kese-
hatan sebagai bahan monitoring dan masukan untuk
evaluasi pembiayaan kesehatan di daerah. Pilar Trans-
formasi Sistem Pembiayaan Kesehatan bertujuan
menciptakan pembiayaan kesehatan yang cukup, ter-
alokasi secara adil, berkelanjutan, dan digunakan se-
cara efektif dan efisien untuk mencegah penyakit dan
menyediakan pelayanan Kesehatan.

Data DHA dan PHA-p diharapkan dapat diman-
faatkan pemerintah daerah, baik kabupaten/kota
maupun provinsi, sebagai bahan advokasi kepada
para pengambil keputusan untuk perbaikan kebijakan
pembangunan kesehatan secara efektif dan berkelan-
jutan. Kementerian Kesehatan cq. Pusat Kebijakan
Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan melakukan
pendampingan bagi daerah (provinsi dan kabupaten/
kota) dalam melaksanakan proses produksi PHA-p/
DHA di wilayahnya dan pendampingan untuk melaku-
kan sosialisasi atau diseminasi hasil kepada pimpinan
daerah dan pengambil kebijakan di daerah.

Berikut perhitungan capaian untuk indikator ini
berdasarkan dari dokumen telaah berisi rekomendasi
yang dihasilkan :

1. Dari 5 provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi

dan sedang yang telah melakukan perhitungan
PHA-p pada Tahun 2023, telah dihasilkan doku-
men telaah berisi rekomendasi dari 4 provinsi
atau capaian sebesar 80%

2. Dari 34 kabupaten/kota dengan kapasitas fis-
kal sedang dan tinggi yang telah melakukan
perhitungan DHA, telah dihasilkan dokumen te-
laah berisi rekomendasi dari 27 kabupaten/kota
atau capaian sebesar 79,4%

Berdasarkan perhitungan di atas, maka rerata
persentase provinsi yang menghasilkan PHA-p dan
persentase kabupaten/kota yang menghasilkan DHA
adalah 79,7% sehingga untuk capaian target indikator
ini telah melebihi target dari yang telah ditetapkan,
yaitu capaian 79,7% dari target 75%

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pendamp-
ingan PHA-p/DHA tahun 2023 telah dilaksanakan di
11 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi,
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi
Selatan, Maluku, Papua, dan DKI Jakarta. Pelaksanaan
pendampingan dimulai bulan Juni-Oktober 2023 den-
gan melibatkan Tim Kerja Kebijakan Health Accounts
dan akademisi. Pelaksanaan pendampingan dilaku-
kan di provinsi dengan mengundang perwakilan dari
kabupaten/kota, yaitu dinas kesehatan, rumah sakit,
Bappeda, dan BPKAD. Berikut adalah bagan jumlah
daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan
perhitungan PHA/DHA berdasarkan Kapasitas Fiskal
Daerah (KFD):

Gambar 3.4.
Jumlah Provinsi yang Dilakukan Pendampingan PHA-p Tahun 2023

3 Provinsi
KFD Sangat
Tinggi

5 Provinsi
KFD Sedang dan
Tinggi

1 Provinsi
KFD Sangat
Tinggi

2 Provinsi
KFD Sangat
Rendah
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Dari hasil pendampingan tersebut didapatkan 11
provinsi yang menyusun PHA-p dan empat di anta-
ranya dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi yang
menyusun telaah rekomendasi, yaitu provinsi Aceh,
Riau, Maluku, dan Sumatera Utara. Selanjutnya, ter-
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dapat 60 kabupaten/kota yang menyusun DHA. Ka-
bupaten/kota dengan kapasitas fiskal sedang dan
tinggi sebanyak 34, yang 27 di antaranya dengan
kapasitas fiskal sedang dan tinggi yang menyusun te-
laah rekomendasi.

Gambar 3.5.
Jumlah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pendampingan PHA-p Tahun 2023

60 Kab/Kota

20 Kab/Kota
KFD Sangat
Tinggi

34 Kab/Kota
KFD Sedang dan
Tinggi

3 Kab/Kota
KFD Sangat
Rendah

3 Kab/Kota

KFD Sangat
Tinggi

Tabel 3.24.
Kabupaten/Kota dengan Kapasitas Fiskal Sedang dan Tinggi
yang Menyusun Telaah Rekomendasi Tahun 2023

n NAMA KABUPATEN/KOTA n NAMA KABUPATEN/KOTA

Kab. Pidie Kota Bekasi
2 Kab. Gayo Lues 16 Kab. Purworejo
3 Kab. Aceh Tamiang 17 Kota Semarang
4 Kab. Deli Serdang 18 Kab. Sleman
5 Kab. Nias 19 Kota Yogyakarta
6 Kab. Samosir 20 Kota Parepare
7 Kab. Padang Lawas Utara 21 Kab. Maluku Tengah
8 Kab. Labuhan batu Selatan 22 Kab. Maluku Tenggara
9 Kab. Batanghari 23 Kab. Seram Bagian Timur
10 Kab. Tanjung Jabung Barat 24 Kota Pekanbaru
" Kab. Bogor 25 Kab. Kepulauan Meranti
12 Kab. Karawang 26 Kab. Keerom
13 Kab. Majalengka 27 Kab. Supiori
14 Kab. Sukabumi
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Faktor Penghambat Pencapaian Target

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan

pendampingan dan penyusunan PHA-p/DHA pada ta-
hun 2023 mencakup:

a) Perubahan SOTK daerah yang terjadi di ta-
hun 2022 akibat pelaksanaan UU RI No.1 Ta-
hun 2022 tentang Hubungan Keuangan an-
tara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
berdampak pada proses penyusunan PHA-p/
DHA di daerah. Beberapa daerah yang telah
mengerjakan PHA-p/DHA sebelum tahun 2016
di SOTK wilayahnya mempunyai struktur “seksi
pembiayaan kesehatan” atau penanggung jaw-
ab kegiatan pembiayaan kesehatan yang men-
jadi focal point urusan PHA-p/DHA. Akan tetapi,
dengan berlakunya SOTK baru, struktur ini um-
umnya “menghilang” dan bergabung ke bagian
program dan anggaran atau seksi pelayanan
kesehatan.

b) Daerah menginginkan tersedianya dasar hu-
kum mengikat untuk memastikan penyusunan
PHA-p/DHA sebagai masukan perbaikan per-
encanaan kesehatan di daerah.

c) Petunjuk teknis dan templat penyusunan PHA-
p/DHA yang digunakan tahun ini sudah melalui
penyesuaian dengan kebijakan yang berjalan.
Khusus untuk PHA DKI Jakarta, dilakukan pe-
nyusunan Petunjuk Teknis dan template yang
berbeda dengan PHA-p provinsi lain karena alur
pendanaan (financing flow) yang berbeda den-
gan provinsi lain.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan

Dalam upaya mengatasi tantangan dalam pelaksa-

naan perhitungan PHp/DHA, maka perlu :

a) Direncanakan pelaksanaan kegiatan penyega-
ran/pengulangan sosialisasi dan pelatihan PHA-
p/DHA karena pelaksana di daerah banyak
yang telah mengalami mutasi atau rotasi

b) Pusat sedang mengupayakan untuk memasuk-
kan hal ini dalam RPP Pembiayaan Kesehatan
yang sedang disusun dan akan segera ditan-
datangani, juga melakukan kemitraan dengan
Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan-
nya nanti. Upaya sebelum terbitnya regulasi,
diperlukan komitmen provinsi dan kabupaten/
kota dalam pelaksanaan PHA-p/DHA dan DHA
dengan menerbitkan SK Tim. Hal ini terkait den-
gan kontinuitas pelaksanaan PHA-p/PHA dan
DHA, kelengkapan data, dan pemanfaatan ha-
sil.

d. Persentase Kabupaten/Kota yang
Memberikan Insentif Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM) Bersumber
APBD Murni

Definisi operasionalnya, persentase kabupaten/
kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang memberi-
kan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyara-
kat (UKM) bersumber APBD murni. Cara perhitungan
dengan menghitung jumlah kabupaten/kota dengan
kapasitas fiskal tinggi yang memberikan insentif pelak-
sanaan UKM bersumber APBD murni dibagi total ka-
bupaten/kota kapasitas fiskal tinggi dikali 100.

Analisis Pencapaian Output

Insentif UKM merupakan pemberian imbalan yang
bersifat material di luar gaji kepada petugas puskes-
mas sebagai kompensasi pelaksanaan kegiatan pro-
gram UKM untuk meningkatkan kinerja program UKM
di puskesmas. Insentif UKM diberikan setiap bulan ke-
pada semua petugas ASN puskesmas (PNS dan P3K)
yang melaksanakan kegiatan program UKM, setelah
puskesmas melaporkan kinerja dan penyerapan dana
BOK bulan yang bersangkutan.

Dasar Hukum Kebijakan adanya insentif UKM be-
rawal mula pada tahun 2022 yaitu berdasarkan Per-
aturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2022 ten-
tang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Peng-
gunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kes-
ehatan Tahun 2022. Dimana pada tahun 2022 insentif
UKM ini diberikan kepada semua petugas puskesmas
baik ASN maupun non ASN.

Tahun 2023 kebijakan yang digunakan adalah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023, ada
perubahan pada kebijakan di tahun 2023 dan pada
pertengahan tahun 2023 tepatnya pada bulan Agus-
tus ada perubahan kebijakan yaitu Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alo-
kasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023,
mengenai penambahan kriteria petugas berstatus
Non ASN di puskesmas yang mendapatkan Insentif
UKM

Berdasarkan Tabel 3.25., pada tahun 2023 terjadi
peningkatan anggaran sebesar 46,12%, dari sebelum-
nya hanya Rp 620 miliar menjadi Rp 1,345 triliun. Total
pagu insentif UKM dari tahun 2022 hingga 2023 dapat
dilihat pada Tabel 3.25.
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Tabel 3.25.
Pagu Anggaran BOK Puskesmas dan Insentif UKM

TOTAL % INDEKS DASAR ANGGARAN
BOK PUSKESMAS (RP) INSENTIF UKM INSENTIF UKM (RP)
2022 8,272,605,523,108 7,5% 620,445,414,233
2023 8,100,641,918,000 16% 1,345,225,733,000

Pada tahun 2023 sebanyak 506 kabupaten/kota
telah menganggarkan insentif UKM ini, yakni seluruh
kabupaten/kota di Indonesia kecuali enam kota di
Provinsi DKI Jakarta dan dua kabupaten yang tidak
mengajukan anggaran Insentif UKM, yaitu Kabupaten
Bekasi dan Kabupaten Asmat. Realisasi anggaran in-
sentif UKM tahun 2023 yang ditarik dari data e-reng-
gar pada tanggal 7 Januari 2024 sebesar 65,32%.

Gambar 3.6.

Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal tahun 2022,
realisasi penyerapan anggaran insentif UKM tahun
2023 untuk penyerapan realisasi tertinggi berada
pada fiskal tinggi, yaitu 72,57% (79 kabupaten/kota),
fiskal sangat tinggi 68,78% (79), fiskal sedang 63,43%
(126), fiskal sangat rendah 59,42% (127) dan fiskal ren-
dah 58,84% (127).

e 27.77
Realisasi Penyerapan
Anggaran Insentif UKM
Tahun 2023 (%)
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4.96 4.62
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SUMBER : DATA E RENGGAR 2023 (DIUNDUH PADA 7 JANUARI 2024)

Gambar 3.7.

Realisasi Penyerapan Anggaran
Insentif UKM tahun 2023
Berdasarkan Indeks Kapasitas

o EX
m m 72.57 68.78

63.43
Fiskal tahun 2022 (%) 59.42 53.84 I I
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Berdasarkan penjelasan di atas untuk capaian indi-
kator ini diketahui seluruh 79 kabupaten/kota dengan
indeks kapasitas fiskal tinggi telah menganggarkan
dan merealisasikan insentif UKM tahun 2023 sehingga
capaian untuk indikator ini sebesar 100% atau telah
melebihi target yang telah ditentukan sebesar 75%
untuk tahun 2023.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target
Data capaian indikator ini bersumber dari laporan
kajian insentif UKM yang dilakukan Pusjak PDK. Tujuan
kajian insentif UKM tersebut, yaitu
a) Melakukan monitoring pemanfaatan menu in-
sentif UKM pada 9 provinsi di Indonesia yang
selanjutnya dapat digunakan sebagai faktor
perhitungan anggaran menu insentif UKM.
b) Mengevaluasi kebijakan menu Insentif UKM

Kajian dilakukan melalui pendekatan kuantitas dan
kualitatif. Pendekatan kuantitatif dengan mengambil
data dari aplikasi e renggar milik Kementerian Kese-
hatan, sedangkan pendekatan kualitatif melalui focus
group discussion dengan pejabat/staf di dinas kes-
ehatan kabupaten/kota dan puskesmas baik secara
luring maupun daring.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

a) Kebijakan pemberian insentif UKM mulai tahun
2023 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehat-
an Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-
fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023, sasaran
penerima Insentif UKM adalah petugas Pusk-
esmas yang berstatus ASN (PNS dan PPPK).
Realitanya di daerah masih banyak tenaga non
ASN di Puskesmas yang membantu kegiatan di
lapangan khususnya kegiatan Upaya Kesehat-
an Masyarakat (UKM).

b) Banyaknya permasalahan dalam penggunaan
aplikasi insentif UKM yang mulai digunakan
untuk pemberian insentif UKM bulan Agustus
2023.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan
a) Berdasarkan hasil monev terkait kondisi lapan-
gan dan analisis data SISDMK, Pusjak PDK mem-
buat telaah untuk merevisi Permenkes Nomor
42 tahun 2022 dengan menambahkan ketentu-
an peralihan sesuai dengan surat edaran Men-
teri PAN dan RB No. B/185/M.SM.02.03/2022

perihal Status Kepegawaian di Lingkungan In-
stansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae-
rah, agar insentif untuk tenaga Non ASN masih
bisa dibayarkan sampai dengan 28 November
2023. Pada bulan Agustus 2023 telah keluar
Permenkes Nomor 32 tahun 2023 tentang ten-
tang Perubahan atas Permenkes Nomor 42 Ta-
hun 2022.

b) Melakukan koordinasi dengan Pusdatin dan
DTO untuk usulan perbaikan aplikasi insentif
UKM berdasarkan permasalahan yang ditemu-
kan

e. Persentase Asuransi Kesehatan Swasta
yang Bekerja Sama dengan BPJS
Kesehatan

Definisi Operasional: Persentase asuransi swasta
dengan produk kesehatan yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan untuk penyediaan manfaat tamba-
han (on top). Sumber data dari OJK. Cara Perhitungan
Jumlah asuransi swasta dengan produk kesehatan
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk pe-
nyediaan manfaat tambahan (on top) dibagi total asur-
ansi swasta yang menjual produk kesehatan dikali 100.

Analisis Pencapaian

Dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun
2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan
Kesehatan dengan Asuransi Kesehatan Tambahan
dalam Program JKN, skema penjaminan selisih biaya
atas pelayanan Kesehatan untuk peserta JKN yang
menghendaki kenaikan kelas perawatan dilakukan
melalui mekanisme BPJS Kesehatan sebagai pem-
bayar pertama. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kes-
ehatan dan pengaturan sistem pembayaran pelayan-
an Kesehatan melalui paket INA-CBG yang telah diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun
2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Dalam skema dimaksud, peserta JKN dimungkink-
an untuk mendapatkan manfaat pelayanan Kesehatan
di atas standar akomodasi yang menjadi paket man-
faat JKN dengan dijamin oleh asuransi Kesehatan
tambahan. Asuransi Kesehatan Tambahan dalam hal
ini menjadi penjamin kedua, yaitu menjamin biaya
pelayanan Kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kese-
hatan, karena keinginan peserta untuk dilayani di kelas
yang lebih tinggi dari hak peserta. Syarat penjaminan
dengan selisih biaya dimaksud dapat berlaku apabila
peserta asuransi Kesehatan tambahan dirawat sesuai
prosedur JKN dan dirawat di fasilitas Kesehatan yang
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bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Pada skema yang berlaku saat ini penjaminan
selisih biaya oleh asuransi Kesehatan tambahan yang
dimiliki oleh peserta JKN dapat langsung dilakukan
tanpa melalui penandatanganan Kerja sama dengan
BPJS Kesehatan. Selisih biaya dibayarkan sesuai den-
gan kesepakatan antara asuransi kesehatan tamba-
han dengan FKRTL. Namun demikian, dipastikan se-
luruh asuransi Kesehatan swasta yang menyediakan
produk asuransi Kesehatan, dapat menjamin selisih
biaya yang timbul karena kenaikan kelas oleh peserta

Gambar 3.8. 40
Perusahaan Asuransi Swasta

Penyedia Produk Kesehatan

Tahun 2023

AJ.

Konvensional

Jumlah Asuransi Swasta Penyedia
Produk Kesehatan

JKN yang dirawat sesuai prosedur JKN dan dilayani di
fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, capaian
untuk indikator ini tetap tercapai 100% melalui me-
kanisme skema yang berlaku saat ini.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
pada tahun 2023 terdapat 94 perusahaan asuransi
swasta yang menyediakan produk kesehatan. Jum-
lah perusahaan asuransi swasta berdasarkan jenisnya
yang menjual produk kesehatan disajikan pada Gam-
bar 3.8.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target
a) Sosialisasi Koordinasi Manfaat dengan Asuransi
Kesehatan Tambahan pada Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kese-
hatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
3 tahun 2023 tentang standar tarif dalam JKN
b) Diskusi dan brainstorming perbaikan me-
kanisme penjaminan selisih biaya JKN dengan
asuransi swasta dan para pakar

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Pada skema yang berlaku saat ini, penjaminan
selisih biaya oleh asuransi kesehatan tambahan yang
dimiliki oleh peserta JKN dapat langsung dilakukan
tanpa melalui penandatanganan kerja sama dengan
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BPJS Kesehatan. Selisih biaya dibayarkan sesuai den-
gan kesepakatan antara asuransi kesehatan tamba-
han dengan FKRTL.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan
Dalam rangka meningkatkan peran asuransi kese-
hatan swasta dalam program JKN. Berikut hal-hal
yang perlu dilakukan, di antaranya
a) Proses penyusunan formulasi kebijakan tek-
nis pelaksanaan penjaminan selisin biaya bagi

34
5 l
I
AJ AU

1
4
| [—
J. Unit Syariah Unit Syariah
UMUM Konvensional AJ. A.U.

AJ = Asuransi Jiwa
AU = Asuransi Umum

peserta JKN, antara BPJS Kesehatan dan Asur-
ansi Kesehatan Tambahan

b) Pembahasan pengaturan selisih biaya untuk
medis karena pengaturan pada Permenkes No-
mor 3 Tahun 2023 masih terbatas terkait man-
faat non medis

c) Koordinasi penyiapan sistem informasi untuk
pelaksanaan koordinasi manfaat

f. Persentase Kabupaten/Kota yang
Melakukan Kemitraan Pembiayaan
Pemerintah dan Swasta dalam
Penanganan 9 Penyakit Prioritas

Definisi Operasional: Persentase kabupaten/kota
dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan ke-
mitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam
penanganan 9 penyakit prioritas. Cara Perhitungan
Jumlah kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi
yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah
dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas
dibagi total kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal
tinggi dikali 100.

Analisis Pencapaian

Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk men-
jalankan sistem kesehatan merupakan salah satu pe-
nyebab munculnya pelaksana dari sektor swasta. Un-
tuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah dituntut untuk



menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah
satunya menggunakan skema kerja sama pembangu-
nan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal seb-
agai public private partnership (PPP).

Kemitraan pemerintah dan swasta bukanlah hal
yang baru di Indonesia. Kementerian Kesehatan juga
telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No-
mor 40 Tahun 2018 tentang kemitraan di bidang infra-
struktur kesehatan yang disebut Kerja Sama Pemer-
intah dan Badan Usaha (KPBU), yang membuka jalan
untuk memperluas potensi kemitraan antara pemer-
intah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan
kesehatan di Indonesia. Pemanfaatan sektor swasta
adalah salah satu keputusan strategis yang diambil
Kementerian Kesehatan untuk mengatasi kesenjan-
gan layanan yang terjadi antar wilayah dan kepulauan
di Indonesia.

Dalam rangka memenuhi pencapaian program-pro-
gram kesehatan yang lebih komprehensif (promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif) untuk mendorong
pembangunan kesehatan, maka telah disusun pula
regulasi yang mengatur kemitraan pemerintah den-

Tabel 3.26.
Kabupaten/Kota

yang Melaksanakan KPS
Bidang Kesehatan

KAPASITAS FISKAL
KABUPATEN/KOTA

Sangat Rendah (N=127)

Ruang lingkup KPS terdiri dari kerja sama secara
umum; penanganan salah satu dari 9 penyakit dan pro-
gram prioritas yang meliputi stroke, jantung, kanker,
diabetes, ginjal, hati, KIA, TBC dan infeksi; upaya skrin-
ing salah satu dari 14 penyakit, yaitu diabetes melitus,
hipertensi, jantung, USG/mammografi, tes IVA, kadar
tiroid, anemia, skrining kanker paru, TBC, PPOK, rapid
hepatitis B dan C, thalasemia, dan kanker usus.

Berdasarkan hasil kajian menurut ruang ling-
kup penanganan salah satu dari 9 penyakit prioritas
menunjukkan 71 dari 79 kabupaten/kota (89,9%) den-
gan kapasitas fiskal tinggi melakukan kemitraan dalam
penanganan salah satu dari 9 penyakit prioritas. Ang-
ka ini telah melebihi target IKK 75% untuk tahun 2023.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target
Pemetaan KPS bidang Kesehatan baik infrastruktur
maupun non-infrastruktur dilakukan dengan:
a) Memberikan templat data terstruktur melalui
surat resmi kepada unit kerja di lingkungan Ke-
menterian Kesehatan

KPS
BIDANG KESEHATAN

51(40,2%)

Menurut Kapasitas Fiskal dan

Rendah (N=127)

61(48,5%)

Ruang Lingkup Penanganan
Salah Satu dari

Sedang (N=127)

102 (80,3%)

9 Penyakit/Program

Tinggi (N=79)

71 (89,9%)

Tahun 2023

Sangat Tinggi (N=54)

50 (92,6%)

Total Kab/Kota = 514

335 (65,2%)

gan swasta di bidang non-infrastruktur kesehatan.
Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehat-
an Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Kemitraan
Pemerintah dengan Swasta di bidang non infrastruk-
tur Kesehatan.

Pemetaan KPS bidang kesehatan baik infrastruk-
tur maupun noninfrastruktur dilakukan dengan men-
gumpulkan data dari program baik di tingkat pusat
maupun di Dinas Kesehatan kabupaten/kota, pengi-
sian survei online oleh dinas kesehatan kabupaten/
kota, serta penelusuran data secara elektronik. Data
di kompilasi dan di identifikasi variabelnya menurut
wilayah kabupaten/ kota, kapasitas fiskal, ruang ling-
kup Kerja sama, bentuk, dan mekanisme kerja sama.

b) Mengumpulkan data dari program baik di
tingkat pusat maupun di Dinas Kesehatan kabu-
paten/kota, pengisian survei online oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota

c) Penelusuran data secara elektronik

d) Konfirmasi lapangan di Provinsi Sumatera Se-
latan dan Nusa Tenggara Barat

Faktor Penghambat Pencapaian Target
Berikut beberapa hambatan pada pemetaan KPS
bidang Kesehatan baik infrastruktur maupun noninfra-
struktur:
1) Pemerintah daerah belum memiliki pedoman/
petunjuk teknis/peraturan khusus tingkat dae-
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rah yang mengatur dan mendukung implemen-
tasi KPS bidang kesehatan.

2) Pemerintah daerah belum memahami tentang
implementasi Permenkes Nomor 27 Tahun
2022 sehingga belum tampak pembagian per-
an yang jelas dalam kemitraan pemerintah den-
gan swasta yang dimaksud.

3) Belum adanya MoU atau perjanjian kerja sama
yang mengikat dan belum ada keberlanjutan-
nya di setiap kerja sama. Kemitraan yang ber-
jalan masih ada yang belum memiliki MoU atau
Perjanjian Kerja sama berupa kesepakatan
non kontraktual. Kemitraan dengan NGO/mitra
pembangunan bersifat turunan yang sudah ada
MoU dari Pusat (Kemenkes) dan sebagian ma-
suk ke dalam dana hibah

4) Belum adanya inventarisasi KPS di daerah kare-
na mekanisme kerja sama tidak mengikat antar-
sektor yang bermitra.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan

Dalam upaya percepatan implementasi kemitraan
pemerintah dengan swasta untuk mendukung pembi-
ayaan dan pelayanan kesehatan, maka perlu :

1) Segera untuk mengesahkan Rancangan KMK
Komite Pengelola Komite Pengelola Kemitraan
Pemerintah dengan Swasta sebagai tindak lan-
jut amanah yang tercantum dalam pasal 10 dan
11 Permenkes No. 27 tahun 2022.

2) Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan KPS
untuk memudahkan pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan kebijakan sesuai Per-
menkes No. 27 Tahun 2022.
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3) Selain itu, menyediakan sarana untuk informasi
mengenai kebutuhan program yang perlu di-
kerjasamakan, baik infrastruktur maupun non-
infrastruktur

4) Pengembangan Dashboard KPS yang terinte-
grasi dengan platform "SATU SEHAT” untuk
memantau dan menginventarisasi adanya Ker-
ja sama Pemerintah dan Swasta baik di pusat
maupun di daerah

g. Persentase Kabupaten/Kota yang
Melakukan Kemitraan Pembiayaan
Pemerintah dan Swasta dalam Upaya
Skrining 14 Penyakit

Definisi operasional: Persentase kabupaten/kota
dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi yang
melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan
swasta dalam upaya skrining 14 penyakit. Cara per-
hitungan: Jumlah kabupaten/kota dengan kapasitas
fiskal sedang dan tinggi yang melakukan kemitraan
pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya
skrining 14 penyakit dibagi total kabupaten/kota de-
ngan kapasitas fiskal sedang dan tinggi dikali 100

Analisis Pencapaian

Ruang lingkup Kerja Sama dan Pemerintah Swasta
(KPS) terdiri dari kerja sama secara umum; penanga-
nan satu dari 9 penyakit, dan program prioritas yang
meliputi stroke, jantung, kanker, diabetes, ginjal, hati,
KIA, TBC, dan infeksi. Ada juga upaya skrining satu
dari 14 penyakit, yaitu diabetes melitus, hipertensi, jan-
tung, USG/mammografi, tes IVA, kadar tiroid, anemia,
skrining kanker paru, TBC, PPOK, rapid hepatitis B dan
C, thalasemia, kanker usus.

Tabel 3.27.
Kabupaten/Kota yang melaksanakan KPS Bidang Kesehatan Menurut Kapasitas Fiskal
dan Ruang Lingkup Upaya Skrining Salah Satu dari 14 Penyakit Tahun 2023

KAPASITAS FISKAL

KABUPATEN/KOTA

KPS
BIDANG KESEHATAN

Sangat Rendah (N=127)

43 (33,9%)

Rendah (N=127)

52 (40,9%)

Sedang (N=127)

94 (74,0%)

Tinggi (N=79)

70 (88,6%)

Sangat Tinggi (N=54)

47 (87,0%)

Total Kab/Kota = 514

306 (59,5%)
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Berdasarkan hasil kajian menurut ruang ling-
kup penanganan salah satu dari 9 penyakit prioritas
menunjukkan sebanyak 164 dari 206 kabupaten/kota
(79,6%) dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi
yang menjalankan KPS dalam upaya skrining salah
satu dari 14 penyakit. Angka ini telah mencapai dan
melebihi target 75% untuk tahun 2023.

4. Perumusan Kebijakan Pembiayaan
Jaminan, dan Desentralisasi Kesehatan

Kegiatan ini dikelola oleh Pusat Kebijakan Pembi-
ayaan Jaminan, dan Desentralisasi Kesehatan (Pusjak
PDK). Hasil kinerja Perumusan Kebijakan Pembiayaan
Jaminan, dan Desentralisasi Kesehatan tahun 2023
ditampilkan dalam Tabel 3.28.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembiayaan Jamin-
an dan Desentralisasi Kesehatan seluruh indikator
telah tercapai. Bagian berikut adalah penjabaran ma-

sing-masing indikator kinerja Perumusan Kebijakan
Pembiayaan Jaminan, dan Desentralisasi Kesehatan
yang akan menjelaskan faktor keberhasilan dan kega-
galan pencapaian suatu indikator.

a. Annual Review Tarif INA-CBGs dan
NHA (T-1)

Definisi Operasional Dihasilkannya dokumen annual
review tarif INA-CBGs dan NHA tahun sebelumnya
(T- 1) paling lambat September pada tahun berjalan.
Cara Perhitungan Jumlah dokumen yang dihasilkan
dari annual review tarif INA-CBGs dan NHA tahun se-
belumnya (T- 1) paling lambat September pada tahun
berjalan. Pada tahun 2023 telah dihasilkan dokumen
Annual Review Tarif INA-CBGs dan dokumen NHA (T-
1) sehingga indikator ini telah tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan, yaitu 2 dokumen.

Tabel 3.28.
Indikator Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembiayaan Jaminan,
dan Desentralisasi Kesehatan Tahun 2023

SASARAN INDIKATOR KINERJA m CAPAIAN | % CAPAIAN

Kegiatan Perumusan
Kebijakan Kesehatan
Global dan Teknologi

Tersusunnya blueprint pengelolaan 1 1 100
kerja sama internasional berdasarkan
kriteria negara dan lembaga

Kesehatan

diplomasi kesehatan

Jumlah dokumen kerja sama internasional, 10 65 650
termasuk perjanjian dan prakarsa hasil

berbasis kajian dan bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133
di atas peraturan Menteri yang disusun

berbasis kajian dan bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133
Menteri yang disusun berbasis kajian

dan bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133

di bawah peraturan Menteri yang disusun

Kesehatan

Persentase kebijakan kesehatan yang 80 100 125
disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan
di bidang Kesehatan Global dan Teknologi

Kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang 50 96,12 192
mengadopsi kebijakan Transformasi
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Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target

Annual Review Tarif INA-CBGs

Menurut Pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Pres-
iden Nomor 82 Tahun 2018, standar tarif pelayanan
kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditinjau mini-
mal setiap dua tahun sekali dengan memperhitungkan
kecukupan luran dan kesinambungan program yang
dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan, Dewan
Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang meny-
elenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuan-
gan. Perhitungan tarif INA-CBG telah dilakukan pada
2022 dan dituangkan dalam Permenkes Nomor 3 Ta-
hun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Annual review bertujuan untuk memberikan reko-
mendasi atas penyelenggaraan jaminan kesehatan,
terutama dalam hal tarif bagi fasilitas kesehatan. Ada-
pun tujuan dari pelaksanaan annual review tarif INA-
CBGs tahun 2023 di antaranya:

1. Terlaksananya costing di FKRTL terpilih dalam

rangka perhitungan ulang tarif INA-CBG
2. Terlaksananya penentuan adjustment factor

Berikut pelaksanaan kegiatan/langkah annual tarif
INA CBG dalam rangka perbaikan yang dilakukan ta-
hun 2023:

1. Pengisian Template Costing atau Expense
Report

Template costing diisi oleh 303 rumah sakit sampel.
Rumah sakit itu terdiri dari rumah sakit pusat, rumah
sakit daerah, rumah sakit umum, dan rumah sakit khu-
sus berdasarkan kelas rumah sakit yang terdiri dari
rumah sakit kelas A, B, C, dan D. Ke-303 rumah sakit
tersebut bisa mewakili karakteristik rumah sakit di In-
donesia. Jumlah rumah sakit sampel tersebut didapat-
kan bergantung pada ketersediaan data di rumah
sakit dan ketersediaan sistem informasi rumah sakit.
Data dasar kinerja rumah sakit dan data pembiayaan
secara umum diisi selama empat tahun berturut-turut
yaitu tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Namun, untuk
data jumlah layanan dan data costing hanya diisi untuk
tahun 2022.

2. Analisis Form Data Costing
Dari hasil pengolahan pengisian template costing
diisi oleh 303 rumah sakit sampel, diperoleh
1) Hasil analisis Form 1, yang meliputi persentase
rumah sakit yang melakukan unit cost pelay-
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anan; persentase rumah sakit yang memiliki
Sistem Informasi Rumah Sakit; dan persentase
Sistem Informasi Rumah Sakit yang telah ter-
integrasi dengan aplikasi INA CBG

2) Hasil analisis Form 2, yang meliputi analisis BOR
dan ALOS; tenaga rumah sakit; jumlah tem-
pat tidur dan ICU, analisis rawat inap, analisis
komparasi rawat jalan dan rawat inap; analisis
beban biaya; analisis pendapatan rumah sakit;
analisis pendapatan rumah sakit pemerintah

3. Melakukan komparasi tarif

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehat-
an Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan standar
tarif rumah sakit, beberapa adjustment dilakukan yang
karena peningkatan maupun penurunan tarif di be-
berapa kode CBGs dibandingkan dengan Permenkes
52 Tahun 2016. Komparasi ini dilakukan untuk melihat
prospek perbaikan tarif rumah sakit yang bertujuan
untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan yang
diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat
Lanjut.

NHA (T-1)
Dihasilkannya angka belanja kesehatan agregat ta-
hun 2022 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak.
Saat ini produksi NHA t-1 sesuai dengan timeline, di-
mana estimasi full figure akan didapatkan pada bulan
Agustus dan final NHA 2022 dirilis Desember 2023.
Beberapa aktivitas yang mendukung produksi belanja
kesehatan OOP dalam kerangka NHA t-1 adalah:
1) Pembaruan Nota Kesepahaman tentang Pe-
nyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan
Data dan Informasi Statistik antara Kemenkes
dan BPS yang berlaku selama 5 tahun terhitung
2023.

2) Penyusunan SK Tim Reviewer dan SK Tim Tek-
nis pengolahan data yang mendukung produksi
NHA t-1.

3) Triangulasi estimasi perhitungan bersama BPS

dan BPJS Kesehatan

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Berikut hambatan pada pelaksanaan kegiatan an-

nual review tarif INA CBG :

1) Pemahaman rumah sakit terkait pengisian tem-
plate costing yang berbeda-beda di setiap
rumah sakit

2) Pengisian template costing tidak lengkap. Be-
berapa rumah sakit tidak mengisi template
costing secara menyeluruh karena terbatas-
nya pengetahuan pengisi data costing, data di
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rumah sakit tidak ada

3) Pada pengumpulan data costing, aplikasi SIPK
yang digunakan untuk mengunggah data cost-
ing sering down dan adanya migrasi server
yang membuat data rumah sakit tidak tersim-
pan sehingga data harus diunggah ulang.

Beberapa tantangan/hambatan yang dihadapi

dalam proses penyusunan NHA tahun 2022 adalah:

1) Mekanisme pengiriman data belanja kesehatan,
khususnya data skema asuransi kesehatan so-
sial yang sudah dilakukan interoperabilitas me-
lalui Sistem Informasi Pembiayaan Kesehatan
(SIPK) masih lambat (memakan waktu). Akan
tetapi, proses yang ada menjadi pembelajaran
untuk tahun ke depannya agar proses interop-
erabilitas data lebih baik.

2) Tahuniniinteroperabilitas data belanja kesehat-
an berfokus pada skema publik. Untuk skema
non-publik akan diupayakan tahun selanjutnya.

3) Belum semua skema dapat melakukan disagre-
gasi data belanja kesehatan berdasarkan pe-
nyakit karena keterbatasan rincian data yang
ada.

4) Timeline agregat maupun disagregat kurang
sesuai dengan terbitnya data audited pada K/L
pengampu data sehingga butuh beberapa kali
melakukan updating master output NHA.

5) Proses administrasi dalam menyusun Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dengan K/L sumber data cu-
kup memakan waktu. Namun demikian, proses
perhitungan belanja kesehatan masih dapat
berjalan, paralel dengan penyusunan PKS

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan

Annual Review Tarif INA-CBGs

1) Dalam pengembangan dan penyempurnaan
template costing, perlu pelibatan pemangku
kepentingan terkait khususnya user yang akan
menggunakan template tersebut dan juga aso-
siasi rumah sakit sehingga dapat mendokumen-
tasikan semua informasi yang diperlukan dalam
analisis data costing dengan lebih rinci khusus-
nya pada definisi operasional tiap variabelnya,
karena tiap rumah sakit memiliki pemahaman
yang berbeda pada definisi operasionalnya.

2) Diperlukan kerja sama aktif untuk memberi-
kan masukan yang dapat konstruktif untuk
pengembangan aplikasi costing melalui SIPK.

NHA (T-1)
1) Pusjak PDK akan berkoordinasi dengan DTO

terkait perbaikan SIPK agar proses interopera-
bilitas data lebih baik.

2) Menyesuaikan timeline agregat maupun dis-
agregat dengan terbitnya data audited pada
K/L pengampu data sehingga dapat memini-
malisir updating master output NHA.

3) Berkoordinasi lebih intense kembali terkait
proses administrasi dalam menyusun Perjanjian
Kerja Sama (PKS) dengan K/L sumber data agar
PKS dapat segera terbit

b. Annual Utilization Review untuk 20
Penyakit Berbiaya Tertinggi

Definisi Operasional: Dihasilkannya dokumen an-
nual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya ter-
tinggi paling lambat September pada tahun berjalan.
Cara Perhitungan: Jumlah dokumen yang dihasilkan
dari annual utilization review untuk 20 penyakit ber-
biaya tertinggi paling lambat September pada tahun
berjalan.

Analisis Pencapaian

Berdasarkan waktu pelaksanaannya utilization re-
view (UR) dapat dikelompokkan menjadi prospective
review, concurrent review dan retrospective. Prospec-
tive review merupakan UR yang digunakan untuk me-
nentukan kebutuhan pelayanan kesehatan sebelum
pelayanan tersebut diberikan. Untuk hal ini dapat kita
lakukan melalui kajian dan monitoring terhadap lay-
anan yang telah ada sebelumnya untuk dapat diten-
tukan antara kebutuhan dengan layanan yang akan
diberikan.

Concurrent review merupakan UR yang dilakukan
saat layanan diberikan. Untuk hal ini kita dapat men-
gambil data LOS (length of stayed), discharged plan-
ning, dan continued stay review.

Retrospective review dilakukan setelah layanan
selesai diberikan dengan melakukan kajian terhadap
claim review ataupun pattern review. Dalam melaku-
kan suatu review layanan agar berhasil guna, harus
diikuti dengan monitoring secara berkala ke lapangan
untuk melihat efektifitas dan efisiensi dari layanan.

UR tahun 2023 telah dilakukan pengembangan
dengan 27 kriteria yang dikelompokkan menjadi

1) Dua puluh detail penyakit rawat jalan per kate-

gori

2) Dua puluh kelompok penyakit rawat jalan per

kategori

3) Dua puluh CBG rawat jalan per kategori

4) Dua puluh detail penyakit rawat inap per kate

gori

5) Dua puluh kelompok penyakit rawat inap per
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kategori
6) Dua puluh CBG rawat inap per kategori
7) Sebaran data rawat inap dan rawat jalan

Dari pengembangan kriteria di atas, dihasilkan daf-
tar 20 penyakit yang telah dibuatkan rekomendasi ke-
bijakan, yaitu 1) rehab medik/low back pain, 2) prose-
dur dialisis, 3) diabetes melitus tipe 2, 4) hipertensi,
5) penyakit jantung iskemik kronik, 6) arthritis, 7) con-
gestive heart failure, 8) caesarean section, 9) katarak,
10) gagal ginjal kronik, 11) gastroenteritis, 12) demam
tifoid, 13) pneumonia, 14) dengue fever, 15) dispepsia,
16) penyakit paru obstruktif kronik, 17) ispa, 18) asma,
19) stroke, dan 20) kanker.

Berdasarkan penjelasan di atas, telah tersedia 20
dokumen rekomendasi kebijakan untuk 20 penyakit di
atas sehingga capaian untuk indikator ini telah terca-
pai sesuai dengan target yang telah ditentukan den-
gan persentase capaian sebesar 100%.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target

Pelaksanaan UR dilakukan melalui metode review
data e-klaim BPJS Kesehatan, pengambilan data, pen-
golahan data, analisis data, monitoring, dan penyusu-
nan rekomendasi kebijakan.

1) Pengembangan Dashboard Utilisasi Review

Dalam upaya memantau UR, Kementerian Kes-
ehatan telah membangun suatu dashboard Utilisasi
Review. Dashboard telah dibangun pada tahun 2022
dengan menyusun 21 kriteria dan telah dilakukan
pengembangan tahun 2023 dengan menjadi 27 krite-
ria yang dikelompokkan.

2) Pengambilan data

Sumber data yang digunakan untuk Dashboard UR
bersumber dari data dan sistem aplikasi e-klaim Ke-
menterian Kesehatan dan data e-klaim tersebut diper-
oleh dari klaim tahun 2016 hingga November 2023.

3) Pengolahan data

Pengolahan data yang berasal dari dashboard UR,
dengan mengambil data Kode INA CBG dari tahun
2016-November 2023. Dari kode INA CBG yang di-
dapatkan kemudian diolah untuk dicarikan kode ICD
yang ada.

4) Analisis data

Setelah diperoleh ICD atas kode INA CBG yang
ditentukan, baik diagnosis primer maupun diagnosis
sekunder, maka dilakukan langkah-langkah/tahapan
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identifikasi dan analisis untuk penentuan tema 20 pe-
nyakit berbiaya tertinggi

Dengan tahapan penentuan tema rekomendasi
tersebut dihasilkan sejumlah kode ICD, dan kemudian
ditarik sebagai tema untuk penyakit atau prosedur.
Adapun hasil untuk rekomendasi yang akan diambil
adalah daftar 20 penyakit berbiaya tertinggi yang
telah disebutkan sebelumnya

5) Monitoring

Dashboard UR Klaim bertujuan untuk memantau
jumlah kunjungan, tarif, dan biaya klaim peserta JKN
rawat jalan dan rawat inap.

6) Penyusunan rekomendasi kebijakan

Pada tahun 2023 telah dihasilkan 20 dokumen an-
nual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya ter-
tinggi.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Dalam proses pengembangan atau pelaksanaan
Utilization Review, ditemukan beberapa tantangan, di-
antaranya adalah:

1) Belum adanya interoperabilitas data, yaitu an-
tara data klaim INA-CBG pasien JKN yang dimil-
iki oleh BPJS Kesehatan, dengan Kementerian
Kesehatan. Data yang digunakan Kemenkes
saat ini untuk pengelolaan Utilization Review
adalah berdasar pada data e-klaim, yang ada
dari tahun 2016 hingga November 2023. Sedan-
gkan data yang lebih valid adalah data v-klaim
yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan yang sudah
verified.

2) Perlunya tambahan data-data tambahan seb-
agai data dukung dalam memperkaya analisis.
Sementara data yang dibutuhkan kurang me-
madai, seperti data sebaran kasus per penyakit
yang dapat digunakan sebagai pembanding an-
tara kunjungan dan jumlah pasiennya.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan
1) Dilakukannya proses interoperabilitas antara
Kemenkes dengan BPJS Kesehatan, dengan
dukungan DTO dan Pusdatin Kemenkes, su-
paya didapatkan data klaim yang telah verified
dan real time
2) Diperlukan dukungan data tambahan seperti
data epidemiologi, prevalensi dan sebaran ka-
sus dari Program untuk memperkaya analisis
c. Annual Review terhadap HTA dan
Rencana Implementasinya
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Definisi Operasional: Dihasilkannya dokumen an-
nual review teknologi kesehatan (berupa alkes, obat,
prosedur, diagnostik, dll) yang dihasilkan melalui
Health Technology Assessment (HTA) dan rencana
implementasinya paling lambat September pada ta-
hun berjalan. Cara Perhitungan: Jumlah dokumen
yang dihasilkan dari annual review teknologi kesehat-
an (berupa alkes, obat, prosedur, diagnostik, dll) yang
dihasilkan melalui HTA dan rencana implementasinya
paling lambat September pada tahun berjalan.

Analisis Pencapaian

Output kegiatan ini pada tahun 2023 telah dihasil-
kan 1 (satu) dokumen annual review terhadap HTA dan
rencana implementasinya sehingga indikator ini telah
tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan,

kajian HTA 2022-2023 dan monitoring implementasi
15 rekomendasi kebijakan HTA.
Perkembangan pelaksanaan tujuh kajian ini pada
akhir September 2023 disajikan pada Gambar 3.8.
Dua topik telah selesai sampai dengan penyusunan
laporan dan telah dilakukan appraisal, yaitu:
1) Pemberian Trastuzumab adjuvan pada kanker
payudara HER2-positif stadium dini
2) Pemberian pembrolizumab pada kanker paru
non-small cell metastasis
Satu topik direncanakan selesai pada akhir tahun
2023, yaitu evaluasi ekonomi skrining kanker kolorek-
tal di Indonesia, sedangkan empat topik lainnya masih
terus berproses sampai 2024.

Gambar 3.8.
Perkembangan Kajian HTA per September 2023

Pembrolizumab

Trastuzumab

Skrining Kanker Kolorektal

Akupuntur Medis

Abirateron asetat pada
kanker prostat

Bevacizumab
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Telemedicine
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yaitu 1 dokumen atau 100%. Dalam upaya mendukung
pelaksanaan transformasi bidang kesehatan Indone-
sia, HTA merupakan salah satu faktor penting dalam
pilar pembiayaan kesehatan. HTA berperan penting
dalam memberikan pandangan lebih mendalam ter-
hadap dampak kesehatan, ekonomi dan sosial dari
setiap investasi dalam teknologi kesehatan. Dengan
demikian, peran HTA harus semakin diperkuat untuk
mencapai tujuan pembiayaan kesehatan yang cukup
dan berkelanjutan serta pemanfaatan yang efektif dan
efisien. Annual Review Tahun 2023 telah dilakukan 7
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Monitoring Implementasi Kajian HTA
Monitoring implementasi dilakukan terhadap reko-
mendasi hasil kajian HTA yang telah dikeluarkan mulai
tahun 2015-2022. Monitoring mencakup bagaimana
kesesuaian pelaksanaan dengan rekomendasi yang
telah dikeluarkan serta progres implementasinya.
Dalam pelaksanaannya dilakukan diskusi dan kon-
firmasi kepada stakeholder terkait dan berdasarkan
data cakupan pemanfaatan dari BPJS Kesehatan mu-
lai tahun 2018-2022. Saat ini, telah dihasilkan 15 reko-
mendasi kebijakan yang terdiri dari 8 kebijakan For-
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Gambar 3.9.
Dokumen Laporan Kajian HTA 2023
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Pusat Kebijokan Pembiayaan dan
Desentraliscsi Keseharan
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mularium Nasional, 2 kebijakan penyesuaian tarif dan
5 kebijakan peningkatan layananan

1. Proses perizinan kaji etik dan perizinan peneli-
tian di RS yang memerlukan waktu cukup pan-
jang

2. Sedikitnya jumlah sampel yang memenuhi krite-
ria di lokasi penelitian

3. Proses penarikan data di RS yang lama

4. Belum semua RS menggunakan elektronik
rekam medis

5. Rata-rata kualitas pencatatan data kurang leng-
kap

6. Data yang diberikan oleh RS dalam bentuk ber-
kas yang harus diinput manual tim

7. Setiap RS mempunyai sistem informasi yang
berbeda sehingga diperlukan penyesuaian
saat proses pengambilan data, baik data medis
maupun data biaya

8. Proses mendapatkan data utilisasi BPJS yang
cukup lama

9. Keterbatasan memperoleh akses data imple-
mentasi hasil HTA dari stakeholder terkait

d. Persentase Keputusan atau Peraturan
di Atas Menteri yang Disusun Berbasis
Kajian dan Bukti

Berdasarkan hasil identifikasi total peraturan/kebi-
jakan di atas Peraturan Menteri yang diterbitkan Ke-
menterian Kesehatan selama tahun 2023 yang terkait
Pusjak PDK sebanyak 1 (satu) peraturan/kebijakan,
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan

susun oleh: .
. -  Hactan >
Universies Arlanges
Lot for b Bramiopment (661

Berdasarkan hasil penilaian instrumen untuk Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kese-
hatan, diperoleh nilai sebesar 95,7 sehingga berdasar-
kan rumus perhitungan, capaian indikator ini sebesar
100% dari target 75% yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target

Pelaksanaan kegiatan penilaian IKK Pusjak PDK ter-
diri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu pemben-
tukan Tim Pengukur IKK Pusjak PDK, persiapan pen-
gukuran IKK, proses pengukuran IKK dan penyusunan
laporan pengukuran IKK.

Faktor Penghambat Pencapaian Target
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapa-
ian target di antaranya
1) Minimnya pemahaman terkait nomenklatur per-
tanyaan dan pilihan jawaban sehingga muncul
keraguan dalam menentukan jawaban
2) Tim Penilaian IKK yang telah ditunjuk tidak fokus
dan lebih mengutamakan tugasnya di Tim Kerja
sehingga pelaksanaan kegiatan pengukuran
baru dapat dilakukan di akhir tahun

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut
yang Dilakukan
1) Mengundang dan memastikan kehadiran per-
wakilan Biro Hukum dan Tim Kerja Pembinaan
Wilayah Setban untuk menyelaraskan persa-
maan pemahaman dalam pengisian instrumen
2) Melakukan pengukuran IKK bersama dengan
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Tim Penilaian IKK yang seadanya. nan Kesehatan
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun

e. Persentase Keputusan atau Peraturan 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Men-
Menteri yang Disusun Berbasis Kajian dan teri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang
Bukti Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khu-
Berdasarkan hasil identifikasi total peraturan/kebi- sus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggar-
jakan tingkat Menteri yang diterbitkan Kementerian an 2023
Kesehatan selama tahun 2023 yang terkait Pusjak 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
PDK sebanyak 4 (empat) peraturan/kebijakan, yaitu MENKES/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis
1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan
2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kes- dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri
ehatan dalam Penyelenggaraan Program Jami- Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Stan-
Tabel 3.29.

Hasil Penilaian Instrumen Kebijakan

SASARAN INDIKATOR KINERJA m CAPAIAN | % CAPAIAN

Perumusan Kebijakan Tersedianya bahan kebijakan teknis

Pembiayaan Jaminan, pembiayaan dan jaminan kesehatan

dan Desentralisasi

Kesehatan Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1) 2 dokumen 2 100
Annual utilization review untuk 20 penyakit 20 20 100
berbiaya tertinggi dokumen
Annual review terhadap HTA dan rencana 1 dokumen 1 100
implementasinya

Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan
berbasis bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133
di atas peraturan Menteri yang disusun
berbasis kajian dan bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133
Menteri yang disusun berbasis kajian

dan bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133

di bawah peraturan Menteri yang disusun
berbasis kajian dan bukti

Persentase kebijakan kesehatan yang 80 100 125
disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan
di bidang pembiayaan, jaminan dan
desentralisasi kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang 50 100 200
mengadopsi kebijakan Transformasi
Kesehatan
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Hasil penilaian instrumen untuk seluruh keempat
kebijakan di atas diperoleh nilai = 65 dijabarkan dalam
Tabel 3.29. Berdasarkan rumus perhitungan di bawah
ini, capaian indikator ini sebesar 100% dari target 75%
yang telah ditetapkan.
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peraturan tersebut diterbitkan di tahun 2022, namun
proses penyusunannya sudah dilakukan tahun sebel-
umnya sehingga perlu melakukan penelusuran telaah
ataupun rekomendasi kebijakan yang pernah dibuat.

Jumlah sampel kebijakan nilai 2 65 4

x 100% = 100%

Nilai Capaian =

Jumlah seluruh sampel

f. Persentase Keputusan atau Peraturan
di Bawah Peraturan Menteri yang Disusun
Berbasis Kajian dan Bukti

Berdasarkan hasil identifikasi total peraturan/kebi-
jakan tingkat Menteri yang diterbitkan Kementerian
Kesehatan selama tahun 2023 yang terkait Pusjak PDK
sebanyak 1 (satu) peraturan/kebijakan, yaitu Kepu-
tusan Kepala BKPK Nomor HK.02.02/H/4748/2023
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dekonsentrasi
BKPK TA 2023. Berdasarkan hasil penilaian instrumen
untuk Keputusan Kepala BKPK tersebut diperoleh ni-
lai sebesar 68,8 sehingga berdasarkan rumus perhi-
tungan, capaian indikator ini sebesar 100% dari target
75% yang telah ditetapkan.

g. Persentase Kebijakan Kesehatan yang
Disusun Berdasarkan Rekomendasi
Kebijakan di Bidang Pembiayaan,
Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan

Berdasarkan definisi operasional terkait populasi

kebijakan untuk capain indikator ini adalah kebijakan/
peraturan yang diterbitkan pada tahun 2022. Hasil
self identifikasi pada tahun 2022, kebijakan/peraturan
yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di
bidang pembiayaan jaminan kesehatan dan desentral-
isasi kesehatan ada 3 (tiga) kebijakan, yaitu

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
2022 tentang Kapitasi

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehat-
an Tahun Anggaran 2023.

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun
2022 tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah
dengan Swasta di Bidang Non infrastruktur Ke-
sehatan

Kegiatan yang Dilaksanakan untuk Mencapai
Target

Berkoordinasi dengan Tim Kerja terkait yang meng-
hasilkan tiga kebijakan tersebut. Meskipun kebijakan/

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan

Melakukan koordinasi dengan Tim Kerja terkait up-
dating penelusuran telaah ataupun rekomendasi ke-
bijakan.

h. Persentase Kabupaten/Kota yang Men-
gadopsi Kebijakan Transformasi
Kesehatan

Pusjak PDK melakukan kegiatan yang mendukung
transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Fokus
transformasi sistem pembiayaan kesehatan un-
tuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan
transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan. Pada
pelaksanaan Transformasi Kesehatan tidak terlepas
dukungan kebijakan di lingkup daerah. Kementerian
Kesehatan untuk mengawal pelaksanaan transformasi
mempunyai indikator Persentase kabupaten/kota
yang mengadopsi kebijakan Transformasi Kesehatan.
Untuk mengukur capaian indikator tersebut Sekre-
tariat BKPK telah membuat sistematika instrumen pe-
nilaian, yaitu berupa kuesioner online “Evaluasi Trans-
formasi Kesehatan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
2023” dengan sasarannya adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Adapun substansi pilar pada kue-
sioner merupakan hasil diskusi dengan unit kerja Pusat
Kebijakan yang ada di lingkungan BKPK. Substansi pi-
lar transformasi sistem pembiayaan kesehatan men-
cakup DHA; penerapan insentif UKM mengacu APBD
Murni; penerapan perencanaan pembiayaan SPM
melalui Siscobikes; kerja sama pembiayaan pemerin-
tah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit/ pro-
gram prioritas; kerja sama pembiayaan pemerintah
dan swasta dalam upaya salah satu atau lebih, dari
skrining 9 penyakit prioritas; kerja sama pembiayaan
pemerintah dan swasta dalam upaya salah satu atau
lebih, dari skrining 14 penyakit; dan Kebijakan kapitasi
JKN di FKTP

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang telah
disebar ke dinas kesehatan kabupaten/kota diketahui
bahwa dari 387 Kabupaten/kota yang mengisi kue-
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sioner diketahui seluruhnya mengadopsi satu atau
lebih kebijakan terkait transformasi sistem pembi-
ayaan. Sehingga capaian pada indikator ini sebesar
100%.

Kegiatan-kegiatan yang Dilaksanakan untuk
Mencapai Target
Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai upa-
ya memperoleh capaian indikator ini, di antaranya
1) Rapat koordinasi antara Sekretariat BKPK den-
gan para pusjak terkait pembahasan substansi
pilar dalam kuesioner.
2) Melakukan distribusi kuesioner ke Kabupaten/
kota dan monitoring pengisian kuesioner
3) Melakukan pengolahan data dari hasil pengisian
kuesioner

Faktor Penghambat Pencapaian Target
Terdapat kabupaten/kota yang mengisi seluruh

jawaban adalah “tidak tahu” sehingga perlu dikonfir-

masi kembali jawabannya, khususnya terkait imple-

mentasi insentif UKM dan kebijakan kapitasi di FKTP.
Hal ini dikarenakan berdasarkan data e-renggar untuk
kabupaten/kota tersebut telah menganggarkan insen-
tif UKM. Adapun pelaksanaan dana kapitasi seharus-
nya telah terimplementasikan di seluruh FKTP yang
terdapat di kabupaten/kota.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan

Melakukan konfirmasi ulang ke dinas kesehatan ka-
bupaten/kota yang menjawab tidak tahu untuk pen-
gisian jawaban pertanyaan terkait insentif UKM dan
kebijakan kapitasi di FKTP

5. Kegiatan Perumusan Kebijakan
Kesehatan Global dan Teknologi
Kesehatan

Kegiatan ini dikelola oleh Pusat Kebijakan Kesehat-
an Global dan Teknologi Kesehatan (Pusjak KGTK).
Hasil kinerja Pusjak KGTK tahun 2023 adalah sebagai
berikut ini.

Tabel 3.30.
Indikator Kinerja Kegiatan Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan
Teknologi Kesehatan Tahun 2023

SASARAN INDIKATOR KINERJA m CAPAIAN | % CAPAIAN

Kegiatan Perumusan
Kebijakan Kesehatan
Global dan Teknologi

Tersusunnya blueprint pengelolaan 1 1 100
kerja sama internasional berdasarkan
kriteria negara dan lembaga

Kesehatan

diplomasi kesehatan

Jumlah dokumen kerja sama internasional, 10 65 650
termasuk perjanjian dan prakarsa hasil

berbasis kajian dan bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133
di atas peraturan Menteri yang disusun

berbasis kajian dan bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133
Menteri yang disusun berbasis kajian dan

bukti

Persentase keputusan atau peraturan 75 100 133

di bawah peraturan Menteri yang disusun

Kesehatan

Persentase kebijakan kesehatan yang 80 100 125
disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan
di bidang Kesehatan Global dan Teknologi

Kesehatan

Persentase kabupaten/kota yang 50 96,12 192
mengadopsi kebijakan Transformasi
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Tabel 3.30. menunjukkan bahwa capaian dari Indi-
kator Kinerja Kegiatan (IKK) berhasil melampaui target
yang telah ditetapkan. Analisis pencapaian kinerja
masing-masing capaian IKK itu diuraikan di bawah ini.

1) Tersusunnya Blueprint Pengelolaan Kerja
Sama Internasional Berdasarkan Kriteria
Negara dan Lembaga

Definisi Operasional dan Cara Perhitungan: Tersu-
sunnya blueprint pengelolaan kerja sama internasion-
al berdasarkan kriteria negara dan lembaga dengan
menghitung dokumen yang dihasilkan. Target tahun
2022 sebanyak 1 dokumen blueprint, sedangkan tar-
get tahun 2023-2024 adalah dokumen annual review
blueprint.

Kerja sama antarnegara adalah salah satu peluang
suatu negara memenuhi kebutuhan nasionalnya. Se-
bagai negara kepulauan dengan populasi yang tinggi
dan dinamis, serta flora dan fauna yang beragam,
membuat Indonesia memandang penting peluang
kerja sama khususnya di bidang kesehatan. Upaya
Indonesia dalam melakukan Transformasi Kesehatan
yang didorong oleh masalah-masalah kesehatan yang
ada menjadi penyebab Indonesia menjalin hubungan
kerja sama dengan negara lain atas dasar memiliki tu-
juan untuk menyejahterakan rakyat.

Blueprint Pengelolaan Kerja sama Internasional
Berdasarkan Kriteria Negara dan Lembaga adalah
suatu dokumen panduan untuk mengelola kerja sama
kesehatan global dengan mempertimbangkan kriteria
dari negara dan lembaga yang terkait. Blueprint ini
disusun sebagai upaya untuk mendorong tata kelola
kerja sama internasional yang efektif dan diharapkan
dapat menjadi panduan bagi para pihak terkait di Ke-
menterian Kesehatan dengan tujuan untuk menen-
tukan agenda prioritas dan menyusun strategi serta
membantu dalam pengambilan keputusan kerja sama
internasional yang sesuai dengan strategi Kemente-
rian Kesehatan. Hal ini penting untuk dilakukan agar
dapat mengarahkan negara dan lembaga internasi-
onal kepada pilar Transformasi Kesehatan.

Cetak biru atau blueprint adalah sebuah rancangan
untuk tujuan memberikan arahan terhadap pelaksa-
naan kegiatan dalam suatu organisasi, komunitas,
atau lembaga secara berkesinambungan. Blueprint
biasanya didasarkan pada visi pembangunan jangka
panjang pemerintah dan menjadi landasan untuk me-
nyusun program dan kebijakan yang lebih rinci. Tujuan
ini dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi
sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, blueprint pen-
gelolaan kerja sama internasional berdasarkan krite-
ria negara dan lembaga harus mengikuti dan menye-
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Kemenkes

suaikan dengan prioritas dan urgensi Kementerian
Kesehatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, terdapat
perbedaan antara blueprint yang disusun pada tahun
2022 dibandingkan dengan blueprint yang disusun
pada tahun 2023.

Salah satu perbedaan tersebut adalah dokumen
blueprint tahun 2022 menitikberatkan masalah pada
pola pemilihan dan target mitra dalam kerja sama in-
ternasional bidang kesehatan, seperti yang tecemink-
an dari pola kerja sama bilateral, regional, dan multi-
lateral yang masih bersifat sporadik sehingga kerja
sama yang dilakukan oleh Kemenkes belum terarah
dan efektif. Berbeda dengan dokumen blueprint tahun
2022, pada dokumen blueprint 2023 mitra kerja sama
dipetakan dengan memperhatikan karakteristik dan
kapasitas masing-masing serta daya ungkitnya bagi
pembangunan kesehatan dan tujuan Transformasi
Kesehatan. Kerja sama per negara dan per mitra ter-
bagi dalam skala prioritas berdasarkan manfaat, yakni
tangible, Semi-tangible dan intangible. Klasifikasi kerja
sama tersebut memudahkan strategi pendekatan ke-
pada negara/mitra sesuai dengan kategorinya mas-
ing-masing sehingga dapat menggunakan pendeka-
tan yang berbeda-beda.

Selain itu, terdapat pula perbedaan pada bagian
permasalahan dan tantangan yang terdapat dalam
dokumen blueprint tahun 2022 menjelaskan tentang
kebutuhan Indonesia untuk memiliki visi dan posisi ter-
hadap isu kesehatan global serta menyusun rencana
dan strategi yang tepat dalam mempromosikan kebi-
jakan kesehatan. Sedangkan pada bagian permasala-
han dan tantangan di dalam dokumen blueprint tahun
2023 tidak hanya membahas terkait kebutuhan ren-
cana dan strategi komprehensif tetapi juga menjelas-
kan kebutuhan mekanisme pemantauan kerja sama
internasional, kurangnya SDM yang memadai dalam
diplomasi kesehatan dan permasalahan eksternal sep-
erti keterlibatan kementerian/Lembaga terkait.

Perbedaan lainnya yang perlu di highlight adalah
pada bagian Analisis SWOT. Analisis SWOT untuk
blueprint tahun 2023 lebih rinci dan deskriptif diband-
ingkan dengan tahun 2022. Selain itu, kerangka kerja
strategis kerja sama internasional bidang kesehatan
dijelaskan secara poin-poin singkat dan lebih jelas.
Kerangka kerja strategis tidak terbatas dengan ren-
cana aksi saja namun juga mengelaborasi sampai ke
outcome dan langkah yang perlu dilakukan pada ta-
hun berikutnya.

Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujud-
kan masyarakat yang sehat, produktif , mandiri dan
berkeadilan serta mencapai tujuan RPJMN Bidang
Kesehatan Tahun 2020-2024,untuk mendukung ter-
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capainya tujuan Transformasi Kesehatan di tengah
fenomena global, diperlukan kesiapan dan kemam-
puan dalam pemanfaatan sumber daya baik dari
dalam negeri maupun melalui peran proaktif Indonesia
dalam kerja sama internasional dengan melakukan op-
timalisasi kerja sama internasional bidang Kesehatan
melalui 4 agenda yaitu :

1. Meningkatkan peran Indonesia dalam agenda
setting kesehatan global. Melalui diplomasi, ne-
gosiasi, pembangunan mekanisme tata kelola
dan aliansi, serta pembinaan hubungan antar
negara.

2. Meningkatkan kapasitas dalam negeri dalam
pelaksanaan kerja sama internasional bidang
kesehatan melalui :

a. Reformasi struktur organisasi yg menangani
kerja sama internasional

b. Penguatan sistem administrasi, teknologi in-
formasi dan monev

c. Pendidikan dan Pelatihan pelaku diplomasi
kesehatan

3. Optimalisasi kerja sama bidang kesehatan pada
level bilateral, regional dan multilateral. Melalui
pemetaan target, prioritas dan area kerja sama,
penguatan komitmen yang ada dan ekspose
serta diseminasi inovasi bid kesehatan dalam
negeri ke luar negeri.

4. Optimalisasi kerja sama global untuk mendo-
rong pencapaian tujuan Transformasi Kesehat-
an. Melalui pemetaan target, prioritas kerja sa-
ma bilateral, regional, dan multilateral berdasar
pilar Transformasi Kesehatan, outcome yang
diharapkan

Outcome yang diharapkan:

a. Peningkatan akses dan kualitas layanan kese-
hatan.

b. Health Resilience masyarakat Indonesia dan ka-
wasan yang tangguh.

c. Sistem kerja sama kesehatan regional global
yang setara dan responsif.

d. SDM dan institusi yang cakap dalam melak-
sanakan diplomasi dan kerja sama kesehatan
global.

e. Visibilitas wakil Kementerian Kesehatan RI dan
reputasi Indonesia di lembaga internasional di
bidang kesehatan.

Adapun capaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun
2023 yang menjadi tanggung jawab Pusat Kebijakan
Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan. Indikator
kinerja terkait tersusunnya blueprint pengelolaan kerja

sama internasional berdasarkan kriteria negara dan
lembaga telah tercapai sesuai target 100%, di mana
pada tahun 2023 telah dilakukan annual review ter-
hadap blueprint pengelolaan kerja sama internasional
berdasarkan kriteria negara dan lembaga.

Berdasarkan hasil review tersebut Pusjak KGTK
telah melaksanakan amanah yang telah diagendakan
di dalam dokumen Blueprint pengelolaan kerja sama
internasional. Namun masih belum sepenuhnya sesuai
dengan apa yang telah ditargetkan di dalam blueprint
pengelolaan kerja sama internasional sehingga perlu
evaluasi dan penajaman kembali terhadap target dan
outcome di tahun 2024 sehingga apa yang dicapai
dapat sesuai dengan apa yang telah ditargetkan di
dalam blueprint pengelolaan kerja sama internasional.

Untuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai
target, faktor penghambat dan upaya tindak lanjut
yang dilakukan sama dengan indikator terbangunnya
tata kelola kerja sama internasional yang efektif.

2) Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional,
Termasuk Perjanjian dan Prakarsa Hasil Diplo-
masi Kesehatan

Jumlah dokumen kerja sama internasional, terma-
suk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan
merupakan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan yang
memiliki definisi operasional Dokumen kerja sama in-
ternasional bidang kesehatan, termasuk perjanjian dan
prakarsa Indonesia hasil diplomasi kesehatan, antara
Kementerian Kesehatan Rl dengan Kementerian Kes-
ehatan Negara Mitra, Organisasi Internasional atau Or-
ganisasi Non-Pemerintah Asing lainnya berupa MoU,
Resolution, Joint Statement, Concept Note, Grant
Agreement, Regulation, Technical Arrangement, Re-
cord of Discussion, Mutual Recognition Arrangement
atau dokumen yang dipersamakan.

Berkembangnya substansi mengenai isu-isu sektor
kesehatan pada forum multilateral, regional dan bilat-
eral sehingga terjadi peningkatan pada permintaan
kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang
bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masing-
masing negara dan dengan lintas sektor terkait di
dalam negeri. Sehingga capaian indikator Jumlah do-
kumen kerja sama internasional, termasuk perjanjian
dan prakarsa hasil diplomasi Kesehatan, jauh melebihi
target yang telah ditentukan.

Capaian target IKK sebanyak 65 dokumen kerja
sama diperoleh melalui kegiatan-kegiatan, sebagai
berikut:

1) Rapat kordinasi penyusunan posisi PEMRI ter-

kait konsep political declaration untuk United
Nations General Assembly (TB, UHC, PPR);
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2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

m

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Rapat koordinasi pembahasan Join Work Pro-
gram (JWP) Indonesia - OECD;

Rapat WHO - Joint Planning Meeting Biennium
2024-2025;

Rapat pertemuan the 3rd G20 JHHTF,;
Workshop Penyusunan Laporan Pandemic
Fundg;

Penandatanganan Cover Letter Proposal Indo-
nesia untuk Pandemic Fund;

Pertemuan The Fifth Pandemic Fund Govern-
ing Board Meeting;

Rapat Pembahasan ASEAN Center for Public
Health Emergencies and Emerging Disease
(ACPHEED);

Rapat Pembahasan ASEAN dan Healthcare
Service Sector Working Group (HSSWG);
Rapat Consultation Meeting with Partners on
Development of ASEAN Leaders Declaration
on One Health;

Rapat persiapan pertemuan Asia-Pacific Eco-
nomic Cooperation First Senior Official’'s Meet-
ing (SOM);

Rapat Inter-Kementerian Pembahasan MoU
Kesehatan Indonesia-Zimbabwe dan Indone-
sia-Tanzania;

Rapat Pembahasan Draft MoU RI-Malaysia dan
RI-Brunei, POA RI-RRT, Draft MoU The German
Medical Association;

Rapat Pembahasan draft MoU Kemkes - IHME;
Pertemuan Pertemuan 17th Meeting of ASEAN
Health Cluster 1;

Rapat Pertemuan pembahasan draft MoU Ke-
menkes-NIH;

Rapat pertemuan consultative meeting deliv-
erables keketuaan ASEAN 2023 knowledge
management platform (KMP);

Rapat persiapan pertemuan ke-17 ASEAN
SOMHD;

Rapat pendampingan penyusunan perjanjian
kerja sama di RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi;
Pertemuan pembahasan wusulan kegiatan
WHO Biennium Planning PB 2024-2025; dan
Workshop Indonesia IAEA Conprehensive Col-
laboration for the Development of Radiation
Medicine Facilities.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian
Target

a)

p)
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Adanya Komitmen Kementerian Kesehatan da-
lam membangun jejaring kerja sama luar negeri;
Adanya Komitmen pimpinan nasional dan Ke-
menterian Kesehatan untuk mengikuti

I BKPK 2023

Q)

d)

e)

f)

9)

h)

)
k)
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perkembangan isu-isu internasional, terutama
terkait bidang kesehatan;

Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksa-
naan kegiatan dalam rangka Jumlah dokumen
kerja sama internasional, termasuk perjanjian
dan prakarsa hasil diplomasi kesehatan sehing-
ga dapat memperlancar proses pencapaian
target kinerja diantaranya pencapaian target
dokumen kerja sama internasional termasuk
perjanjian dan prakarsa;

Tersedianya KMK HK.01.07/754/2022 yang
menjadi regulasi payung bagi Pusjak KGTK seb-
agai pelaksana kerja sama luar negeri dan diplo-
masi kesehatan;

Tersedianya sumber daya baik sumber daya
manusia maupun sumber daya pendukung;
lainnya seperti anggaran sarana dan prasarana
dalam mendukung upaya pencapaian target
Jumlah dokumen kerja sama internasional, ter-
masuk perjanjian dan prakarsa hasil diplomasi
kesehatan;

Upaya aktif Indonesia dalam hal ini Kementerian
Kesehatan dalam pendekatan terhadap nega-
ra-negara mitra ataupun negara lainnya yang
potensial serta upaya aktif dalam forum-forum
internasional bidang kesehatan;

Sejarah kerja sama yang kuat dan panjang an-
tara Kementerian Kesehatan dengan Kement-
erian/Lembaga, negara mitra/sahabat, dan Or-
ganisasi Internasional;

Peran Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023;
Sudah terjalinnya kerja sama internasional baik
secara G to G, kawasan, maupun multilateral; dan
Upaya membangun koordinasi kerja sama luar
negeri yang efektif dengan mitra kerja sama
luar negeri serta kementerian/lembaga terkait.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

a.

Dinamika internasional yang berlangsung den-
gan sangat cepat khususnya isu-isu politik dan
ekonomi serta kesehatan yang merupakan
salah satu isu yang tidak dapat menghindar dari
perkembangan isu-isu lainnya di dunia interna-
sional;

Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia
di Kementerian Kesehatan terkait kompetensi
diplomasi kesehatan global;

Belum adanya sistem informasi yang terintegra-
si yang memudahkan monitoring pelaksanaan
dan implementasi MoU; dan

Seringkali ditemui kendala non-teknis dalam
pelaksanaan finalisasi penandatanganan MoU,



Lol, dan agreement karena pejabat terkait men-
dadak berhalangan hadir pada hari yang telah
ditentukan.

Pemecahan Masalah dan Tindak Lanjut yang
Dilakukan

a) Melakukan komunikasi dan koordinasi yang in-
tensif dengan Kementerian/Lembaga terkait
terutama Kementerian Luar Negeri untuk men-
getahui peta politik dan ekonomi di dunia inter-
nasional,

b) Upaya peningkatan kompetensi SDM terkait di-
plomasi kesehatan global;

c) Menjadi masukan tersendiri untuk mengem-
bangkan sistem informasi yang terintegrasi un-
tuk mempermudah proses monitoring terkait
kerja sama luar negeri; dan

d) Untuk kendala nonteknis dalam pelaksanaan
finalisasi penandatanganan, strategi proses
penandatanganan secara sirkular, yaitu proses
penandatanganan dokumen kerja sama luar
negeri yang telah dibahas kedua belah pihak
dan telah mencapai kesepakatan final sebagai
output indikator dilakukan secara paralel dalam
rangka akselerasi pencapaian target.

3) Persentase Keputusan atau Peraturan
di Atas Peraturan Menteri yang Disusun
Berbasis Kajian dan Bukti

Peraturan/regulasi di atas Menteri hasil identifikasi
terhadap regulasi tahun 2023 yakni Undang Undang
Kesehatan No 17 Tahun 2023. Berdasarkan hasil As-
sessment diperoleh nilai 94 atau di atas kategori baik
Capaian indikator melebihi target, karena populasi
hanya ada 1 regulasi/kebijakan di atas Menteri sehing-
ga ketika nilai populasi tersebut di atas 65 (kategori
baik) maka nilai capaian adalah 100 %.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Beberapa faktor penghambat pencapaian target
IKK adalah sangat bergantung pada identifikasi dan
keberadaan keputusan atau peraturan di atas Menteri
yang terkait dengan kesehatan global dan teknologi
kesehatan sehingga jika tidak ditemukan kebijakan
terkait KGTK maka proses analisis tidak dapat dilak-
sanakan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian
Target
Beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian
target indikator kinerja kegiatan diantaranya adalah:
a. Terjalinnya komunikasi yang baik antara Tim

IKK, Para Ketua Tim Kerja, dan Tim Perencanaan
Evaluasi Pusjak KGTK sehingga proses identifi-
kasi, pengisian instrumen, dan analisis capaian
IKK dapat berjalan dengan baik; dan

b. Adanya dukungan dari Tim Kerja Hukum dan
Strategi Kebijakan Sekretariat BKPK yang men-
dukung dan memfasilitasi Pusjak KGTK untuk
dapat berproses untuk mencapai target indika-
tor kinerja kegiatan yang telah dikomitmenkan.

Upaya Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan

Pada Tahun 2023 terdapat peraturan/kebijakan di
atas Menteri yakni Undang-Undang Kesehatan Nomor
17 Tahun 2023. Oleh karen regulasi tersebut berkaitan
dengan setiap Pusat Kebijakan, maka regulasi terse-
but menjadi populasi di tiap Pusat Kebijakan. Potensi
masalah terjadi ketika masing-masing Pusat Kebijakan
melakukan analisis terhadap regulasi tersebut, maka
akan ada nilai yang berbeda dari setiap Pusjak untuk
regulasi yang sama.

Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi kem-
bali kepada Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
dan Tim Binwil Sekretariat BKPK dengan memastikan
apakah UU No 17 tahun 2023 dapat menjadi populasi
regulasi dari setiap Pusjak dan bagaimana mengenai
kemungkinan adanya nilai yang berbeda untuk regu-
lasi yang sama dari setiap Pusjak. Selain itu, Pusjak
KGTK juga berkoordinasi dengan Biro hukum selaku
pengampu untuk UU 17 Tahun 2023. Berdasarkan in-
formasi dari Biro Hukum setiap Pusjak memiliki fokus
pembahasan yang berbeda dari Undang Undang kes-
ehatan No 17 tahun 2023 sehingga tidak akan menjadi
masalah jika hasil analisis tiap Pusjak berbeda.

4) Persentase Keputusan atau Peraturan
Menteri yang Disusun Berbasis Kajian
dan Bukti

Telah dilakukan analisis dan penilaian Indeks Kuali-
tas Kebijakan terhadap 5 regulasi setingkat Menteri
(populasi terdapat 5 regulasi) terkait KGTK yakni PMK
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keg-
iatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi Khu-
sus dan PMK No 6 Tahun 2023 tentang pendayagu-
naan tenaga kesehatan WNA, PMK No. 4 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma, KMK
No. HK.01.07-MENKES-1280-2023 tentang Pengem-
bangan Ekosistem Inovasi Digital Kesehatan Melalui
Regulatory Sandbox, dan KMK No. HK.01.07-MENK-
ES-133-2023 tentang Integrasi Data Kesehatan Nasi-
onal Melalui Satusehat.

Berdasarkan hasil analisis penilaian Indeks Kualitas
Kebijakan terhadap populasi regulasi yakni sebanyak
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5 regulasi/kebijakan setingkat Menteri diperoleh nilai
di atas 65 untuk ke 5 regulasi tersebut. Sehingga ber-
dasarkan hasil penilaian tersebut diperoleh hasil capa-
ian IKK yakni 5/5 x 100% = 100%. Hasil ini melebihi dari
target sebesar 75 %, sehingga persentase capaian
sebesar 133,33%.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

a) Terdapat regulasi yang tumpang tindih dengan
Pusjak lain, di antaranya adalah PMK No 1 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usa-
ha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi Khusus.
Namun hal ini telah dikomunikasikan kepada
Pusjak yang bersangkutan sehingga tidak ter-
jadi tumpang tindih.

b) Pada saat kegiatan koordinasi capaian IKK dan
assessment terhadap regulasi atau peraturan
keputusan atau peraturan Menteri tahun 2023
terkait dengan kesehatan global dan teknologi
kesehatan terdapat unit utama pengampu yang
tidak dapat hadir secara luring maupun daring,
sehingga ada regulasi yang proses penilaiannya
mengalami hambatan, dan belum dapat disele-
saikan saat pertemuan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian
Target
a) Terjalinnya komunikasi yang baik antara Tim
IKK, Para Ketua Tim Kerja, dan Tim Perenca-
naan Evaluasi Pusjak KGTK sehingga proses
identifikasi, pengisian instrumen dan analisis ca-
paian IKK dapat berjalan dengan baik; dan
b) Adanya dukungan dari Tim Kerja Hukum dan
Strategi Kebijakan, Tim Kerja Program dan ang-
garan dan Tim Kerja Binwil Sekretariat BKPK
yang mendukung serta memfasilitasi Pusjak
KGTK untuk dapat berproses untuk mencapai
target indikator kinerja kegiatan yang telah
dikomitmenkan.

Upaya Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan

Pada saat kegiatan koordinasi capaian IKK dan as-
sessment terhadap regulasi atau peraturan keputusan
atau peraturan Menteri tahun 2023 terkait dengan ke-
sehatan global dan teknologi kesehatan terdapat unit
utama pengampu yang tidak dapat hadir secara luring
maupun daring, sehingga ada regulasi yang proses
penilaiannya mengalami hambatan, dan belum dapat
diselesaikan saat pertemuan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah:
1. Berkoordinasi dengan pengampu utama dan
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tetap melakukan kontak dengan penanggung
jawab untuk tetap melanjutkan proses assess-
ment terhadap regulasi yang belum dapat dis-
elesaikan sehingga proses assessment dan pe-
nilaian hasil dapat diselesaikan walaupun di luar
pertemuan; dan

2. Berkoordinasi dengan tim kerja hukum dan
strategi kebijakan, Biro Hukum sebagai pihak
yang menjembatani antara Pusjak KGTK den-
gan unit teknis, serta Tim kerja Binwil dan Tim
Kerja Program dan Anggaran Sekretariat BKPK.

5) Persentase Keputusan atau Peraturan
di Bawah Peraturan Menteri yang Disusun
Berbasis Kajian dan Bukti

Analisis dan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan
terhadap 5 regulasi setingkat Menteri (populasi ter-
dapat 5 regulasi) terkait KGTK telah dilakukan, yakni
PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Rumah Sakit di Kawasan Ekonomi
Khusus dan PMK Nomor 6 Tahun 2023 tentang pen-
dayagunaan tenaga kesehatan WNA, PMK Nomor 4
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi
Plasma, KMK Nomor HK.01.07-MENKES-1280-2023
tentang Pengembangan Ekosistem Inovasi Digital Ke-
sehatan Melalui Regulatory Sandbox, dan KMK Nomor
HK.01.07-MENKES-133-2023 tentang Integrasi Data
Kesehatan Nasional Melalui SatuSehat.

Berdasarkan hasil analisis penilaian Indeks Kualitas
Kebijakan terhadap populasi regulasi yakni sebanyak
5 regulasi/kebijakan setingkat Menteri diperoleh nilai
di atas 65 untuk ke-5 regulasi tersebut. Sehingga ber-
dasarkan hasil penilaian tersebut diperoleh hasil capa-
ian IKK yakni 5/5 x 100% = 100%. Hasil ini melebihi dari
target sebesar 75 %, sehingga persentase capaian
sebesar 133,33%.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target
Indikator Kinerja Kegiatan di antaranya adalah pen-
capaian target IKK sangat bergantung dengan hasil
identifikasi dan keberadaan keputusan atau peraturan
tersebut yang terkait dengan kesehatan global dan
teknologi kesehatan sehingga jika tidak ditemukan ke-
bijakan terkait KGTK maka proses analisis tidak dapat
dilaksanakan.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian
Target
a) Adanya kerja sama yang baik antara Tim Per-
encana dan Tim Kerja Kerja Sama Kesehatan
Regional dan Tim Kerja Hukum Dan Strategi Ke-
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Tabel 3.31.
Persentase Implementasi Penyusunan Kebijakan yang Sesuai
dengan Regulasi/Pedoman

SASARAN

Meningkatnya
tata kelola pelaksanaan

Transformasi Kesehatan pedoman

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN | % CAPAIAN

Persentase implementasi penyusunan 90 75 83,33
kebijakan yang sesuai dengan regulasi/

bijakan untuk saling melengkapi dalam proses
penyusunan Keputusan Kepala BKPK Nomor
HK.02.02/H/4778/2023 tentang Pengemban-
gan ASEAN Knowledge Management Platform
Sebagai Sistem Informasi Kerja Sama Kesehat-
an Regional Association of Southeast Asian Na-
tions;

b) Terjalinnya komunikasi yang baik antara tim
IKK, para ketua tim kerja, dan Tim Perencanaan
Evaluasi Pusjak KGTK sehingga proses identifi-
kasi, pengisian instrumen dan analisis capaian
IKK dapat berjalan dengan baik; dan

c) Adanya dukungan dari Tim Kerja Hukum dan
Strategi Kebijakan, Tim Kerja Program dan Ang-
garan, dan Tim Kerja Binwil Sekretariat BKPK
yang mendukung dan memfasilitasi Pusjak
KGTK untuk dapat berproses untuk mencapai
target indikator kinerja kegiatan yang telah
dikomitmenkan.

Upaya Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan
Tindak lanjut yang dilakukan adalah mengidenti-
fikasi potensi isu teknis yang telah dikerjakan yang
memerlukan penetapan Kepala Badan agar bisa
segera diajukan/diusulkan, sehingga Pusjak KGTK
berhasil mengajukan Keputusan Kepala BKPK Nomor
HK.02.02/H/4778/2023 tentang pengembangan ASE-
AN Knowledge Management Platform sebagai sistem
informasi kerja sama kesehatan Regional Association
of Southeast Asian Nation sebagai regulasi/kebijakan
di bawah Menteri. KKB ini juga sebagai bagian keleng-
kapan dari Pusjak KGTK untuk mengajukan Knowl-
edge Management Platform sebagai usulan inovasi.

6) Persentase Kebijakan Kesehatan yang
Disusun Berdasarkan Rekomendasi Kebijakan
di Bidang Kesehatan Global dan Teknologi
Kesehatan

Definisi operasional: Persentase kebijakan kesehat-
an yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan
di bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan

memiliki definisi operasional persentase kebijakan
atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ke-
sehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil ka-
jian yang dihasilkan BKPK. Cara perhitungan: Jumlah
kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kemen-
terian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang
dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasil-
kan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau
regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan
pada tahun sebelumnya (T-1) dikali seratus.

Dalam hasil penelusuran kebijakan tahun 2022, ke-
bijakan T-1 yang berasal dari rekomendasi kebijakan
adalah Chair Summary: Health Ministers Meeting of
The G20 dalam rangka Indonesia Presidensi G20 ta-
hun 2022. Chair Summary tersebut merupakan usulan
inisiatif di bawah Indonesia Presidensi G20 tahun 2022
mengenai Pandemic Prevention, Preparedness and Re-
sponse (PPR), dengan 3 isu prioritas kesehatan, yaitu
membangun ketahanan sistem kesehatan global; har-
monisasi protokol kesehatan global; dan memperluas
pusat manufaktur dan penelitian global untuk pandemi.
Pertemuan tersebut berbagi pandangan yang sama
untuk mengimplementasikan Aksi Menteri Kesehatan
G20 untuk memperkuat arsitektur kesehatan global
(Bali Global Health Action). Capaian melebihi target,
karena hanya ada 1 kebijakan tahun 2022 yang diam-
bil sebagai populasi dalam rangka Indonesia Presidensi
G20, dimana kebijakan yang disepakati di Tingkat neg-
ara G20 tersebut berasal dari usulan Indonesia dengan
Pusjak KGTK sebagai focal point dalam rangkaian pe-
nyelenggaraan Indonesia Presidensi G20.

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Sulitnya menemukan regulasi atau kebijakan pada
T-1 yang berdasarkan hasil rekomendasi kebijakan
yang berasal dari BKPK atau Eks KSLN dan Eks Puslit-
bang Upaya Kesehatan Masyarakat, mengingat BKPK
baru berdiri pada tahun 2022.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian
Target
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a)

Terjalinnya komunikasi yang baik antara Tim
IKK, para ketua tim kerja (Katimja) dan Tim Per-
encanaan Evaluasi Pusjak KGTK sehingga pros-
es identifikasi terhadap kebijakan dan dokumen
pendukung terkait usulan Indonesia dapat teri-
dentifikasi; dan

b) Adanya dukungan dari Tim Kerja Komunikasi

dan Layanan Informasi, Tim Kerja Hukum dan
Strategi Kebijakan, serta Tim Binwil Sekretariat

I BKPK 2023

Q)
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jak KGTK untuk dapat berproses untuk menca-
pai target indikator kinerja kegiatan yang telah
dikomitmenkan.

Sulitnya menemukan regulasi atau kebijakan
pada T-1 yang berdasarkan hasil rekomendasi
kebijakan yang berasal dari BKPK atau Eks
KSLN dan Eks Puslitbang Upaya Kesehatan Ma-
syarakat, mengingat BKPK baru berdiri pada
tahun 2022

BKPK yang mendukung dan memfasilitasi Pus-

Tabel 3.32.
Hasil Pengukuran Regulasi

AGENDA | FORMULASI

NAMA KEBIJAKAN SETTING | KEBIJAKAN | NILAI

A Peraturan Setingkat Peraturan Menteri

1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 4 Tahun 2022 tentang 63.6 76.8 70.4
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat

2 PMK Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Kegiatan Usaha dan 59.0 71.3 65.3
Produk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Kesehatan

3 PMK Nomor 14 Tahun 2022 tentang Program Adaptasi Dokter 84.4 90.5 87.7
Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri di Fasyankes

4 PMK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit 72.4 87.5 80.2
Akibat Kerja

5 PMK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data 67.2 69.3 68.4
Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan

6 PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan 87.2 88.2 87.9
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

7 PMK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah 79.5 86.8 83.4
Dengan Swasta di Bidang Non-Infrastruktur Kesehatan

8 PMK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria 64.5 74.9 70.1

9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1559 Tahun 2022 tentang 46.4 56.1 514
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang
Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan

10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1113 Tahun 2022 tentang 64.5 72.5 68.7
Penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Nasional Tahun 2022

B Peraturan di Bawah Peraturan Menteri

1 Surat Edaran Nomor 158/2022 tentang Kewajiban Pelaporan dan 55.1 66.6 61.0
Pemutakhiran Data Rumah Sakit

12 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 6431/2022 tentang Petunjuk 35.0 65.8 50.6
Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal
Tahun Anggaran 2022

- PVIUAW/CNCIN 75



Upaya Tindak lanjut yang dilakukan

Upaya yang dilakukan adalah mengidentifikasi ke-
bijakan yang dihasilkan selama Indonesia Presidensi
G20 di mana Indonesia sebagai Tuan Rumah dan Chair
G20 mengusulkan inisiatif yang masuk dalam doku-
men Chair Summary dan disepakati oleh Menteri Kes-
ehatan Negara G20.

7) Persentase Kabupaten/Kota yang
Mengadopsi Kebijakan Transformasi
Kesehatan
Berdasarkan kuesioner sebagai instrumen penilaian
yang telah disebar kepada kabupaten/kota, setelah
proses cleaning data diperoleh jumlah kabupaten/
kota yang mengisi sebanyak 387 dan jumlah kabupat-
en/kota yang telah mengadopsi kebijakan terkait pi-
lar Transformasi Kesehatan pilar teknologi kesehatan
sebanyak 372 kabupaten/kota atau 96,12 persen. Be-
berapa item yang menjadi penilaian kabupaten/kota
yang melaksanakan Transformasi Kesehatan teknolo-
gi kesehatan diantaranya adalah:
a) Layanan Telemedicine/Telehealth/Telekonsul-
tasi di Fasyankes (RS/Puskesmas);
b) Digitalisasi Rekam medis (Rekam Medis Elek-
tronik) di Fasyankes (RS/Puskesmas); dan
c) Penerapan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku) di
Fasyankes (RS/Puskeswmas).

Kegiatan konsolidasi capaian IKK Persentase kabu-
paten/kota yang mengadopsi kebijakan Transformasi
Kesehatan yang dilaksanakan telah berhasil mening-
katkan jumlah kabupaten/kota yang menjadi ampuan
Pusjak KGTK (132 kabupaten kota) yang awalnya
hanya sebanyak 32 kabupaten/kota, setelah kegiatan
menjadi 116 kabupaten/kota ampuan Pusjak KGTK
yang mengisi instrumen

Faktor Penghambat Pencapaian Target

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapa-

ian target di antaranya adalah masih sedikitnya jumlah
kabupaten/kota ampuan Pusjak KGTK yang mengisi
instrumen ketika mendekati batas akhir pengisian in-
strumen. Beberapa hal yang menjadi catatan lambat-
nya pengisian instrumen oleh kabupaten/kota di anta-
ranya adalah:

a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu melaku-
kan koordinasi lagi di tiap sub bidang karena
yang menangani 6 pilar Transformasi Kesehat-
an adalah sub bidang yang berbeda; dan

b) Berdasarkan laporan dinas kabupaten/kota, in-
strumen sejenis bukan hanya dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan namun juga oleh ke-

menterian lain, sehingga ada tumpang tindih.

c) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu melaku-
kan koordinasi lagi dengan masing-masing sub
bidang karena yang menangani 6 pilar Trans-
formasi Kesehatan adalah sub bidang yang ber-
beda; dan

d) Berdasarkan laporan dinas kabupaten/kota, in-
strumen sejenis bukan hanya dikeluarkan oleh
Kementerian Kesehatan namun juga oleh Ke-
menterian lain, sehingga terjadi tumpang tindih.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian
Target
a. Terjalinnya komunikasi yang baik antara Tim
IKK, Para Ketua Tim Kerja, dan Tim Perenca-
naan Evaluasi Pusjak KGTK sehingga proses
pengisian kuisioner kabupaten/kota yang men-
jadi tanggung jawab Pusjak KGTK dapat terisi
lebih dari 75%; dan
b. Adanya dukungan dari Tim Kerja Pembinaan
Wilayah dan Tim Kerja Program dan Anggaran
Sekretariat BKPK yang mendukung dan mem-
fasilitasi Pusjak KGTK untuk dapat berproses
untuk mencapai target indikator kinerja kegiat-
an yang telah dikomitmenkan.

Upaya Tindak lanjut yang dilakukan

a) Menyelenggarakan pertemuan hibrid dengan
mengundang dinas provinsi dan dinas kabupat-
en/kota yang menjadi tanggung jawab Pusjak
KGTK. Melalui pertemuan tersebut, Pusjak KGTK
maupun dinas kesehatan provinsi melakukan
pendampingan pengisian instrumen yang dilaku-
kan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota; dan

b) Kerja sama antara tim IKK, tim monitoring, dan
tim perencanaan evaluasi sehingga proses
pengisian dan pengumpulan instrument dinas
kesehatan kabupaten kota dapat berjalan de-
ngan lancar.

6. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksa-
naan Transformasi Kesehatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat BKPK
dengan Indikator Persentase implementasi penyu-
sunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/ pedo-
man Definisi Operasional indikator ini adalah persen-
tase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK
Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu
pedoman standardisasi proses formulasi kebijakan
oleh pengambil kebijakan. Cara perhitungannya yaitu
Jumlah kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes,
SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah menga-
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cu pedoman standardisasi proses formulasi kebijakan
dibagi jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh pengam-
bil kebijakan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.
Sedangkan bukti output disampaikan berupa Laporan
Hasil Analisis Regulasi sesuai dengan Pedoman Reko-
mendasi Kebijakan.

Analisis Pencapaian Target

a) Tahapan awal dilakukan analisis terhadap regu-
lasi, untuk mengidentifikasikan regulasi yang
masuk menjadi kriteria populasi pengukuran IKK
Renstra.

b) Setelah teridentifikasi regulasi yang bersifat
“regeling” akan dibagi menjadi 3 klasifikasi (per-
aturan di atas peraturan menteri, peraturan
setingkat peraturan menteri dan peraturan di
bawah peraturan menteri). Untuk kemudian di-
lakukan sampling dengan menggunakan rumus
yang sudah ditetapkan.

c) Kemudian, dilakukan identifikasi bukti dukung
mengenai proses penyusunan kebijakan dari
tiap sampel kebijakan yang terpilih tersebut me-
lalui penilaian mandiri (self- assessment). Identifi-
kasi ini dilakukan paralel bersama dengan pelak-
sanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan.

d) Tahapan terakhir dilakukan evaluasi jawaban
dan pemberian penilaian sesuai instrumen yang
digunakan.

Faktor Penghambat Pencapaian Target
Pencapaian output ini sangat bergantung kepada
proses penyusunan regulasi yang ada di Unit Utama
lain. Sementara dari hasil self-assessment yang di-
lakukan, terdapat kurangnya dokumentasi/bukti yang
dapat ditunjukkan terkait proses agenda setting dan
formulasi kebijakan pada regulasi yang terpilih men-
jadi sampel. Hal ini menyebabkan penilaian menjadi
kurang optimal sesuai instrumen yang ditentukan.

Upaya Tindak Lanjut yang Dilakukan

a. Melakukan pendampingan identifikasi bukti du-
kung kepada Unit Pemrakarsa regulasi.

b. Memberikan rekomendasi kepada Unit Utama,
bahwa dalam proses penyusunan kebijakan
harus mengikuti tahapan yang sudah ditentu-
kan melalui Pedoman yang ada, diantaranya
Permenkes No. 1/2020 dan Kep. Menkes No.
2014/2022.

c. Merekomendasikan kepada Unit Utama untuk
membuat sistem dokumentasi yang baik dalam
merekam proses formulasi kebijakan sehingga
dapat di jejak balik apabila dibutuhkan.
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Analisis Kegagalan

Berdasarkan data self-assessment yang diperoleh
masih ditemukan beberapa catatan kendala yaitu be-
lum sepenuhnya pemenuhan standar formulasi kebi-
jakan kebijakan yang dikeluarkan oleh antar unit utama
di dilingkungan Kementerian Kesehatan terutama pada
saat penyusunan agenda setting kebijakan sebelum
dilakukannya formulasi kebijakan. Kelemahan dalam
penyusunan agenda setting yang dimaksud adalah be-
lum seluruh kebijakan yang dikeluarkan diantaranya 1)
memiliki pokok masalah berkaitan dengan kepentingan
masyarakat umum atau kepentingan kelompok terten-
tu yang memiliki kerentanan dan 2) isu yang ditentu-
kan tanpa dengan konsensus aspirasi stakeholder dan
tanpa dilakukan analisis kebijakan terkait.

Di sisi lain, komponen penyusunan perencanaan
kebijakan yaitu formulasi kebijakan, kebijakan yang
dikeluarkan memiliki kekuatan pada 1) tujuan kebijakan
dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami, 2)
seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan
dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik,
3) rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan
stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkun-
gan eksternal kebijakan, 4) sebagian alternatif meru-
pakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan,
5) semua aspek kebijakan memberikan nilai tambah/
manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang
ada, dan 6) cara/metode implementasi kebijakan yang
diformulasikan berbeda sama sekali dengan yang lain-
nya. Sementara itu, kelemahan dalam penyusunan
formulasi kebijakan yang dinilai memberikan dampak
besar terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan
adalah di antaranya 1) opsi kebijakan yang diformu-
lasikan belum seluruhnya dikaji kemanfaatannya, 2)
strategi penanganan terhadap semua risiko yang
mungkin timbul belum seluruhnya dipetakan, dan 3)
penyusunan kebijakan belum seluruhnya didukung
oleh dokumentasi yang lengkap dan memadai untuk
pembelajaran di masa mendatang.

Apabila dilihat dari hasil pengukuran, regulasi yang
sudah berkategori baik (skor = 65) lebih banyak pada
level setingkat Menteri khususnya pada Peraturan
Menteri, sementara untuk peraturan di bawah Menteri
masih perlu peningkatan pada proses agenda setting
dan formulasinya. Hal ini biasanya disebabkan sifat
regulasi di bawah Peraturan Menteri lebih dituntut
untuk cepat diimplementasikan karena biasanya lebih
bersifat teknis, namun sebagai upaya peningkatan
kualitas kebijakan sebaiknya pada perencanaan ke-
bijakan tetap dilakukan sesuai dengan tahapan yang
ditentukan dalam penyusunan kebijakan.
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Tabel 3.33.
Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan

SASARAN

Meningkatnya
dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN | % CAPAIAN
Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan 85 89,50 105,29
Pembangunan Kesehatan
Nilai kinerja penganggaran BKPK 93 93,62 100,67

7. Kegiatan Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya

Kegiatan ini dijalankan oleh Sekretariat BKPK de-
ngan 2 indikator sebagaimana tampak pada Tabel 3.33.

a. Nilai Reformasi Birokrasi BKPK

Definisi operasional: Nilai Reformasi Birokrasi yaitu
hasil penilaian mandiri masing-masing indikator pro-
gram RB General yang menjadi tanggung jawab unit
kerja. Cara perhitungannya menggunakan tools pe-
nilaian dari masing-masing leading institution yang di-
lakukan secara mandiri. Capaian kinerja Nilai Reformasi
Birokrasi di Eselon Il merupakan turunan dari capaian
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan.

Faktor Penghambat Pencapaian Target
Permasalahan yang terjadi adalah Perubahan Road
Map RB Nasional sesuai Permen PANRB Nomor 3 Tahun
2023 sehingga perlu perubahan Road Map RB Kemenk-
es, Penyusunan Rencana Aksi RB General dan RB Tema-
tik masih berproses pembahasan dengan Kemenpan RB.

Tabel 3.34.
Perhitungan Nilai Kinerja BKPK

Upaya Tindak Lanjut

Tidak lanjut yang akan dilakukan adalah sedang
disusun Road Map RB Kementerian Kesehatan,
Melakukan monitor dan koordinasi dengan Biro OSDM
Kemenkes terkait evaluasi penilaian RB.

b. Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) BKPK

Definisi Operasional: Nilai kinerja penganggaran
yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggu-
nakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang
diformulasikan dari :

a. Aspek Implementasi yang memperhitungkan
realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan
RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditar-
getkan di dalam RKA-K/L secara tahunan;

b. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pen-
capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indika-
tor Sasaran Program/Indikator Kinerja Program
(IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang
ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L
secara tahunan;

c. Aspek konteks yang memperhitungkan rel-
evansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja
dengan dinamika masalah yang coba dipecah-
kan melalui intervensi program.

INDIKATOR BOBOT

Capaian Output 43,5%
Program
Efisiensi 28,6%
Konsistensi
Aspek Penyerapan 33,33%
Implementasi Anggaran terhadap 50%
Perencanaan
Penyerapan
Anggaran
Aspek Manfaat Capaian Kinerja Program 66,67%
Nilai Kinerja Satker Rata-rata 50%
Nilai Kinerja Unit Eselon | Total
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Cara perhitungannya adalah nilai agregat dari nilai
aspek implementasi (nilai realisasi, konsistensi, efisien-
si, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD),
aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan ap-
likasi SMART Kementerian Keuangan sesuai pembob-
otan pada Tabel 3.34. Bukti output berupa Nilai kinerja
penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan
kinerja menggunakan aplikasi SMART DJA. Tahun
2023 Nilai kinerja penganggaran BKPK mendapatkan
nilai 93,62 atau sebesar 100,66%

Faktor Penghambat pencapaian target

1. Penginputan untuk level RO dilakukan di aplikasi
SAKTI modul komitmen sehingga terdapat per-
bedaan dalam mekanisme penginputan capa-
ian output antara penanggung jawab monev
dengan operator SAKTI modul komitmen

2. Kurangnya monitoring dan sinkronisasi dalam
proses penginputan sehingga terjadi revisi/per-
baikan capaian output di aplikasi SAKTI modul
komitmen

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasala-
han dengan menyamakan persepsi dalam penginput-
an, melakukan koordinasi dengan operator SAKTI
sebelum penginputan, monitoring data di aplikasi
SMART DJA setelah dilakukan penginputan di SAKTI
serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan
Roren dan DJA.

C. Capaian Kinerja Lainnya
1. Kerja Sama Global dan Regional

e B
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a. Consultative Meeting for the ASEAN Leaders’
Declaration on One Health Initiative, Bali, 15-17 Ma-
ret 2023

Consultative Meeting for the ASEAN Leaders’ Dec-
laration on One Health Initiatives telah diselenggara-
kan di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali pada tang-
gal 15-17 Maret 2023 dan dihadiri oleh perwakilan dari
negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kam-
boja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,
Thailand, dan Vietnam), ASEAN Secretariat, dan Mi-
tra Pembangunan ASEAN antara lain WHO, WOAH,
UNEP, FAO, Australian Mission to ASEAN, Canada’s
Global Partnership Programme, UK Health Security
Agency, dan USAID.

Tujuan pertemuan adalah untuk mengumpulkan in-
formasi dan rekomendasi terkait One Health Initiative
dari negara anggota ASEAN dan mitra untuk menyu-
sun deklarasi yang inklusif, serta finalisasi draf ASEAN
Leaders’ Declaration on One Health Initiative.

Deklarasi ini disusun untuk memperkuat keamanan
kesehatan lintas batas, dengan tema “ASEAN Mat-
ters: Epicentrum of Growth” yang menyoroti perlu-
nya meningkatkan kapasitas pencegahan, deteksi,
dan respons negara-negara anggota ASEAN. Hal ini
untuk mengatasi penyakit menular yang muncul dan
muncul kembali, termasuk zoonosis dan resistensi
antimikroba (AMR) yang diperburuk oleh perubahan
iklim. Pertemuan tersebut juga mengakui meningkat-
nya kekhawatiran akan keamanan pangan, mengingat
keterkaitannya dengan kesehatan manusia, hewan,
dan lingkungan.

Pertemuan menyepakati untuk memajukan proses
finalisasi Deklarasi dan hingga akhirnya berhasil di-
adopsi oleh pertemuan KTT ASEAN ke-42 di Labuan
Bajo pada Mei 2023.

—
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b. The High Level Meeting on Building a Sustain-
able and Resilient Future in the ASEAN Region:
From Emergency Response to Long Term COVID-19
Disease Management, Jakarta, 25 Agustus 2023

Pertemuan diselenggarakan melalui format hybrid
di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2023. Dipimpin
oleh Indonesia dan dipandu oleh Menteri Kesehatan,
Budi G. Sadikin, peristiwa ini menandai langkah signifi-
kan menuju transisi dari tanggap darurat ke penanga-
nan penyakit COVID-19 jangka panjang.

Pertemuan ini mengundang partisipasi para Menteri
Kesehatan ASEAN, termasuk H.E. Bounfeng Phoum-
malaysith, Menteri Kesehatan Laos dan H.E. Thet Kha-
ing Menang dari Myanmar, serta perwakilan ASEAN
Committee Permanent Representatives (CPR) Negara
Anggota ASEAN, dengan pengamat dari Timor Leste,
dan ASEAN Secretariat yang hadir secara langsung.
Hadir secara virtual Menteri Kesehatan Brunei Da-
russalam dan perwakilan Senior Officials Meeting on
Health Development (SOMHD) Kamboja, Malaysia,
Filipina, dan Singapura. Komitmen komunitas interna-
sional juga terlihat melalui kehadiran perwakilan dari
World Health Organization, Asian Development Bank,
GAVI the Vaccine Alliance, Coalition for Epidemic Pre-
paredness Innovations (CEPI).

Sesi 1dan 2 fokus pada Dampak COVID-19, Strategi
Pemulihan, dan Pembelajaran, menampilkan panelis
Dr. Ayoade Alakija, Dr. Pradeep Khasnobis, dan Dr.
Suman Rijal. Diskusi mencakup tanggapan Negara-

negara Anggota ASEAN, menekankan pembelajaran
dan strategi untuk meningkatkan pencegahan, kesiap-
siagaan, dan respons.

Sesi 3 mengeksplorasi Potensi Dukungan untuk Ka-
wasan ASEAN, menampilkan pembicara seperti Dr.
Eduardo Banzon, Ibu Marie Ange, Dr. Ankur Muteja,
Bapak Willo Brock, dan Ibu Shuhaela Haquim. Presen-
tasi menyoroti pembiayaan berkelanjutan, strategi
vaksinasi, membangun jaringan utama, menyelar-
askan kebijakan peraturan, dan mempersiapkan diri
menghadapi pandemi di masa depan. Mitra pemban-
gunan memperkuat komitmen mereka terhadap pri-
oritas Sektor Kesehatan ASEAN, termasuk the ASEAN
Center for Public Health Emergencies and Emerging
Diseases (ACPHEED), Mitigation of Biological Threats
(MBT), ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance
(AVSSR), dan the One Health Initiative.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen
berupa Call for Action yang menjadi sebuah dokumen
penting yang akan menjadi bahan diskusi pada KTT
ASEAN dan Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN.
Inisiatif ini menandakan upaya kolektif untuk memben-
tuk masa depan yang berkelanjutan dan berketah-
anan, memastikan bahwa pembelajaran selama pan-
demi COVID-19 menjadi landasan bagi ASEAN yang
lebih sehat dan aman. Pertemuan ini merupakan bukti
semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama
yang tak tergoyahkan di kawasan ini dalam mengatasi
tantangan kesehatan global.




c. 2nd Regional Consultative Meetings for the De-
velopment of ASEAN One Health Network and ASE-
AN One Health Joint Plan of Action to implement
the ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Ini-
tiative, Bali, 25-28 Juli 2023

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan Negara Ang-
gota ASEAN dari sektor kesehatan, kesehatan hewan,
lingkungan, dan pangan, serta perwakilan ASEAN
Secretariat, Quadripartite (FAO, UNEP, WHO, dan
WOAH) dengan didukung oleh Australian Mission to
ASEAN, World Bank, UK Health Security Agency, US-
AID, dan Canada’s Global Partnership Programme.

Pertemuan bertujuan untuk menetapkan ASEAN
One Health Network dan ASEAN One Health Joint
Plan of Action yang diharapkan akan berfungsi se-
bagai mekanisme yang efektif untuk berkoordinasi
dan berkolaborasi di antara Negara-negara Anggota
ASEAN.

Pertemuan menghasilkan data dan informasi yang
memadai sebagai rujukan bagi pengembangan ASE-
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AN One Health Network dan ASEAN One Health Joint
Plan of Action untuk mendorong koordinasi dan kolab-
orasi dalam mengoperasionalkan inisiatif One Health
di ASEAN dan memberikan kontribusi global.

Pertemuan berhasil menyusun ASEAN One Health
Network dan ASEAN One Health Joint Plan of Ac-
tion melalui sesi Dialog yang memberikan rekomen-
dasi mengenai pencegahan penyebaran patogen
dan risiko kesehatan lingkungan, refleksi mengenai
pencegahan pandemi di masa depan dengan men-
jaga sistem pangan, meningkatkan kesadaran akan
Prevention Preparedness and Response (PPR), dan
berinvestasi lebih lanjut dalam One Health di ASEAN.
Serta sepakat untuk menghilangkan kesenjangan
antar sektor yang terkait dengan One Health untuk
meningkatkan koordinasi, kerja sama, dan kolaborasi
dalam memperkuat arsitektur kesehatan regional. Se-
lanjutnya, hasil tersebut diproses sesuai mekanisme
endorsement dan notasi ASEAN pada KTT ke-43 Sep-
tember 2023 di Jakarta.

+1‘|”‘| |u r|

THE 2" REGIONAL Lk"\-".LJI TATIVE MEE EI"uLﬂ:r

S T LR O A
W AT T
Anil iadwnmsn, 18 20 Jufp 2810

— PVUUAW/CNCIN s1



d. Consultative Meeting on ASEAN Universal
Verification Mechanism and Knowledge Manage-
ment Platform, Jakarta, 21 - 23 September 2023

Dalam rangka Indonesia ASEAN Chairmanship
2023, Indonesia memiliki 2 deliverables sektor ke-
sehatan terkait dengan digitalisasi kesehatan yaitu
ASEAN Universal Verification Mechanism dan ASEAN
Knowledge Management Platform. Pertemuan Con-
sultative Meeting dilaksanakan secara hybrid meeting
di J.W Marriott Hotel Jakarta pada tanggal 21-22 Sep-
tember 2023.

Pertemuan dihadiri secara langsung oleh perwakilan
Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste
(observer), serta ASEAN Committee Permanent Rep-
resentative (CPR) Kamboja, Singapura, dan Thailand,
ASEAN Secretariat dan ASEAN Biodiaspora (ABVC)
Indonesia dengan didukung oleh Australia Mission to
ASEAN.

ASEAN Universal Verification Mechanism telah
disahkan melalui Joint Statement on Mutual Recogni-
tion of COVID-19 Vaccination Certificates pada 15th
ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) tahun 2022.
Pada tahun 2022 telah dikembangkan AUVM untuk
dilaksanakan secara voluntarily oleh Negara Anggota
ASEAN yaitu mutual recognition untuk sertifikat vaksin
digital COVID 19. Sedangkan ASEAN Knowledge Man-

ASEAN UNIVE
ASEAN

agement Platform merupakan platform digital menata
proses bisnis kerja sama kesehatan ASEAN untuk di-
gunakan oleh Negara Anggota ASEAN dan ASEAN
Secretariat. Platform ini dirancang untuk membuat
data dan informasi lebih mudah diakses, proses per-
setujuan dokumen lebih cepat dan terdokumentasi
dengan baik sehingga pada akhirnya akan meningkat-
kan kinerja.

Pertemuan bertujuan untuk mensosialisasikan dan
familiarisasi kedua platform digital yaitu ASEAN Uni-
versal Verification Mechanism dan ASEAN Knowledge
Management Platform kepada seluruh Negara Ang-
gota ASEAN, serta mendapatkan masukan dari AMS
mengenai tindak lanjut kedepan terhadap keberlanju-
tan dan pemanfaatan kedua platform tersebut.

Sebagai tindak lanjut, pengelolaan ASEAN Knowl-
edge Management Platform akan didiskusikan lebih
intensif terkait rencana implementasi pengelolaan
data dan informasi secara real-time, termasuk untuk
penentuan human resources/PIC yang akan bertang-
gung jawab terhadap maintenance, dan operasional-
isasi platform kedepan. Selanjutnya akan disusun pro-
posal fase 2 dan 3 yang didukung oleh mitra potensial
yaitu Australian Mission to ASEAN, dimana pada fase
ini akan dilakukan riset/survey dan pemetaan potensi
pemanfaatan platform oleh semua Negara Anggota
ASEAN, pelatihan atau workshop yang akan melibat-
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kan Negara Anggota ASEAN dalam penggunaan plat-
form (hands-on training), transfer data tahap 1 (sesuai
dengan program kerja 2021-2025), dan maintenance
platform secara berkala.

AUVM akan ditingkatkan fungsinya kedepan den-
gan menyertakan vaksinasi influenza, vaksinasi rutin,
data yang terintegrasi dengan imigrasi, koneksi den-
gan e-resep, ringkasan pasien internasional, dan vak-
sin meningitis. Hal ini perlu konsultasi dan kolaborasi
dengan sektor-sektor seperti telekomunikasi, ilmu
pengetahuan dan teknologi, keamanan siber, imigrasi,
transportasi, kesehatan, dan ekonomi digital. Pen-
ingkatan kapasitas diantara Negara Anggota ASEAN
juga diperlukan untuk penggunaan dan implemen-
tasi AUVM, terutama dalam menyelaraskan berbagai
standar sehingga masing-masing AMS dapat meng-
gunakan mekanisme AUVM secara terstandar.

2. Survei Kesehatan Indonesia

Pada Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1160/2022, BKPK
mendapat amanah untuk melanjutkan Riset Kesehatan
Dasar (Riskesdas) melalui Survei Kesehatan Indonesia
(SKI). SKI diharapkan menghasilkan informasi lengkap
terkait bidang kesehatan dan sudah dapat diakses
sebelum tahun 2023 berakhir sebagai rancangan tek-
nokratik RPJMN 2024-2029. SKI 2023 dilaksanakan
bekerja sama dengan BPS, Kemendagri, Bappenas,
Kemenko PMK dan Setwapres.

Pelaksanaan SKI didasarkan pada kebutuhan in-
formasi dasar tentang berbagai indikator kesehatan
utama seperti status kesehatan, status gizi, kesehatan
lingkungan, perilaku kesehatan, dan berbagai aspek
pelayanan kesehatan. Data dasar ini, bukan saja ber-
skala nasional, tetapi juga menggambarkan berbagai
indikator kesehatan sampai ke tingkat Kab/ Kota. Pe-
milihan indikator dalam SKI 2023, dilakukan dengan
mempertimbangkan Sustainable Development Goals
(SDGs), RPJMN, Rencana Strategis (Renstra), Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Indeks Pembangunan Kes-
ehatan Masyarakat (IPKM), Program Indonesia Sehat
Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (Germas), transformasi kesehatan, serta
kondisi COVID-19.

Mekanisme pelaksanaan SKI dilakukan dengan
wawancara, pengukuran antropometri, pengukuran
tekanan darah, pemeriksaan gigi dan pemeriksaan
darah yang terkait dengan informasi penyakit yang
didata. Pengukuran antropometri meliputi penimban-
gan berat badan, pengukuran panjang badan/ tinggi
badan, pengukuran lingkar perut dan lingkar lengan
atas. Pemeriksaan darah meliputi kadar haemoglobin,
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RDT Malaria, sediaan apus malaria, kadar gula darah,
serologi (PD3l, hepatitis), kadar kolesterol total, HDL,
LDL, trigliserida dan kreatinin. Adapun indikator yang
dikumpulkan dalam SKI 2023 meliputi akses pelayan-
an kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa,
gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular, farmasi
dan yankestrad, kesehatan ibu, kesehatan anak, pen-
getahuan dan perilaku kesehatan, kesehatan gigi dan
mulut, dan disabilitas biomedis.

SKI merupakan kegiatan berbasis komunitas, den-
gan tujuan umum untuk menilai capaian hasil pemban-
gunan Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun tera-
khir. Pelaksanaan lima tahun sekali dianggap interval
yang tepat untuk menilai perkembangan status kes-
ehatan masyarakat, faktor risiko, dan perkembangan
upaya pembangunan Kesehatan. Tujuan khusus dari
pelaksanaan SKI adalah untuk:

a. Menilai status kesehatan masyarakat (termasuk

status gizi) di Indonesia
b. Menentukan Indek Pembangunan Kesehatan
Masyarakat (IPKM) tingkat kabupaten/kota

c. Memberikan gambaran permasalahan morbidi-
tas dan faktor risiko pada tingkat nasional ber-
dasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pelak-
sanaan Evaluasi Dampak Pembangunan Kesehatan
(SKI) 2023 yaitu:

a. IPKM sebagaiindikator kinerja pemerintah daerah

b. Perubahan status kesehatan masyarakat Indo-

nesia dan faktor determinannya

c. Percepatan penurunan stunting melalui evalu-

asi capaian indikator intervensi gizi spesifik dan
sensitif.

Pada pelaksanaan SKI tahun 2023 ini terintegra-
si dengan pelaksanaan Studi Status Gizi Indonesia
(SSGI) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelum-
nya. Untuk mendapatkan angka stunting tingkat kab/
kota, sampel rumah tangga yang digunakan seban-
yak 345.000 rumah tangga balita. Sedangkan sampel
rumah tangga pada SKl adalah 345.000 rumah tangga
biasa yang diperkirakan ada 104.000 rumah tangga
dengan balita. Dengan demikian, terdapat penamba-
han rumah tangga dengan balita sejumlah 241.000.
Secara keseluruhan jumlah rumah tangga yang men-
jadi sampel adalah 586.000 rumah tangga (345.000
rumah tangga biasa dan 241.000 rumah tangga den-
gan balita). SKI dilaksanakan serentak di 38 provinsi
dan 514 kabupaten/kota, dalam pelaksanaannya meli-
batkan lebih dari 20.000 orang mulai dari tim pusat,
tim provinsi, tim kabupaten/kota hingga enumerator.
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Untuk pelaksanaan validasi SKI bekerja sama dengan
AIPTKMI (Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Ma-
syarakat Indonesia) sebagai validator eksternal. Se-
dangkan untuk pemeriksaan gigi dan mulut bekerja
sama dengan PTGMI (Persatuan Terapis Gigi dan Mu-
lut Indonesia).

3. Uji Klinis Vaksin Merah Putih (Inavac)

Sesuai Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016 ten-
tang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan
Alat Kesehatan pada poin 2, dikatakan bahwa Kemen-
terian Kesehatan memiliki tugas untuk memfasilitasi
pengembangan industri farmasi dan alkes terutama
pengembangan ke arah biopharmaceutical, vaksin,
natural, dan active pharmaceutical ingredients (API)
kimia. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan adalah
memfasilitasi pelaksanaan uji klinis.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
(KMK) No. HK.01.07/MENKES/1162/2022 tentang
Penetapan Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
sebagai Koordinator Penyelenggaraan Uji Klinis Vak-
sin, BKPK khususnya Pusat Kebijakan Upaya Kesehat-
an mempunyai tugas melakukan koordinasi koordinasi
penyelenggaraan uji klinis vaksin dengan pemangku
kepentingan terkait, melakukan penguatan kerja sama
pengembangan vaksin, mengoordinasikan kegiatan uji
klinis vaksin mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan
evaluasi uji klinis vaksin, dan menyampaikan laporan
berkala setiap 6 bulan dan/atau laporan sewaktu-wak-
tu kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala BKPK.

Vaksin Merah Putih adalah hasil pengembangan
vaksin platform Universitas Airlangga dari virus yang
diinaktivasi. Vaksin Merah Putih telah menjalani serang-
kaian uji laboratorium dan uji praklinis fase 1 pada he-
wan coba kecil (mencit) dan fase 2 pada hewan coba
besar (macaque), dan menunjukkan tingkat keamanan
dan efektivitas yang baik. Untuk pelaksanaan uji klinis
pada manusia, maka vaksin ini diproduksi dalam jum-
lah besar dengan memenuhi standar Cara Pembuatan
Obat yang Baik (CPOB) yang dilaksanakan oleh PT Bi-
otis, sehingga tersedia vaksin untuk uji klinis pada ma-
nusia. Vaksin ini juga telah mendapat sertifikasi halal
dan suci dari MUL.

Uji klinis Vaksin Merah Putih telah dilaksanakan ses-
uai dengan Pedoman Cara Uji Klinis yang Baik (CUKB)
agar hasil uji klinis dapat memberikan dasar penggu-
naannya bagi masyarakat luas, yang didahului den-
gan proses registrasi pengeluaran ijin edar. Penggu-
naan Vaksin Merah Putih ini sebagai salah satu upaya
pemenuhan kebutuhan Vaksin COVID-19 di Indonesia.

Uji Klinis Vaksin Merah Putih Fase 1-2 pada manusia
dewasa yang dilaksanakan sejak Februari 2022 pada

total 495 relawan telah menunjukkan bukti keamanan
dan efektivitas Vaksin Merah Putih pada subyek ma-
nusia. Uji Klinis Vaksin Merah Putih Fase 3 pada 4005
relawan usia dewasa telah dilaksanakan sejak Juni
2022 secara multicenter dan bertujuan untuk men-
guji efektivitas vaksin ini pada skala besar (populasi).
Ketiga fase uji klinis primer pada relawan dewasa ini
menunjukkan potensi pengembangan penggunaan
Vaksin Merah Putih pada kelompok remaja serta seb-
agai vaksin primer dan booster.

Uji Klinis Vaksin Merah Putih Booster Heterolog De-
wasa telah dilaksanakan sejak September 2022. Se-
jak bulan September 2022, Presiden Rl telah memberi
nama Inavac bagi Vaksin Merah Putih platform Unair
Inactivated Virus Vaccine. Pada tanggal 4 November
2022, Emergency Use Authorization (EUA) Inavac
telah dikeluarkan oleh BPOM. Hasil uji klinis pada de-
wasa fase 1 dan 2 yang telah berlangsung 12 bulan,
dewasa fase 3 yang telah berlangsung 6 bulan dan
booster heterolog dewasa ini telah selesai pada akhir
April 2023 dan menunjukkan potensi imunologinya
yang setara dengan vaksin kontrol (Coronavac).

Kelompok populasi usia remaja merupakan kelom-
pok yang rentan, karena sistem imunitas tubuh yang
belum atau jarang terpapar agen infeksius sehingga
belum terlatih yang dapat meningkatkan risiko penu-
laran infeksi virus Covid-19, yang walaupun terkesan
lebih ringan/tanpa gejala, akan memberikan konsekue-
nsi gangguan fungsi selanjutnya. Hasil uji klinis Vaksin
Inavac yang baik pada relawan dewasa memberikan
harapan vaksin ini dapat diberikan pada kelompok
usia remaja. Untuk memastikan diperoleh proteksi
yang luas dari Vaksin Inavac pada kelompok remaja
yang pelaksanaan uji kliniknya dapat dilakukan den-
gan metode Immunobridging dengan menggunakan
Historical Control (Dewasa Fase 3) atau dengan kata
lain mengacu pada pelaksanaan uji klinis kelompok de-
wasa Fase 3. Pada tahun 2023 dilakukan serangkaian
uji klinis Vaksin Inavac yaitu fase 1,2,3 dan booster het-
erolog pada kelompok usia dewasa yang telah sele-
sai pada tahun 2023; fase 3 pada kelompok remaja
yang mulai dilaksanakan Juni 2023 dan booster rema-
ja yang mulai dilaksanakan pada bulan September
2023. Pelaksanaan Uji Klinis Vaksin Merah Putih akan
berakhir pada tahun 2024 dengan melanjutkan pen-
gamatan fase 3 dan booster heterolog pada kelom-
pok remaja serta melakukan uji klinis booster homolog
pada kelompok usia dewasa. Uji Klinis Vaksin Inavac
pada Remaja ini akan berakhir pada akhir tahun 2024.

4. Pengembangan INA Grouper
INA-CBG merupakan Sistem Casemix (pengelom-
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pokan kasus berdasarkan ciri klinis dan pemakaian
sumber daya yang relatif sama/mirip) yang diimple-
mentasikan di Indonesia. Dalam pengelompokan diag-
nosis ditetapkan berdasarkan dua prinsip yaitu clini-
cal homogeneity dan resource homogeneity. Sistem
INA-CBG yang mengadopsi DRG menggunakan ICD
10 sebagai dasar klasifikasi diagnosis dan ICD 9 CM
untuk tindakan atau prosedur. INA-CBG saat ini men-
ganut ICD 10 untuk diagnosis (14.500 kode) dan ICD 9
CM untuk prosedur/tindakan (7.500 kode) yang dike-
lompokkan menjadi 1.075 group INA-CBG, yang ter-
diri dari: 789 kelompok rawat inap dan 288 kelompok
rawat jalan.

Pengelompokan dilakukan dengan menggunakan
sistem teknologi informasi berupa aplikasi INA-CBG
atau Grouper yang dikembangkan oleh United Na-
tions University (UNU). Pada tahun 2016, Tim Tarif Ke-
menterian Kesehatan mulai mengembangkan grouper
baru yang sesuai dengan kaidah dan norma penyakit
di Indonesia yang dinamakan Indonesia Grouper (INA
Grouper) dan telah diresmikan pada tahun 2022 un-
tuk INA Grouper rawat inap. Pada tahun 2023 ini dipri-
oritaskan kepada penyempurnaan INA Grouper rawat
inap dan pengembangan INA Grouper rawat jalan
berkolaborasi dengan pihak rumah sakit dan seluruh
organisasi profesi sehingga pada tahun 2024 diharap-
kan dapat digunakan secara sempurna pada program
Jaminan Kesehatan Nasional

5. Pengembangan Grouper Rawat Inap

Pada bulan November tahun 2022, tepatnya pada
Hari Kesehatan Nasional ke 58, dilakukan peluncuran
INA Grouper rawat inap yang diharapkan dapat diper-
gunakan sebagai sistem bayar dalam JKN. Penerapan
penggunaan INA Grouper dilakukan secara bertahap
yang diawali dengan rawat inap terlebih dahulu dan
akan dilanjutkan dengan rawat jalan. Namun, ber-
dasarkan data hasil uji coba grouper rawat inap yang
dilakukan sejak tahun 2020, jumlah kelompok diagno-
sis (DRG) tersebut dianggap masih terlalu banyak se-
hingga masih memiliki kecenderungan fee for service.
Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian untuk mem-
perkecil jumlah DRG.

Pengembangan INA Grouper rawat inap pada ta-
hun 2023 ini dilakukan dengan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: Konsultasi dengan expert DRG, Analisis
data klaim dengan metode CART, Perbaikan Algorit-
ma dan Aplikasi, Simulasi Grouper, dan Evaluasi dan
Penyesuaian Aplikasi Grouper. Diharapkan pada akhir
tahun 2023 dapat terbentuk INA Grouper rawat inap
dan digunakan secara sempurna pada program Jami-
nan Kesehatan Nasional pada periode tahun 2024.
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6. Pengembangan Grouper Rawat Jalan

Pengembangan grouper rawat jalan dilakukan un-
tuk memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan kondisi
penyakit dan prosedur yang sesuai dengan kondisi di
Indonesia. Pada sistem pengelompokan sebelumnya,
INA CBg menggunakan grouper dari United Nations
University (UNU) dimana terdiri dari 288 group rawat
jalan. Dalam pengembangan INA Grouper ini tetap
mempertimbangkan pengelompokan yang dilakukan
dalam grouper UNU, pengelompokan dalam ICD 10
dan ICD 9 CM versi 2010 dan juga melihat pengelom-
pokan dari negara lain. Proses pemetaan juga meng-
gunakan basis data yang telah dilakukan oleh organ-
isasi profesi kedokteran dalam menentukan layanan
yang bisa dilakukan di rawat jalan.

Pada pengembangan grouper rawat jalan terdapat
27 Major Disease Category dengan penambahan 2
kelompok MDC baru yaitu MDC 35 Rehabilitasi, pada
kelompok ini terdapat kumpulan prosedur rehab di
rawat jalan dan MDC 90 Diagnostik Prosedur pada
kelompok ini terdapat kumpulan diagnostik prosedur
yang dilakukan dirawat jalan.

Pengembangan INA Grouper rawat jalan pada ta-
hun 2023 ini dilakukan dengan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: Konsultasi dengan expert DRG; mapping
pelayanan (prosedur ICD 9 CM di Rawat Jalan, day
surgery, akut kronis, prosedur diagnostik, rehabilitasi,
prosedur diagnostik, rehabilitasi); pengembangan al-
goritma dan aplikasi grouper; dan simulasi grouper

7. Pelatihan Tenaga Koder

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pasal
72 ayat (1) Cara pembayaran dengan Indonesian Case
Base Groups sebagaimana dimaksud dalam pasal 71
ayat (1) huruf b untuk FKRTL ditetapkan sesuai kelas
rumah sakit.

Proses pengajuan klaim dalam sistem pembayaran
INA CBG menuntut adanya pengkodingan yang baik
oleh tenaga koder yang profesional (terstandardisasi),
yang diikuti dengan sistem IT yang handal, sehingga
akan dihasilkan penggrupan atau kode INA CBG yang
akurat dan akan diperoleh tarif INA CBG yang sesuai
dengan pelayanan kesehatan yang telah diberikan
oleh pemberi pelayanan kesehatan di FKRTL.

Pemahaman koder di rumah sakit dalam menentu-
kan kode diagnosis dan prosedur dalam sistem INA
CBG sangat berpengaruh pada besaran tarif yang
dihasilkan. Oleh sebab itu, tenaga koder yang ada
di seluruh FKRTL Indonesia diharapkan dapat memi-
liki pemahaman dan kemampuan yang sama dalam
melakukan pengkodean terhadap diagnosis dan
prosedur yang dilakukan oleh tenaga medik dengan
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baik dan benar yang selanjutnya diinput ke dalam per-
angkat lunak (aplikasi) INA CBG.

Saat ini masih terdapat permasalahan dalam pelak-
sanaan Program JKN khususnya permasalahan kod-
ing yang mengakibatkan adanya dispute dan pend-
ing klaim sehingga terjadi penundaan pembayaran
dari BPJS Kesehatan kepada FKRTL. Berdasarkan hal
tersebut maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksa-
naan Program JKN, dimana salah satunya adalah pen-
guatan kompetensi koder JKN melalui standardisasi
agar semua koder yang ada memiliki kemampuan dan

kompetensi yang sama. Dengan pelatihan ini diharap-
kan dapat meningkatkan kompetensi dan memberi-
kan pengetahuan kepada Koder di FKRTL tentang
penerapan sistem INA CBG secara keseluruhan dan
koding INA CBG dalam Program JKN

Pelatihan dilaksanakan secara klasikal mengacu
pada Kurikulum Pelatihan Koding bagi Tenaga Koder
di FKRTL dalam Program Jaminan Kesehatan dengan
bentuk pembelajaran menggunakan metode teori dan
praktik penugasan simulasi serta studi kasus. Pembe-
lajaran klasikal dilaksanakan secara terstruktur selama
38 (tiga puluh delapan) JPL.

Gambar 3.10.
Kurikulum Pelatihan Koding Bagi Tenaga Koder
dalam Program JKN
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Pelatihan Koding bagi Tenaga Koder di FKRTL
dalam Program Jaminan Kesehatan Tahun 2023 dilak-
sanakan sebanyak empat kali untuk empat angkatan
dengan jumlah peserta sebanyak 380 orang tenaga
koder sebagai berikut:

1) Angkatan 2 pada tanggal 14-19 Mei 2023 di
Surabaya dengan jumlah peserta sebanyak 80
orang tenaga koder.

2) Angkatan 3 pada tanggal 27 Agustus-1 Septem-
ber 2023 di Makassar dengan jumlah peserta
sebanyak 120 orang tenaga koder.

3) Angkatan 4 pada tanggal 1-6 Oktober 2023 di
Bekasi dengan jumlah 90 peserta sebanyak
orang tenaga koder.

4) Angkatan 5 pada tanggal 13-18 November 2023
di Tangerang dengan jumlah peserta sebanyak
90 orang tenaga koder.

Sehingga total tenaga koder yang dilatih pada ta-
hun 2023 sebanyak 380 orang.

8. Serosurvei Antibodi SARS CoV-2 tahun 2023
Antibodi SARS CoV-2 bertujuan
mendapatkan gambaran profil kekebalan terha-
dap SARS-CoV-2 pada komunitas masyarakat di 34
provinsi di Indonesia. Serosurvei Antibodi SARS CoV-
2 tahun yang pada bulan Januari 2023 dilakukan se-
cara kohort telah mengumpulkan data dan sampel
dari 16.286 (94,06%) responden yang sama dengan

Serosurvei
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responden yang berpartisipasi pada serosurvei Juli
2023 sebanyak 88% penduduk Indonesia telah memi-
liki antibodi SARS-CoV-2. Proporsi ini meningkat pada
bulan Juli 2022 menjadi 98,5% dan pada Januari 2023
menjadi 99% . Dalam serosurvei Januari 2023 terjadi
peningkatan kadar antibodi terhadap SARS-CoV-2
sebanyak 1,5 kali bila dibandingkan dengan serosur-
vei sebelumnya. Penduduk yang status vaksinasinya
bertambah, kadar antibodinya meningkat sekitar
4000 U/mL. Hal ini menunjukkan penambahan vak-
sinasi meningkatkan kadar antibodi jauh lebih tinggi
daripada infeksi.

9. Pengembangan Surveilans Genom
COVID-19

Pengembangan Surveilans Genom COVID-19 di In-
donesia merupakan bagian tugas pokok dan fungsi
Pusjak Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber
Daya Kesehatan sebagai laboratorium rujukan nasion-
al kegiatan whole genome sequencing (WGS) . Jum-
lah total sekuens nasional yang ter-submit ke GISAID
sebanyak 5.375 dengan 2.491 sekuens yang di-submit
oleh Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi Prof. dr.
Sri Oemijati terhitung sejak 1 Januari 2023 hingga 31
Desember 2023. Untuk tren varian per 31 Desember
2023, perubahan dominasi oleh JN.1. Sebaran propor-
si varian dari 19 provinsi adalah Jawa Barat, DKI Jakar-
ta, Kalimantan Timur, Bali, Jawa Timur, Riau, Lampung,
Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah,

Gambar 3.11.
Capaian Hasil Serosurvei SARS-CoV-2

- Survei nasional di 99 Kabupaten/ Kota terpilih seluruh Indonesia.
- Sero survei Januari 2023 dilakukan secara kohort dengan 16.286 (94,06%) responden
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Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Utara, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur,
Aceh, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau. Pada rent-
ang waktu pengambilan spesimen 4 minggu terakhir,
yaitu 1 Desember-31 Desember 2023, telah dilakukan
sekuensing virus SARS-CoV-2 sebanyak 353 kasus
konfirmasi dari delapan provinsi, yakni Bali, DKI Jakar-
ta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan
Utara, Kepulauan Riau, dan Riau. Pada rentang waktu
tersebut, mayoritas varian di Indonesia yang diidenti-
fikasi adalah Omicron Pirola JN.1 sebanyak 155 kasus

(44%) dan masing-masing sebanyak 57 kasus (16%)

dan 49 kasus(14%) untuk JN.1.1 dan XBB.1.16. Proporsi
ini serupa dengan bulan sebelumnya, di mana varian
XBB.1.9.2 mulai mendominasi tren varian COVID-19 di
Indonesia.

Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi Prof. dr. Sri
Oemijati juga berhasil melakukan pemeriksaan mon-
keypox. Selain 65 kasus yang dilaporkan, 32 di anta-
ranya telah dilakukan pemeriksaan WGS. Berdasar-
kan hasil pemeriksaan WGS pada 32 kasus konfirmasi
Mpox, didapatkan bahwa jenis clade yang menjadi
wabah di Indonesia saat ini merupakan clade Il dengan
sub-clade lIb lineage B.1(2), B.1.3 (29), dan A.1.1(1)

Gambar 3.12.
Capaian Pengembangan Surveilans Genom COVID-19 di Indonesia

» Monitoring varian virus SARS-COV-2 di Indonesia

» Hasil monitoring digunakan untuk dasar pengambilan keputusan pemerintah.
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Tabel 3.35.

Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran di Unit Kerja

dan UPT BKPK Tahun 2023

Kantor Pusat BKPK (Satu DIPA) 681.939.947.000 653.328.955.030 95,80
2 B2P2TOOT Tawangmangu 15.587.145.000 14.888.948.845 95,52
3 B2P2VRP Salatiga 22.820.048.000 22.284.183.626 97,65
4 Balai Litbangkes Magelang 22.711.352.000 22.173.766.094 97,63
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Balai Litbangkes Banjarnegara 10.583.121.000 10.350.440.464 97,80
6 Balai Litbangkes Donggala 9.030.985.000 8.915.010.883 98,72
7 Balai Litbangkes Papua 14.141.923.000 13.670.629.077 96,67
8 Balai Litbangkes Tanahbumbu 8.436.143.000 8.046.132.347 95,38
9 Balai Litbangkes Aceh 9.527.610.000 9.081.682.912 95,32
10 Balai Litbangkes Baturaja 11.582.589.000 11.026.109.191 95,20
" Loka Litbangkes Pangandaran 9.175.108.000 9.083.034.056 99,00
12 Loka Litbangkes Waikabubak 22.274.111.000 20.536.614.733 92,20
TOTAL 837.810.082.000 803.385.507.258 95,89

SUMBER : APLIKASI OM SPAN TANGGAL 24 JANUARI 2024

Berdasarkan Tabel 3.35, persentase total realisa-

Kesehatan sebesar Rp10.600.000.000,-.

Se-

si anggaran BKPK pada tahun 2023
sebesar 95,89%. Rata-rata unit kerja
(uker) dan unit pelaksana teknis (UPT)
berhasil melakukan penyerapan ang-
garan di atas target realisasi anggaran
BKPK sebesar 95%. Realisasi terendah
terdapat pada Loka Litbangkes Waika-
bubak sebesar 92,20%.

Pencapaian tersebut dipengaruhi
oleh beberapa kali revisi anggaran yang

h

lain itu juga dilakukan revisi penurunan belanja
PNBP sebesar Rp1.670.198.000,-.

3. Menindaklanjuti Sekretaris Jende-

ral Kementerian Kesehatan Nomor

PR.04.02/A/31464/2023 tanggal 19 Juli

2023 hal Penyesuaian Permintaan Usu-

lan Revisi terkait Pemanfaatan Auto-

matic Adjustment (Belanja Barang,

Modal dan Bansos) dan Revisi Ang-

garan Lainnya Kementerian Kesehatan

surat

TA 2023, terdapat pengalihan ang-
garan antar unit utama Eselon | sebesar
Rp7.014.017.000,- yang bersumber dari ang-
garan dari Automatic Adjustment, dengan
rincian:
a) Pengalihan ke Ditjen Pelayanan Kesehat-
an sebesar Rp2.518.346.000,-

dilakukan di tahun anggaran 2023:

1. Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Kesehatan Nomor PR.04.02/A/
20783/2023 tanggal 3 April 2023 hal Peneta-
pan Pergeseran Anggaran dan Penyesuaian
Pemanfaatan Anggaran Refocusing di Lingkun-
gan Kementerian Kesehatan TA 2023, dilaku-

- PVUGAT/CNCIN s5

kan pergeseran/pengalihan anggaran sebesar b) Pengalihan ke Ditjen P2P sebesar
Rp14.868.027.000,- ke Ditjen Pelayanan Kese- Rp4.495.671.000,-
hatan. 4. Selanjutnya, penyesuaian anggaran BKPK

Menindaklanjuti  surat Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/
A/26723/2023 tanggal 26 Mei 2023 hal Pe-
netapan Pergeseran Anggaran Antar Unit
Utama sebagai Tindak Lanjut Permenkes No-
mor 26 Tahun 2022, terdapat penyesuaian
anggaran BKPK sebesar Rp12.270.198.000,-
berupa pergeseran/pengalihan anggaran dari
B2P2TOOT Tawangmangu ke Ditjen Pelayanan

karena adanya penambahan Pagu PNBP
pada satker Balai Litbangkes Baturaja sebesar
Rp7.000.000,-.

Revisi terakhir, revisi anggaran pada satker
Kantor Pusat BKPK karena adanya peneri-
maan hibah langsung berupa uang sebesar
Rp7.547.146.000,-.

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran BKPK
tahun 2022 dan 2023 disajikan dalam Tabel 3.36.



Tabel 3.36.
Sandingan Pagu dan Anggaran BKPK

Tahun 2022 dan 2023
TAHUN PAGU (RP) REALISASI (RP) %
2022 944.048.942.000 713.271.087.138 75,55
2023 837,810,082,000 803,385,507,258 95,89

Berdasarkan Tabel 3.36. dapat diketahui bahwa
pada tahun 2022 alokasi anggaran BKPK sebesar
Rp. 944.048.942.000,-, sedangkan di tahun 2023
mengalami penurunan pagu sesuai dengan Surat
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor
PR.04.02/1/8282/2022 tanggal 6 Oktober 2022 men-
genai Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kesehatan
Tahun Anggaran 2023. Serapan anggaran pada tahun
2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 karena
tahun 2022 adalah masa transisi peralihan dari Badan
Litbangkes ke BKPK. Dalam hal ini, Biro KSLN Sekretar-
iat Jenderal Kemenkes bergabung menjadi Pusat Ke-
bijakan Global dan Teknologi Kesehatan sebagai pen-
anggung jawab pelaksana rangkaian Keketuaan G20
dan pada tahun 2022 menggunakan dua DIPA (DIPA
Sekretariat Jenderal dan DIPA BKPK) sehingga dalam
proses revisi Sapu Jagat selesai lebih banyak menggu-
nakan anggaran DIPA Sekretariat Jenderal sehingga
serapan anggaran BKPK tidak optimal. Revisi Sapu Ja-
gat baru diselesaikan pada bulan Agustus 2022.

Pada tahun 2023, anggaran BKPK mengalami
penurunan karena Pusjak KGTK sudah tidak menjadi
Ketua G20. Namun, di tahun ini, kegiatan lebih dina-
mis, struktur organisasi lebih stabil, dan realisasi serta
penyerapan anggaran sudah dimulai sejak Januari
2023 dan hal ini dipengaruhi juga oleh indikator Per-
janjian Kinerja Persentase Realisasi Anggaran dengan
target 95% sehingga seluruh unit kerja berupaya keras

untuk mencapai target tersebut

E. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya dibagi menjadi dua
yaitu analisis efisiensi anggaran, analisis efisiensi sum-
ber daya manusia (SDM).

1. Analisis Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggu-
nakan perbandingan antara output yang dihasilkan
terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan op-
erasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk
atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan peng-
gunaan sumber daya dan dana yang serendah-ren-
dahnya. Sedangkan pengukuran efektivitas dengan
membandingkan keberhasilan dalam pencapaian
dengan tujuan-tujuan yang ditentukan. Semakin tinggi
pencapaian target atau tujuan proses maka dikatakan
proses tersebut semakin efektif. Penghitungan efisien-
si dapat dilihat dalam lampiran berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor Nomor 22/PMK.02/2021
dengan alokasi anggaran program tingkat eselon | per
output program, dengan realisasi anggaran program
dengan pagu anggaran per volume keluaran.

Untuk mengetahui capaian kinerja dan anggaran
BKPK tahun 2023 dan perhitungan efisiensi dapat dili-
hat pada Tabel 3.37.

Keterangan
Eop : efisiensi output program tingkat unit eselon |
AA Programi : alokasi anggaran program i

RA Programi : realisasi anggaran program i

COPi : capaian output program j

n : jumlah program pada suatu unit eselon |
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Tabel 3.35.
Distribusi Alokasi dan Realisasi Anggaran di Unit Kerja
dan UPT BKPK Tahun 2023

INDIKATOR TARGET | CAPAIAN PAGU (RP) REALISASI (RP)

Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN

Persentase penduduk
berisiko yang 60 87,1 145
mendapatkan layanan
skrining kesehatan

Persentase kabupaten/
kota yang memenuhi

pembiayaan kegiatan 50 55,8 126 16.683.552.000 15.755.666.392 94,43
promotif preventif
pada SPM

Persentase kabupaten/
kota yang melaksanakan
Kerja Sama Pemerintah 50 68,5 137
Swasta (KPS) bidang
kesehatan

Persentase kebijakan

teknis dalam penguatan
berbagai skema 100 100 100
pembiayaan kesehatan
yang efektif dan efisien

Persentase kebijakan 632.989.089.000 605.512.560.165 95,65
Kementerian Kesehatan 40 48,83 122
berbasis kajian dan bukti

Terbangunnya tata kelola
kerja sama internasional 1 1 100
yang efektif

Nilai Reformasi Birokrasi 85 89,50 105,3

Nilai Kinerja Anggaran 93 94,3 101,4

Persentase Rekomendasi
Hasil Pemeriksaan BPK 188.137.441.000 182.117.280.701 96,80
yang telah tuntas
ditindaklanjuti BKPK 92,5 97 104,86

Persentase realisasi
Anggaran BKPK 95 95,89 100,93

Total 837.810.082.000 803.385.507.258 | 95,89

SUMBER : DOKUMEN PENETAPAN KINERJA BKPK TAHUN 2023 DAN REALISASI OM SPAN PER TANGGAL 24 JANUARI 2023
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Pada perhitungan efisiensi, Indikator Kinerja Pro-
gram di BKPK dibedakan menjadi dua, yakni perhitun-
gan efisiensi berdasarkan Renstra dan PK, dikarena-
kan untuk Program Dukungan Manajemen terdapat
2 (dua) indikator yang merupakan indikator direktif
penugasan Menteri Kesehatan kepada setiap unit uta-
ma yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pada Tabel 3.38 dan Tabel 3.39 terlihat bahwa
perhitungan efisiensi Indikator Kinerja Program ta-
hun 2023 berdasarkan indikator PK dan Renstra tidak
terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk perhitun-
gan efisiensi indikator program pada PK mendapat-

kan efisiensi sebesar 11,06%, sedangkan perhitungan
efisiensi indikator program pada Renstra sebesar
11,12%. Sehingga mengacu kepada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, efisiensi di BKPK
bisa dikategorikan cukup.

Nilai efisiensi yang dicapai BKPK diperoleh dengan
asumsi minimal sebesar -20% (minus dua puluh pers-
en) dan nilai tertinggi sebesar 20% (dua puluh pers-
en). Oleh sebab itu, transformasi skala efisiensi perlu
dilakukan agar diperoleh skala nilai yang berkisar an-
tara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus
persen), dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.38.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perhitungan Efisiensi Indikator Kinerja Program Berdasarkan

Perhitungan Efisiensi Indikator Kinerja Program
Berdasarkan Renstra Tahun 2023

135.9% 16,683,552,000 15,755,666,392 22,667,385,984 6,911,719,592
2 | KPK 107.3% | 632,989,089,000 605,512,560,165 | 679,408,288,860 | 73,895,728,695
3 | DUKMAN 103.1% 188,137,441,000 182,117,280,701 194,012,032,595 11,894,751,894
Jumlah 837,810,082,000 | 803,385,507,258 | 896,087,707,439 | 92,702,200,181
11.06%
Tabel 3.39.

135.9% 16,683,552,000 15,755,666,392 22,667,385,984 6,911,719,592
2 | KPK 107.3% 632,989,089,000 605,512,560,165 679,408,288,860 73,895,728,695
3 | DUKMAN 103.4% 188,137,441,000 182,117,280,701 194,440,045,274 12,322,764,573
Jumlah 837,810,082,000 803,385,507,258 | 896,515,720,118 93,130,212,860
11.12%

Y <o 6iLimas KINER A |
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Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20% (dua puluh
persen), maka NE yang digunakan dalam perhitungan
nilai kinerja adalah nilai skala maksimal yaitu 100% (se-
ratus persen). Sedangkan, jika efisiensi yang diperoleh
kurang dari -20% (minus dua puluh persen), maka NE
yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah
skala minimal 0% (nol persen).

Berdasarkan perhitungan efisiensi yang menga-
cu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/
PMK.02/2021, menurut Olfah, S. T. (2018), efisiensi
merupakan perbandingan antara input dan output.
Dengan demikian, merujuk kepada hasil perhitungan
maka efisiensi BKPK dalam pelaksanaan program ta-
hun 2023 berdasarkan PK adalah sebesar 77,66%.
Sedangkan nilai efisiensi berdasarkan Renstra sebesar
77,79%. Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi terse-
but, diketahui BKPK, dengan penggunaan sumber
anggaran relative besar, cukup optimal dalam menca-
pai target kinerja.

2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia
Dalam konsep sumber daya manusia terdapat dua

konsep untuk menilai keberhasilan organisasi dalam

mencapai target kinerja. J. A. F. Stoner (1994) men-
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gatakan bahwa konsep tersebut adalah efisiensi dan
efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk meny-
elesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan
efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih
sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan
dengan kinerja (performance) tersebut Peter Drucker
(dalam Stoner, 1994) menyebutkan bahwa efisiensi
adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sedang-
kan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang te-
pat.

Sumber daya manusia aparatur BKPK, terdiri dari
926 pegawai ASN yang terdiri dari 594 pejabat fung-
sional, 304 pegawai dengan jabatan pelaksana dan
28 pejabat struktural. Mengacu pada Surat Edaran
(SE) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan No-
mor HK.02.02/111/5182/2022 Tentang Perumpunan
Jabatan, maka jabatan teknis (SDM inti) yang ada di
BKPK adalah JF Administrator Kesehatan, JF Analis
Kebijakan, Statistisi, dan Pranata Hubungan Masyara-
kat sementara jabatan fungsional lain merupakan ja-
batan pendukung untuk mencapai tujuan organisasi.
Berikut adalah kondisi kepegawaian BKPK per 31 De-
sember 2023.

Tabel 3.40.
Kondisi Kepegawaian BKPK per 31 Desember 2023

JABATAN TEKNIS (SDM INTI)

JABATAN PENDUKUNG

JABATAN LAIN

JABATAN JUMLAH JABATAN JUMLAH JABATAN JUMLAH

Analis Kebijakan 103 Analis/Pranata SDM Aparatur 37 Struktural 28
Administrator Kesehatan 62 Arsiparis 18 Pelaksana 304
Statistisi 15 Pranata Komputer 19
Pranata Hubungan n Pustakawan 15
Masyarakat

Perancang Peraturan Perundangan 5

Perencana 32

Analis/Pranata Keuangan 47

Analis Anggaran 7

Analis Hukum 1

Penata Laksana Barang 5

JF. Kesehatan Lainnya

(di luar JF Adminkes) 217
Jumlah 191 Total 403 Total 332
Total Pegawai 926
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Tabel 3.40. menggambarkan ketimpangan yang
cukup besar yang mengakibatkan tidak efisiennya
sumber daya manusia BKPK pada Tahun 2023. Jum-
lah total SDM Teknis yang hanya 191 pegawai masih
tidak sebanding dengan jabatan pendukung. Hal ini
terjadi karena organisasi BKPK pada tahun 2023 meru-
pakan tahun peralihan untuk UPT dari Litbang Kes-
ehatan menjadi Laboratorium Kesehatan, sehingga
para pegawai yang sebelumnya merupakan jabatan
fungsional peneliti, teknisi litkayasa dan perekayasa
beralih menjadi jabatan fungsional kesehatan. Ini di-
lakukan untuk mempersiapkan sumber daya manusia
UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang akan
mulai beroperasi pada 1 Januari 2024. Tidak efisien
dan efektifnya sumber daya manusia ini dikarenakan
para pejabat fungsional, khususnya yang berada di
UPT BKPK, yang memiliki dua peran dalam pekerjaan
sehari-harinya, yaitu mendukung tusi BKPK dan disatu

Hal ini merupakan sebuah indikator bahwa kemam-
puan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan
benar belum terwujud dari segi sumber daya manusia
karena masih adanya jabatan fungsional yang berper-
an sebagai inti teknis penyusunan rekomendasi kebi-
jakan belum terpenuhi dan terisi, untuk lebih jelasnya
perhatikan Tabel 3.41.

Dari Tabel 3.41. terlihat jelas bahwa kebutuhan
tenaga penyusunan rekomendasi kebijakan berdasar-
kan analisis beban kerja sebanyak 376 kebutuhan, se-
mentara yang ada saat ini sebanyak 191 pegawai, se-
hingga terdapat kekurangan sebanyak 185 pegawai.
Kondisi ini lah yang saat ini terjadi di BKPK, sampai
saat ini hanya 50% kebutuhan yang terpenuhi. Selain
kondisi tersebut adanya perpindahan atau alih jabatan
fungsional peneliti menjadi fungsional analis kebijakan
dan administrator kesehatan yang membutuhkan
adaptasi, serta kondisi sumber daya manusia yang

Tabel 3.41.
Kondisi SDM Aparatur Inti Saat Ini dan Kondisi Ideal

NO JABATAN FUNGSIONAL/SDM APARATUR INTI JUMLAH SAAT INI JUMLAH IDEAL (c7.\4
1 Analis Kebijakan 103 182 -79
2 Administrator Kesehatan 62 154 -92
3 Statististisi 15 24 -9
4 Pranata Humas " 16 -5

Total 191 376 -185

sisi mereka juga mempersiapkan diri untuk mengejar
kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh Laborato-
rium Kesehatan Masyarakat.

Selain itu untuk melihat efisiensi sumber daya manu-
sia dapat dilihat dari tenaga teknis atau SMD inti yang
ada di BKPK. Bila melihat kondisi saat ini serta adanya
perubahan tugas dan fungsi organisasi dari Badan Lit-
bangkes menjadi BKPK, maka sumber daya manusia
di BKPK belum efisien, karena pekerjaan yang seha-
rusnya dibagi dengan empat jabatan fungsional se-
cara tugas dan fungsi secara merata belum terlaksana
karena secara analisis kebutuhan masih kekurangan
tenaga di jabatan analis kebijakan, administrator ke-
sehatan, statistisi dan pranata hubungan masyarakat.

kurang mengakibatkan munculnya ketidak-efisienan
dan ketidak-efektifan pekerjaan yang mengakibatkan
keterlambatan waktu dalam menyelesaikan output.

F. Penghargaan/Inovasi

Selain menjalankan fungsi generik bidang kebijakan
pembangunan kesehatan, BKPK juga mempunyai tu-
gas khusus yang dijalankan oleh unit kerja BKPK. Beri-
kut merupakan penghargaan/inovasi dari tugas khu-
sus tersebut.

1. Pengembangan ASEAN Knowledge Manage-
ment Platform sebagai Sistem Informasi Kerja Sama
Kesehatan Regional Association of SouthEast Asian
Nation.
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Gambar 3.13. Launching Pengembangan ASEAN Knowledge
Management Platform sebagai Sistem Informasi Kerja Sama
Kesehatan Regional ASEAN

Dalam rangka mendukung penguatan kerja sama
bidang kesehatan regional di kawasan Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN) yang terintegrasi,
perlu dibangun suatu sistem informasi kerja sama ke-
sehatan regional yang terintegrasi. Pengembangan
ASEAN Knowledge Management Platform merupak-
an inovasi digital kesehatan dalam bentuk sistem yang
dibangun untuk mengintegrasikan berbagai informasi
terkait kerja sama kesehatan dan dapat dimanfaatkan
oleh negara anggota di wilayah ASEAN dan Sekre-
tariat ASEAN. Platform dimaksud dikembangkan dan
dikelola oleh Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan
Teknologi Kesehatan bersama dengan Digital Trans-
formation Office (DTO).

Pengembangan ASEAN Knowledge Management
Platform dikoordinasikan dengan Sekretariat ASEAN
dan unit utama terkait di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang menjadi focal point kerja sama kes-
ehatan regional ASEAN. Pengembangan platform di-
laksanakan melalui kegiatan:

a. Pengembangan fitur utama platform;

b. Pelaksanaan uji coba internal, pembenahan bug
(kerusakan), dan uji desain untuk memastikan
proses bisnis dapat berjalan lancar; dan

c. Pelaksanaan uji coba fitur bersama stakeholder
terkait.

2. Aplikasi Sistem Pembinaan Wilayah (Sibiwi).
BKPK selaku Sekretariat Pembina Wilayah di Tingkat
Lingkungan Kementerian Kesehatan merasa perlu
meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan dan
koordinasi pelaksanaan kegiatan program prioritas
nasional guna percepatan pencapaian indikator ke-
sehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat
pada pembangunan kesehatan. Upaya monitoring,
evaluasi, dan pelaporan terhadap suatu program
kegiatan merupakan hal penting untuk mengetahui
proses serta status kemajuan program dengan cepat,
akurat, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, BKPK perlu
menyiapkan sistem informasi pembinaan wilayah agar
arus informasi dapat diterima dan berjalan dengan
optimal. Harapannya dapat bermanfaat sebagai wa-
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hana sosialisasi restrukturisasi pembina wilayah, me-
kanisme pelaporan pembina wilayah, standardisasi
terbaru mekanisme tindak lanjut hasil koordinasi pem-
bina wilayah dan penyelarasan kegiatan pembinaan

Survei Status Gizi Balita (SSGI), dan Riset Fasilitas Ke-
sehatan (Rifaskes) yang dilakukan oleh BKPK dapat
dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk dalam
rangka pengambilan kebijakan terkait Kesehatan. Da-

. ® .
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Gambar 3.14. Mekanisme Kerja Alur Informasi
Kegiatan Pembinaan Wilayah

wilayah dengan 6 pilar Transformasi Sistem Kesehat-
an dan program prioritas nasional yang diwujudkan
dengan dukungan sistem informasi yang mencakup
proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

3. Portal Pemanfaatan Data Kementerian Kesehat-
an. Data-data kesehatan yang ada di Kementerian Ke-
sehatan, baik terkait dengan COVID-19 maupun data
hasil survei seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas),

Layanan Permintaan Data
Kementerian Kesehatan

Dapatkan akses mudah dan cepat ke data kesehatan yang diperlukan melalui

Gambar 3.15.
Portal Layanan
Permintaan

Data Kementerian
Kesehatan

Layanan Permintaan Data ya
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tanda Katslog Data  Masuka

Lihat Ketersediaan Data

ta-data tersebut saat ini dapat diakses dengan mudah
dan cepat melalui Portal Layanan Permintaan Data
Kementerian Kesehatan yang disediakan oleh Pusat
Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehat-
an yang bekerja sama dengan BKPK. Portal tersebut
menyediakan menu untuk melihat ketersediaan data
yang diperlukan dan pengajuan permintaan data.

ydan Pertanyaan  FAQ

ng disediakan langsung oleh Kementerian Kesehatan.

Ajukan Permintaan Data
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4. Apresiasi atas Dukungan serta Kontribusi dalam
Perundingan Protokol Perubahan Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA) dari Men-
teri Perdagangan RI. IJEPA merupakan kesepakatan
kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang
dilandasi dengan prinsip EPA (economic partnership
agreement). IJEPA ditandatangani kepala negara In-
donesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di
Jakarta dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2008 (en-
try into force). IJEPA dilandasi oleh tiga pilar utama,
yaitu liberalisasi, fasilitasi investasi/perdagangan, dan
kerja sama. Kesehatan terkait pada pelaksanaan pela-
tihan bahasa Jepang dan proses penempatan kandi-
dat nurse dan careworker Indonesia di Jepang.

Jokana, 14 Deserber 2023

At atas
Protokol Perubanan Indonesa-Japsn
Economic Pamnenhp Agresmant (UEPA)
Kopada Yang Techormat
Morten Kosehatan R 1
o JabaTa
Berzama batwa "gan Prosckol
Kemeraan Ekonomi Indonesia-Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership

Persatabatan dan Kera Sama ASEAN-Jepang di Tokyo pada tanggal 18 Desember
arad

Perundingan Prolckel Pendbehan UEPA yang dmulai sejsk tabun 2010
menpakan tndak langt hasd Genersd Review urtuk mengevaluas dan membahas
upays peryempumasn UEPA melsiu amendemen penanjian dan perussan akses
Pasar Dengan selesanys wubsians pensdingsn. kedud Negans 533t ini daiam proses.
legal scrubtung dengan Larget PANSAIMANGANEN PAGA Bwal 2024

Atas hal Wersebut, bonama ini dsaTeakan apresiasl atas CULNGAN s

awam \gan Protskci Pe WEPA.
Demian Atas gan dan kena ¥ terima
anh
Manted Pecdagangan R |
Dro{HCIH Zuloh Hasan, S E. MM
Tamtnasn Yang Teormet

A ML Satean Ran Mo § Jshane 10140
331 306 02, 2362 a0, Fian 304 8908

Gambar 3.16. Indonesia-Japan
Economic Partnership
Agreement (IJEPA)
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5. Apresiasi atas hubungan bilateral dan kerja sama
regional yang baik dari Ministry of Public Health Tiva-
nond Road. Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand,
Chonlanan Srikaew menyampaikan apresiasi atas uca-
pan selamat dari Menteri Kesehatan Indonesia Budi
G. Sadikin atas pelantikan Menteri Chonlanan Srikaew
pada 1 September 2023. Menteri Kesehatan Masyara-
kat Thailand juga setuju untuk meningkatkan hubun-
gan kedua negara khususnya kerja sama kesehatan
antara Indonesia dan Thailand. Kerja sama kesehatan
kedua negara telah terjalin cukup lama melalui berb-
agai area baik secara bilateral maupun regional me-
lalui ASEAN. Kerja sama bilateral akan diperkuat me-
lalui nota kesepahaman (MoU) bidang kesehatan yang
saat ini masih dalam proses pembahasan.

No 0100V 3471 Ministry of Public Health
Tivanond Road

Nonthaburi | 1000, Thailand
Tel: 662590 1116

Fax: 662 591 8501

A6 November BE 2866 (2023)

Excellency,

Reference is made 0 your ketter Refl KS.0202Menkes®172023 dated
26 October 2023, ¢ me on the apy @ the Minister of Public Health of
Thailand. | would like to express my sincere appreciation for the warm congratulatory
RSP,

Indoncsia and Thailand have close tics in both bilatoral relations and regional
cooperation, particularly in the arca of health. It is my pleasure 1o kamn that we arc in the
process of loping the bilateral of Und Moll) on Fcalth which
would promote and strengthien the bealth cooperation between owr two countries. With regand
to the Establishment Agreement of the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and
Emerging Discases (ACPHEED), | trust that with our leadership and commitment, we could
finalisc the Establishment Agreement in a timely manner, so that our role as the host
coumtrics of ACPHEED would be realised soon

Lastly, 1 am fully confident that our long-stsding cooperation will be further
consolidated on matiers of mutual interests for the benelit of the poople of the 1wo nations,

Please sccept. Your Exccllency, the assurance of my bighest consideration.

ol

Dr. Cholnan Srikascw
Minister of Pullic Health

HE Mr. Budi G. Sadikin
Minister of Health
Ministry of Health
Jkarta

Republic of Indoncsia

Gambar 3.17. Apresiasi
Menteri Kesehatan Masyarakat
Thailand
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Zahid Maleque, MP
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Gt of wa Pecpie’s Feptic of Bargadesh

Groctings from Misistry of Heaith wnd Family Weitare, Hangladesh.

1 kake fhin opyportumity 5 expvesa my profiund grasieade and sincere appessistion for your leadership
s the ivalusble insights you hve made for the South Fast Asia Reghon.
i wfiting 10 xpeess my sincere grasituce and approciaam, for your imvahustis sppon in cadoning
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Gambar 3.18. Dukungan terhadap
Calon Bangladesh sebagai Regional
Director WHO SEARO

6. Apresiasi atas Dukungan Pencalonan Perwakilan
dari Bangladesh dalam Pemilihan Direktur Regional
untuk Kantor Regional WHO di Asia Tenggara dari
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Ban-
gladesh. Tahun 2023 merupakan momentum pe-
milihan Regional Director WHO SEARO. Bangladesh
(Saima Wazed) dan Nepal (Shambhu Acharya) men-
calonkan masing-masing kandidatnya. Pada kesem-
patan tersebut, Pemerintah Indonesia telah melaku-
kan berbagai pertimbangan berbagai aspek politik
seperti langkah ke depan yang dapat dibawa searah
kepentingan Indonesia dan pertimbangan membina
hubungan bilateral Indonesia yang telah terjalin, maka
secara resmi Pemerintah Indonesia melalui Menteri
Kesehatan telah menyampaikan dukungan terha-
dap Pemerintah Bangladesh untuk mendukung Sai-
ma Wazed sebagai Regional Director WHO SEARO
menggantikan Poonam Khetrapal Singh, yang telah
menjabat selama dua periode (10 tahun).

7. Apresiasi atas Partisipasi dan Kerja Sama yang
Aktif pada Indonesia-Korea Medical Roadshow 2023
dari Korea Health Industry Development Institute.

KR ID] KoreaHealth Industry Development Institute

Karea Health induatry " Ourg s,
Drvelopment institute
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Centre of Global Health and Health Technology Policy

20 November 2023

SUBJECT: Letter of Appreciation

Dear Keseh Republik Ind

Warm greetings from Korea Health Industry Development Institute.

We KHIDI, would like to extend our sincerest gratitude towards Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia for your very active participation and cooperation
Medical Roadshy 2023" just concluded at the
InterContinental Pondok Indah Jakarta.

in our “Ind 13-Ks

We wish that the cooperation actively continues between KEMKES and KHIDI in
the bilateral healthcare field even after this event.

Hope to get a chance to cooperate with you in near future also.
Wighing your well-being.

Sincerely,
Korea Health Industry Development Institute

Gambar 3.19. Indonesia-Korea
Medical Roadshow
2023

Menkes RI atas undangan Menkes Korea dan Korea
Health Industry Development Institute (KHIDI), hadir
memberikan congratulatory speech pada opening
ceremony 2023 Medical Korea 13th Global Healthcare
& Medical Conference tanggal 23 Maret 2023 di Inter-
Continental COEX, Seoul, Korea Selatan. Menindaklan-
juti pertemuan tersebut dan dalam rangka selebrasi
50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Korea dan
meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi
sektor kesehatan kedua negara, maka KHIDI dan Ko-
rea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA)
menyelenggarakan Indonesia-Korea Medical Road-
show 2023 yang merupakan pertemuan untuk ber-
tukar informasi mengenai tren sektor kesehatan dan
medis internasional, serta memperluas jaringan di lev-
el global. Perkembangan kerja sama industri bidang
kesehatan antara Indonesia dan Korea termasuk ak-
tif dan intens, baik antarpemerintah maupun swasta.
KHIDI merupakan badan di bawah Kementerian Ke-
sehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan (MoHW).
KOTRA adalah organisasi promosi perdagangan dan
investasi pemerintah Korea di bawah naungan Ke-
menterian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea.

Y <o moiLimas KINER A |



8. Apresiasi dari Menteri Luar Negeri Bangladesh.
Menteri Luar Negeri Bangladesh memberikan apr-
esiasi atas pertemuan bilateral di sela-sela Konfer-
ensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43. Hubungan bilat-
eral Indonesia-Bangladesh berkembang semakin kuat
selama lima dekade terakhir melalui kerja sama erat
dalam isu-isu yang menjadi kepentingan dan kepriha-
tinan bersama di tingkat regional dan internasional.
Pertemuan bilateral itu memberi kita kesempatan un-
tuk meninjau kembali kerja sama yang sudah terjalin
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Gambar 3.20. Apresiasi atas Pertemuan
Bilateral dari Bangladesh

antara kedua negara. Penandatanganan MoU kerja
sama kesehatan ini merupakan contoh bagaimana
kedua negara dapat memperoleh manfaat maksi-
mal dari hubungan bilateral yang sangat baik. MoU
ini akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan
kerja sama antara kedua negara di bidang layanan
kesehatan primer dan sekunder, ketahanan kesehat-
an dan pembiayaan kesehatan, antara lain melalui
pelatihan, program pertukaran, penelitian bersama
dan transfer teknologi, dll.

9. Piagam Penghargaan kepada Laboratorium
Prof. dr. Sri Oemijati yang telah berkontribusi selama
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masa pandemi COVID-19 sebagai Koordinator Labo-
ratorium Jejaring Pemeriksaan COVID-19

Dalam rangka pemberian penghargaan pem-
batasan kegiatan masyarakat PPKM kepada Centra
Vaksinasi Telemedicine Laboratorium WGS, Media
Influencer, Organisasi Keagamaan, Akademisi, Nega-
ra Sahabat, BUMN, Organisasi Internasional, Instansi
Swasta Luar Negeri dan Dalam Negeri, LSM yang
berkontribusi positif untuk masyarakat dalam ber-
juang mengendalikan pandemi COVID-19 maka Pusat

' TANDA PENGHARGAAN

Rrpata
Sekretariat Badan Kebijakan
Pembangunan Keschatan

=etiyan

Gambar 3.21. Nilai Pengawasan
Kearsipan Internal Terbaik Peringkat Il

Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber
Daya Kesehatan menerima penghargaan dari Menteri
Kesehatan pada tanggal 20 Maret 2023, melalui Lab-
oratorium Prof. dr. Sri Oemijati yang telah berkontri-
busi selama masa Pandemi COVID-19 sebagai Koordi-
nator Laboratorium Jejaring Pemeriksaan COVID-19.
Kategori yang diterima oleh Laboratorium Sri Oemijati
adalah Kategori Laboratorium dengan Surveilans Ge-
netik. Surveilans berbasis Laboratorium adalah salah
satu pilar pemantauan tren penyakit menular dimana
fungsi tersebut berada di Laboratorium Prof. dr. Sri
Oemijati.
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10. Penghargaan sebagai Unit Kearsipan dengan
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Terbaik Pering-
kat lll. Pada tahun 2023, BKPK memperoleh Kategori
AA atau “Sangat Memuaskan” dengan nilai 93,62.

11. Penghargaan sebagai Unit Kerja Terbaik Pering-
kat lll dalam Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Kategori
Kantor Pusat.

12. Penghargaan Keuangan. Kantor Pusat BKPK
mendapatkan penghargaan bergengsi dari KPPN Ja-

=
MENTER] KESEHATAN.
REPUBLIK INDONESIA

karta VIl sebagai perwakilan dari Kementerian Keuan-
gan yaitu sebagai Satker dengan Zero Retur Terbaik
dari seluruh satker binaan KPPN Jakarta VIl berdasar-
kan data Retur SP2D pada semester 1 tahun 2023.
Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor
PER-9/PB/2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Re-
tur Surat Perintah Pencairan Dana, Retur SP2D adalah
penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/
atau transfer pencairan APBN dari bank penerima ke-
pada bank pengirim.

PIAGAM PENGHARGA AN

ROV ¢ KR0S Ga/MeOks/176/2023
DIBERIKAN KEPADA :

Laboratorium Penelitian Penyakit Infeksi

Prof. dr. Sri Oemijati

m dengan Surveilan

PPKM AWARD 2023

Jakarta, 20 Maret 2023
‘Menteri Kesehatan

Gambar 3.22.
Penghargaan
kepada Laboratorium

Gambar 3.23.
Penghargaan
Keuangan Kantor
Pusat BKPK

Prof. dr. Sri Oemijati

@ KEMINTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN - 22

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA
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13. Nilai NKA Peringkat Il se-Kementerian Kesehat-
an Tahun 2022 untuk BKPK dengan nilai 95,53.

14. PPKM Award. Pemerintah memberikan peng-
hargaan kepada individu dan instansi/organisasi
yang telah memberikan dukungan dan berperan aktif
dalam mengatasi pandemi COVID-19. Penghargaan ini
diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan Jakarta,
pada tanggal 20 Maret. Keberhasilan dalam mengha-

WENTER! KESEHATAN REPUBL INDOMESIA

e

Sckretariat Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatuan

e
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Gambar 3.24. Unit Kerja Terbaik
Peringkat il

dapi pandemi COVID-19 adalah bukti bahwa Indone-
sia mampu mengatasi tantangan berat apa pun ketika
kita bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara.
Prestasi ini bahkan diakui oleh berbagai negara serta
lembaga seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
dan Universitas John Hopkins. Dengan demikian, seb-
agai wujud penghargaan terhadap semua pihak yang
turut serta dalam penanganan pandemi, pemerintah
memberikan Penghargaan Penanganan COVID-19
atau PPKM Awards.

15. Sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal. B2P2VRP
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mendapatkan sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal
Tingkat Nasional untuk PCR COVID-19 tahun 2023
dengan nilai penuh sesuai dengan tanggal Sertifikat
Nomor YM.01.03/D.XLVII/2127/2023. Artinya, dari se-
luruh sampel yang diuji, semuanya merupakan hasil
dengan tingkat akurasi yang optimal atau 100 per-
sen sesuai. Adapun uji profisiensi untuk Pemantapan
Mutu Eksternal ini diselenggarakan oleh Badan Besar
Laboratorium Kesehatan Jakarta, Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI,

% 3
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
manganugethan
TANDA PENGHARGAAN
hrpada
Badan Kebijakan Pembangunan
Keschatan
sebagai

Unit Urama dengan Nilai Kineria Anggraran (NKA)
weetingg ke 2 tulwn 2002

Gambar 3.25. Nilai NKA BKPK
Peringkat Il

dan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Du-
nia (WHO).

16. Penghargaan Museum Unik. Indonesia Museum
Awards 2023 menyelenggarakan Indonesia Museum
Awards (IMA) yang bertujuan memberikan apresiasi
dan penghargaan terhadap museum dan tokoh per-
museuman, individu, maupun institusi yang selama ini
telah memberikan kontribusi dan karya nyata demi
kemajuan permuseuman, kepurbakalaan, kesejarah-
an dan kebudayaan di Tanah Air.

- PVUUAW/CNCIN 01



REMINTURAN
KESEMATAN
REPUBLIK
INDONESIA

SERTIFIKAT

No. YM.01.03/D.XLVII/2127/2023
DIBERIKAN KEPADA

B2P2VRP

SEBAGAI PESERTA

\ Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Tingkat Nasional
(KEPMENKES RI No. HK.02.02/MENKES/400/2016)

SIKLUS 1 TAHUN 2023

Jakarta, 30 Mel 2023

3 be o

Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.5¢
NIP. 197005242000121001

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN XESEHATAN
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA

PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL (PME) TINGKAT NASIONAL

Bidang Pengujian Mikroskopis Malarla

Gambar 3.26.
Sertifikat
Pemantapan

\@r#

35 M/MAN2-XJ72023

Diberiian kepada

v
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Mutu Eksternal

DUVER: Museum likus. Kelelawar & Serangga B2P2VRP

SEBAGAI NOMINE ANUGERAM PURWANALAGRHA INDONESIA MUSEUM AWARDS 2023

Kategori
Museum Unik

Tang Sasiengparmnsn chon Komurdas ey ah
lebaita, 18 Novermtas 2023

Partes Drwan bt

e

Prof ¥ Wiends Nuryasil, MR, MDD

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meray-
akan Hari Nasional Museum. B2P2VRP, melalui Mu-
seum Dunia Vektor dan Reservoir Indonesia (DUVER),
tahun ini masuk menjadi nominasi peraih Anugerah
Purwakalagrha Indonesia Museum Awards 2023 un-
tuk Kategori Museum Unik berdasarkan hasil penilaian
dan berbagai pertimbangan dewan juri yang dipimpin
oleh Prof. Wiendu Nuryanti, PhD (budayawan dan
Guru Besar Universitas Gadjah Mada) dengan ang-
gota yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo,
M.Sc. (tokoh masyarakat), Samuel Wattimena (de-
sainer), Yuliandre Darwis, Ph.D (pakar komunikasi),
dan Yadi Hendriana (jurnalis senior).
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Gambar 3.27.
Penghargaan
Museum Unik

17. Sertifikat Pemantapan Mutu Eksternal PCR CO-
VID-19. Tanggal 31 Agustus 2023, Balai Besar Peneli-
tian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penya-
kit (B2P2VRP) Salatiga mendapatkan Sertifikat Hasil
Uji Profisiensi Pemantapan Mutu Eksternal PCR Co-
vid-19 Tahun 2023 dengan Nilai Penuh sesuai dengan
tanggal Sertifikat No. PL.03.02/H.1II/7697/2023 pada
tanggal 03 Juli 2023 lalu. Uji Profisiensi Pemantapan
Mutu Eksternal PCR Covid-19 Tahun 2023 diseleng-
garakan oleh BKPK Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia (Kemenkes RI), bekerja sama dengan World
Health Organization (WHO).



18. Penghargaan Penyusunan Rekomendasi Kebi-
jakan. Transformasi sistem pembiayaan kesehatan
merupakan salah satu dari enam pilar Transformasi
Kesehatan yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan
RI Budi Gunadi Sadikin dalam reformasi pembangu-
nan kesehatan di Indonesia. Tujuan utama dari trans-
formasi pembiayaan kesehatan adalah meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pembiayaan dengan me-
mastikan ketersediaan pembiayaan yang cukup adil,
efektif, dan efisien. Town hall Kementerian Kesehatan
kembali digelar pada 29 Agustus 2023 bertempat di
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementeri-
an Kesehatan. Bersamaan dengan hal itu, diberikan
pula penghargaan untuk empat kategori yang meli-
puti Provincial Health Accounts (PHA) Terbaik Tahun
2023, District Health Account (DHA) Terbaik Tahun
2023, Petugas Koder JKN Terbaik Tahun 2023, dan
Penyusun Penyusun Rekomendasi Kebijakan Terbaik
UPT BKPK Tahun 2023. Entomolog Kesehatan Ahli
Muda dari B2P2VRP, Riyani Setyaningsih, S.Si., M.Sc.,
meraih juara pertama Kategori Penyusun Rekomen-
dasi Kebijakan Terbaik UPT BKPK Tahun 2023. Tema
rekomendasi kebijakan yang diangkat adalah Penen-
tuan Metode Pengendalian Vektor Malaria yang Tepat
di Kabupaten Purworejo dan Penggunaan Impreg-
nated Paper Indonesia Menuju Kemandirian Bangsa
dalam Monitoring Resistensi Nyamuk.

19. Peringkat lll Implementasi Digipay periode tri-
wulan | tahun 2023 dari KPPN Banjarnegara.

20. Peringkat Kedua Satuan Kerja Teraktif Peng-
guna Uang Persediaan pada Platform Digipay Tahun
2023.

21. Penghargaan Kepatuhan Interaksi Pelayanan
Publik dengan Predikat Prima (mulai berlaku Januari
2023-Januari 2026). Penghargaan ini diserahkan oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

22. Penghargaan Penyaji Laporan Keuangan Ter-
baik Pertama untuk Kategori Satker Pagu Besar (di
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atas Rp 10 miliar). Penghargaan ini diserahkan oleh
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Magelang.

23. Penghargaan Video Promosi Kesehatan Ter-
baik dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasi-
onal ke-59 di Kabupaten Magelang. Penghargaan ini
diserahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Magelang.

24. Mendapatkan apresiasi successfull participant
dalam uji profisiensi dengan CDC Atlanta Amerika
Serikat untuk pemeriksaan kadar iodium dalam urine
dengan ketepatan 100%.

25. Penghargaan dari KPPN Banda Aceh kepada
Balai Litbang Kesehatan Aceh sebagai Terbaik Il
dalam Kategori Penyampaian dan Kualitas Laporan
Keuangan Terbaik Periode Semester | Tahun 2023.

26. Penghargaan dari Arsip Nasional Republik In-
donesia kepada Balai Litbang Kesehatan Aceh atas
peran sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian
Arsip Statis yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban
Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa
dan Bernegara.

27. Penghargaan dari Menteri Kesehatan kepada
Balai Litbang Kesehatan Aceh sebagai Satuan Kerja
dengan Kepatuhan Perilaku Interaksi Pelayanan Pub-
lik dengan Kriteria Sangat Baik Tahun 2023.

28. Penghargaan yang diterima oleh Loka Lit-
bangkes Pangandaran dari instansi di luar Kement-
erian Kesehatan pada Tahun 2023 adalah penghar-
gaan atas upaya pembuatan laporan penatausahaan
BMN sehingga termasuk kategori 10 satker dengan
respons tercepat dan lengkap dalam pengiriman
tembusan Catatan Atas Laporan BMN pada periode
semester Il tahun 2022 dan semester | Tahun 2023
dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Tasikmalaya.

s A<untasiLitas kiveros - [[REN



| roajENERS



LAPORAN KINERJA -{
BKPK 2023

Kemenkes

BAB 4

PENUTUP

aporan Kinerja Tahun 2023 Badan Kebi-

jakan Pembangunan Kesehatan (BKPK)

ini disusun sebagai bentuk pertanggung-

jawaban tertulis kinerja Unit Eselon | BKPK

hingga pertengahan tahun 2023 kepada
Menteri Kesehatan mengenai tingkat capaian pelak-
sanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BKPK se-
bagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi pen-
ingkatan kinerja BKPK.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja BKPK tahun
2023, Indikator Kegiatan Program (IKP) memiliki sem-
bilan indikator. Pada indikator persentase penduduk
berisiko yang mendapatkan layanan skrining Kes-
ehatan dengan target 60%, telah tercapai 87,1%. In-
dikator persentase kabupaten/kota yang memenuhi
pembiayaan kegiatan promotif preventif pada Stan-
dar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target 50% dan
capaian 62,8%. Adapun indikator persentase kabu-
paten/kota yang melaksanakan Kerja Sama Pemerin-
tah Swasta (KPS) bidang kesehatan punya target 50%
dan telah tercapai 68,5%. Sementara itu, pada indika-
tor persentase kabupaten/kota yang melaksanakan
KPS bidang kesehatan dengan target 90%, capaian-
nya 75%. Indikator persentase kebijakan Kementerian
Kesehatan berbasis kajian dan bukti dengan target
40% telah tercapai 48,83%. Indikator terbangunnya
tata kelola kerja sama internasional yang efektif den-

gan target 1telah tercapai 1.

Dua indikator lainnya merupakan capaian output
bersama yang diampu oleh Sekretariat Jenderal Ke-
menkes, yaitu Indikator Nilai Reformasi Birokrasi den-
gan target 85 dan capaian 89,50 serta indikator Nilai
Kinerja Anggaran dengan target 93 dan capaian 94,3.

Pada tahun 2023, BKPK telah merealisasikan ang-
garan sebesar Rp. 803.385.507.258 (95,89%).

Hasil kinerja BKPK pada tahun 2023 sudah melebihi
target dengan capaian sebesar 117%. Hal ini meru-
pakan komitmen para pimpinan BKPK dalam menin-
gkatkan kualitas kinerja dan upaya agar program dan
kegiatan tetap berjalan melalui berbagai strategi per-
cepatan dan koordinasi intensif, seperti memanfaat-
kan teknologi dan berbagai media komunikasi dalam
melaksanakan tugas dan fungsi BKPK.

Laporan ini diharapkan menjadi masukan untuk per-
baikan di tahun mendatang dan demi memacu kinerja
seluruh satuan kerja BKPK agar melakukan terobosan
yang lebih inovatif di masa yang akan datang. Beber-
apa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah
mengidentifikasi regulasi/kebijakan yang dihasilkan di
awal tahun; melaksanakan sosialisasi untuk meningkat-
kan pemahaman terkait IKP dan IKK; serta melakukan
pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap
rencana kinerja tahun berjalan dengan melibatkan
pimpinan dan seluruh pihak di lingkungan BKPK.
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Lampiran-lampiran

Lampiran 1.
Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

{

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efekuf, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertanda tangan di
bawah 1m
Nama Syarifah Liza Munira

Jabatan : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Keschatan

sclanjutnva discbut pihak periama

Nama Budi ;. Sadikin
Jabatan : Menten heschatan
selaku atasan pihak pertama, selamjuinva disebut pihak kedua

Pihak pertama bermany akan mewujudkan target kinerja vang seharusnva
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka
menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Keberhasilan dan kegagalan pencapainn  larget onera tersebut  menjads
tanggung jawab kam

Pihak kedua akan melakukan supervist yvang diperlukan serta nkan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian int dan mengambil tindakan
vang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarto, A5 Januari 2023

Pihak Kedua, Fihak Pertama
Budi G. Sadikin Syarifah Liza Munira
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LAPORAN KINERJA &

L5

I BKPK 2023 | (cimenkes

PERJANJIAN EINERJA TAHUN 2023
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

| promotif dan preventil

Program : Peluyanan Keschatan dan JKN
| I Terpenuhinya pombisyann | | Persenitane  pondudiak borsika | 60

kesehiatan pada kegaton vang mrerdapatian lavanan
promotil dan peeontal dalaom skrinming loese hatwn
mencapra UHC 2. Persentasne kabuypaten/kols vang S0

memenuhi  pembinyann  kegiatan
promotif peeventil pada SPM

B. Sasaran Strategis (11)

Mengustnys pembiaysan  Proporsi Out Of Pocket (0OP] 24
kenchatan nasional secara  terhadap total belanja kesohatan
efektif, efixtendan

berkeadilan untuk
mencapai universal health
coverage (UHC)
| & | Terpenubinyva pembiioyaan 1. Persentase kabupaben/kota yang I 50
| kesehatan pada kegatan melaksanakon Rernasama
promotif dan preventif dalam Pemerimnh  Swasta (KPS) bidang
| mencapa UHC | kesehatan

Habaman | dari 3
——
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[ Meningkatnys kebijakan  Presentasi kebijakan yung | TI

kesehatan borbasis bulkti berkualitas dan dapat
diimplomeninsikan
Program : Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. | Meningkntnya kebijgakan 1. Persentase kebijakan teicnin dadnm 10
keachatan berbasis bulti pengLLtan berbapai skema
pembinyann kesehatan yang cfelkil
dan efisien

2. Persentase kebsjankan Kementerian 40
Keschatan berbasis  kajlan  dan

teu ki

3, Terbangunnya tatakelola 1
kerjisama  intermasionial  vang
efekiil

D.  Sasaran Strategin (17)

Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

Program : Dukungan banajemen
[ 4, [ Meningkatnya keordinasi |1, Nilai  Reformasi  Birokras)  Badan | 9%
otk Duiius, Kebijakan Pembangunan Keschatan
pembinaun din pefmberian | Y
dukungan manajemen 2. Nilai Kinega Anggaran Badan Gl
Kementerian Keschatan Kebijakan Pembangunan Keschatan
3. Persentase Rekamendas:s Hasil | 92,5

Pemeriksazn BPK yang relah nuntas
di tundaklanjut Badan Kebijakon
Pembangunan Kesehatun

bl 4 Persenitase  realisas:  Anggaran | 95
Badan Kebijakan Pembangunan
Kesehatan

Halaman 2 dan 3
e ——————————eii
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LAPORAN KINERJA q%g
I BKPK 2023 | (crenkes

1. Program Pelivonan Kesehntan doan JKN Ep 19396 84 1,000
2. Progrum Kebijankan Pembangunan Kesehatan kp 623615 856,000
3. Program Dukungan Manajemen Rp. 221.395.481.000
Jiakartn, % Janunr 2023
Piliak Kedua, Fihak Periama,
Budi G. Sadikin Syarifahk Miusmbra
1
Halaman 3 dari 3
— —
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Lampiran 2.
Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUNLIK INDONESIA

FERJANJIAN KINERJA TAMUN 2023

Dalam rongks mewufafoan Sufedefed [sersintalda pang ol raasparan dan
abineats] werts berore o peada hasd, kami yeng bertarsba Satggan ) boraabh (nd

Kara Syuriish Lo Munin

Jalswian megeda Haten beligabars Pemibangman kesdialan

sclampuirnm dincbur phak perosTs

LT Brusdy 01 Band i

Jalwan ¢ Mirve hewduatan
sclabu aiesan prisak poriserm. sclnrpputrns chae bt phuak lorhes
Flrek pertans terani aben eweajodben gt bireva parg seberuarpas weal
vgpean pwv e pan 1, delars remphs Peroupal e ewevie erigba ieerEvagal
sperts vang tedali (Metaplean talen olrren perermwnasn Keberhasdan das
brpagale perTEnfarmn IRt REe)a torwchng rrergal larggeirsg jeaab ke
Pitak bedus slowm melahuken superess parg dgperbibom semta akan melekukcan

el iporw Ievhadep cupame lonerp dan perjanian o dar rrergemital Ursbabkan vang
dipertdicar dsdare rangha perelsnan peeghargaan dan aangel

| Jalcerts, Deserzber 2023
Fikads Kedhia, Frval Py iarss
*’::q".
Al fe i ,
Dedi G Gedikis Sy ifali Liss Munirs

Halaman | dan 4 I
—_—
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LAPORAN KINERJA IE%“
I BKPK 2023 | ¢cmenkes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

yang
|lu'h|dlhnplﬁh|'|ltln layanan skrining kesehatan
promotif dan preventif |

Program : Pelayanan Keschatan dan JKN

l. | Terpenuhinya pembiayann I, Persentase penduduk  berisiko 60
keschatan pada kegiatan vang mendapatkan  layanan
promarif dan preventil dalam akrining keschatan
mencapal UHC 50

2. Persentase kabupaten/kota yang
memenuhi  pembiavaan  legiatan
promotil preventifl pada SPM

B. Sasaran Strategis (11)

Menguatnya pembiayaan Proporsl Out Of Pocket [DOP) 24
kesehatan nasional secara | terhadap total belanja keschatan
efoltif, efisiondan

berkeadilan untuk
mencapal unlversal health
coverage (UHC) |

2. | Terpenuhinya pembiayaan 1. Persentase kabupaten/kota yang | 30
keschatan pada kegiatan melaksanakan Kerjasama
promotifl dan preventif dalam Pemerintah Swasta (KPS| bedang
mencapai UHC kesthatan

Halaman 2 dari 4
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C. Sasaran Strategis (16)

Meningkatnya kebijakan | Presentasi kebijakan yang 71
keschalan berbasis bukti | berkualitas dan dapat
dilmplementasikan =
Program : Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. | Meningkatnya kebijakan 1. Persentase kebijakan teknss dalam | 100
keschatan berbasis bukti penEuatan berhagai skema
pembiavaan kesehatan yang efekul
dan cfisien
2. Persentase kebijakan Kementerian 40

Kesehatan berbasis kajian dan

bukti

3. Terbangunnya tatakeiola |
kerjasama  internasional  yang
efektif

. | Sasaran Birategis (17)
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

Program : Dukungan Manajemen

i, | Meningkatnva Koardinasi 1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan | 85
pelaksanaan tugas, Kebijakan Pembangunan Kesehatan
pembinaan dan pemberian =
dukungin manajemen 2. Nilai Kinena Anggaran Badan| 93
Kementerian Keschatan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

3. Persentase  Rekomendasi  Hasil | 92,5
Pemeriksaan BPK yang telah tuntas
di tindaklanjut Badan Kebijakan
Pembangunan Keschatan

4. Persentase  realisasi  Anggaran | 95
Badan Kebijakan Pembangunan
Keschatan

Halaman 3 dari 4

EEEEEEEEEY =L AMPIR AN |



LAPORAN KINERJA q%g
I BKPK 2023 | (crenkes

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Rp. 16.683.552.000
2. Program Kebijakan Pembangunan Keschatan Rp. 632989.089.000
d. Program Dukungan Manajemen Rp. 188.137.441.000

Jakarta, Desember 2023

Pihak Pertama,

h%
Budi G. Sadikin Syarifah Munira

Halaman 4 dari 4
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Cross Cutting Isu Program Pelayanan Kesehatan dan JKN di BKPK

Menguatnya Sistem Kesehatan Nasional

Transformasi Pembiayaan Kesehatan

Pembiyaan kesehatan yang
efektif, efisien, dan berkeadilan

Sasaran Strategis 10

Sasaran Strategis 11

Terpenuhinya pembiyaan yang berkeadilan pada
kegiaan promotif & prefentif

Indikator Sasaran Strategis

Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan
layanan skrining kesehatan

Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif,
efisien, dan berkeadilan untuk mencapai universal health coverage (UHC)

Indikator Sasaran Strategis

Persentase cakupan kelompok berisiko yang
mendapatkan layanan skrining kesehatan

v

Sasaran Program

Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan
promotif dan preventif dalam mencapai UHC

v

Indikator Kinerja Program 1

Persentase penduduk berisiko yang
mendapatkan skrining kesehatan

Lintas sektor, K/L terkait: Kemendagri, Pemda,
Dinkes, BPS, BPJS Kesehatan, Peserta JKN

Sasaran Kegiatan

Terlaksananya penyiapan implementasi
pembiayaan dan jaminan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan 1

a. Persentase peserta JKN yang berisiko yang
mendapatkan layanan skrining kesehatan

b. Persentase belanja kesehatan promotif dan
preventif dalam JKN

c. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang
menghasilkan rekomendasi dari hasil
perhitungan Provincial Health Account/District
Health Account (PHA/DHA)

d. Persentase kabupaten/kota yang memberikan
insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni

e. Persentase asuransi kesehatan swasta yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

f. Persentase kabupaten/kota yang melakukan
kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta
dalam penanganan 9 penyakit prioritas

g. Persentase kabupaten/kota yang melakukan
kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta
dalam upaya skrining 14 penyakit

LY PR AN-LAMPIRAN |

v

Indikator Kinerja Program 2

Persentase kabupaten/kota yang memenuhi
pembiayaan kegiatan promotif preventif
pada SPM

PJ: BKPK, Kemendagri, Pemda, Dinkes, BPS,
BPJS Kesehatan, Puskesmas, akademisi

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan,
dan desentralisasi kesehatan berbasis bukti

Indikator Kinerja Kegiatan 2

a. Persentase keputusan atau peraturan di atas
peraturan Menteri yang disusun berbasis
kajian dan bukti

b. Persentase keputusan atau peraturan Menteri
yang disusun berbasis kajian dan bukti

c. Persentase keputusan atau peraturan di
bawah peraturan Menteri yang disusun
berbasis kajian dan bukti

d. Persentase kebijakan kesehatan yang disusun
berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang
Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan
Desentralisasi Kesehatan

e. Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi

v

Sasaran Program

Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan

promotif dan preventif dalam mencapai UHC

kebijakan transformasi kesehatan

v

Indikator Kinerja Program 3

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan
Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS)
bidang kesehatan

PJ: BKPK, Bappeda, Fasyankes, Kemendagri,
Pemda, Dinkes, BPS, BPJS Kesehatan, Puskesmas,
RS, Labkesda

Sasaran Kegiatan

Terlaksananya penyiapan implementasi
pembiayaan dan jaminan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan 3

a. Persentase kabupaten/kota yang memberikan
insentif pelaksanaan UKM bersumber
APBD Murni

b. Persentase asuransi kesehatan swasta yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

c. Persentase kabupaten/kota yang melakukan
kemitraan pembiayaan pemerintah dan
swasta dalam penanganan 9 penyakit
prioritas

d. Persentase kabupaten/kota yang melakukan
kemitraan pembiayaan pemerintah dan
swasta dalam upaya skrining 14 penyakit




LAPORAN KINERJA 4
I BKPK 2023

Kemenkes

Cross Cutting Isu Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Menguatnya Sistem Kesehatan Nasional

Transformasi

Transformasi Transformasi Transformasi

SDM Kesehatan

Transformasi Sistem
Ketahanan Kesehatan

Layanan Primer Layanan Rujukan Teknologi Kesehatan

Pelayanan kesehatan
primer yang komprehensif
dan bekualitas serta
pemberdayaan masyarakat

Pengembangan dan
pemanfaatan teknologi
digital dan bioteknologi

di sektor kesehatan

Sistem ketahanan kesehatan
yang tangguh

Meningkatkan akses
dan mutu layanan
sekunder dan tersier

SDM Kesehatan yang
kompeten dan berkeadilan

Sasaran Strategis 16

Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan

v

Sasaran Program

Meningkatnya kebijakan berbasis bukti

Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program 4 Program 2 Program 3

Indikator Kinerja
Program 1

Terbangunnya tata kelola
kerja sama internasional
yang efektif

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kebijakan
kesehatan global dan
teknologi kesehatan
berbasis bukti

Indikator Kinerja Kegiatan

a.Tersusunnya blueprint
pengelolaan kerja sama
internasional berdasarkan
kriteria negara dan
lembaga

b. Jumlah dokumen kerja
sama internasional,
termasuk perjanjian dan
prakarsa hasil diplomasi
kesehatan

Jumlah pedoman dalam
menyusun kebijakan
PJ: BKPK, Biro Hukum, Pemda

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya tata kelola
pelaksanaan transformasi
kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase implementasi
penyusunan kebijakan yang
sesuai dengan regulasi
pedoman

Meningkatnya kebijakan
Kementerian Kesehatan
berbasis kajian dan bukti

PJ: BKPK, Biro Hukum, semua
unit utama Kemenkes, LAN

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya kebijakan
UK/SKK dan SDK/PDK/KGTK
berbasis bukti

Indikator Kinerja Kegiatan

a. Persentase keputusan
atau peraturan di atas
peraturan Menteri yang
disusun berbasis kajian
dan bukti

b. Persentase keputusan
atau peraturan Menteri
yang disusun berbasis
kajian dan bukti

c. Persentase keputusan
atau peraturan di bawah
peraturan Menteri yang
disusun berbasis kajian
dan bukti

d. Persentase kebijakan
kesehatan yang disusun
berdasarkan rekomendasi
kebijakan di bidang
UK/SKK dan
SDK/PDK/KGTK

e. Persentase kabupaten/
kota yang mengadopsi
kebijakan transformasi
kesehatan

Persentase kebijakan teknis
dalam penguatan berbagai
skema pembiyaan kesehatan
yang efektif dan efisien
Lintas sektor, K/L terkait:
Bappeda, Fasyankes,
Kemendagri, Pemda, Dinkes,
BPS, BPJS, Puskesmas,

RS, Labkesda

Sasaran Kegiatan

Tersedianya bahan kebijakan
teknis pembiyaan dan
jaminan kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan

a. Annual review tarif
INA-CBGs dan NHA (T- 1)

b. Annual utilization review
untuk 20 penyakit
berbiaya tertinggi

c. Annual review terhadap
HTA dan rencana
implementasinya
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Cross Cutting Isu Program Dukungan Manajemen BKPK

atnya Sistem Kesehatan Nasional

1

Transformasi Kesehatan dan Tata Kelola

Pengembangan dan pemetaan teknologi, digitalisasi,
dan bioteknologi di sektor kesehatan

Sasaran Strategis 17

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Sasaran Strategis
Nilai RB dan NKA (Sekjen)

1 1

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, Meningkatnya dukungan manajemen
pembinaan dan pemberian dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Kementerian Kesehatan

1 1

Indikator Kinerja Program 1 Indikator Kinerja Program 2 Indikator Kinerja Program 3 (PK) Indikator Kinerja Program 4 (PK)
Nilai RB Nilai NKA Persentase Rekomendasi Hasil Persentase realisasi anggaran
PJ: Sekjen, Biro OSDM, Setjen, PJ: Sekjen, Kemenkes, Rorem, Pemeriksaan BPK yang telah tuntas PJ: BKPK, Kemenkeu, Bappenas,
semua unit utama Kemenkes, Bappenas, Kementerian PANRB ditindaklanjuti Kementerian PANRB
Kementerian PANRB PJ: BKPK, Kemenkes, BPK

) IR ¢

Meningkatnya dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (PK) Indikator Kinerja Kegiatan (PK)

Nilai Reformasi Birokrasi BKPK Nilai kinerja penganggaran BKPK Persentase Rekomendasi Hasil Persentase realisasi anggaran BKPK
Pemeriksaan BPK yang telah
tuntas ditindaklanjuti BKPK
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